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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas
selesainya buku referensi "Opini Publik: Teori dan Praktek"
yang disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi
dan Para praktisi di bidang Kajian dan praktek Opini Publik. Buku
ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami konsep,
teori, dan praktik opini publik, serta melihat peranannya dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Buku ini terbagi menjadi sepuluh bab yang mencakup
dasar-dasar opini publik, teori-teori utama, faktor pembentuk
opini, hingga peran media massa dan media sosial. Pembahasan
meliputi teknik pengukuran opini publik, pengaruhnya dalam
politik dan kebijakan, serta relevansinya dalam situasi Kkrisis,
konflik, dan masyarakat multikultural. Bab terakhir mengajak
pembaca memahami masa depan opini publik di tengah
perkembangan teknologi digital dan media baru.

Kami menyadari buku ini masih perlu penyempurnaan
dan dengan senang hati menerima saran yang membangun.
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang
mendukung terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi
panduan yang bermanfaat dalam memahami opini publik secara
mendalam dan kontekstual di era modern.

Juni 2025, Penulis
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BAB 1
PENDAHULUAN TENTANG OPINI PUBLIK

)J - > puBLIC

OPINION
BASI S

Gambar 1. Ilustrasi Konsep Dasar Opini Publik

1.1 Definisi dan Konsep Dasar Opini Publik

Opini publik adalah fenomena yang mencerminkan
pandangan atau pendapat kolektif yang dimiliki oleh masyarakat
terhadap suatu isu atau permasalahan. Dalam kajian ilmu
komunikasi, opini publik dianggap sebagai salah satu konsep
sentral yang menghubungkan individu dengan masyarakat
melalui mekanisme komunikasi dan interaksi sosial. Secara
sederhana, opini publik dapat didefinisikan sebagai pandangan
atau perasaan yang dimiliki oleh sebagian besar anggota
masyarakat mengenai isu tertentu yang dianggap relevan atau
penting (Littlejohn & Foss, 2017).

Opini publik memiliki karakteristik yang dinamis karena
selalu berubah mengikuti perkembangan informasi dan peristiwa
yang terjadi di lingkungan sekitar. Sebagai contoh, pandangan
masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah dapat berubah
drastis ketika muncul informasi baru atau adanya perubahan
dalam situasi politik dan ekonomi. Dinamika ini menunjukkan
bahwa opini publik tidak bersifat statis, tetapi sangat dipengaruhi
oleh interaksi sosial, media, dan perubahan situasi yang cepat.
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Secara historis, konsep opini publik mulai berkembang
pesat seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap
informasi, terutama sejak munculnya media massa pada abad ke-
19 dan ke-20. Media massa berperan penting dalam pembentukan
opini publik dengan menyediakan informasi yang kemudian
diolah oleh masyarakat menjadi sikap atau pendapat. Media tidak
hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga
sebagai agen yang membingkai isu-isu tertentu, sehingga dapat
memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu masalah
(Littlejohn & Foss, 2017).

Dalam konteks teori komunikasi, opini publik sering kali
dilihat sebagai hasil dari proses konstruksi sosial. Menurut teori
konstruksi sosial, pandangan atau sikap yang dipegang oleh
individu maupun kelompok masyarakat terbentuk melalui
interaksi sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai budaya, dan
lingkungan sosial. Dalam proses ini, individu menyerap informasi
dan pandangan yang disebarluaskan oleh media massa,
lingkungan sosial, atau pemimpin opini (opinion leaders) di
sekitarnya. Dengan demikian, opini publik bukanlah sesuatu yang
terbentuk secara spontan, tetapi merupakan hasil dari berbagai
proses interaksi yang kompleks.

Peran media massa dalam pembentukan opini publik
semakin menguat dengan adanya konsep agenda-setting. Teori
agenda-setting mengemukakan bahwa media memiliki
kemampuan untuk menentukan isu-isu mana yang dianggap
penting oleh masyarakat dengan cara mengatur frekuensi dan
cara penyajian informasi mengenai isu tersebut. Ketika media
menonjolkan suatu isu, masyarakat cenderung mempersepsikan
isu tersebut sebagai hal yang penting. Sebaliknya, isu-isu yang
jarang atau tidak dibahas oleh media cenderung dianggap kurang
relevan. Dalam hal ini, media berperan sebagai agen yang secara
tidak langsung membentuk pandangan masyarakat mengenai apa
yang layak untuk diperhatikan dan diperdebatkan.

Di era digital, opini publik menjadi lebih kompleks karena
adanya berbagai platform media sosial yang memungkinkan
masyarakat untuk saling berbagi dan berdiskusi tentang berbagai
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topik secara lebih interaktif dan cepat. Media sosial memiliki
karakteristik yang berbeda dari media tradisional dalam hal
kecepatan penyebaran informasi dan Kkemampuan untuk
menciptakan ruang dialog publik. Dalam konteks ini, opini publik
dapat terbentuk dengan lebih cepat dan tersebar secara luas
karena dukungan teknologi digital yang memungkinkan
masyarakat untuk berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu.

Namun, cepatnya arus informasi di media sosial juga
menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembentukan opini
publik. Masyarakat cenderung menerima informasi dalam bentuk
potongan kecil (fragmented information) yang terkadang belum
terverifikasi, sehingga rentan terhadap misinformasi dan hoaks.
Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas opini publik karena
pandangan yang terbentuk sering kali didasarkan pada informasi
yang kurang akurat atau hanya mencerminkan satu sisi dari isu
yang kompleks. Oleh karena itu, di era digital ini, opini publik
sering kali memiliki karakteristik yang fluktuatif dan mudah
dipengaruhi oleh informasi yang viral di media sosial.

Selain media, opini publik juga sangat dipengaruhi oleh
faktor sosial dan budaya. Faktor-faktor ini mencakup nilai-nilai,
norma, dan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat. Misalnya,
dalam masyarakat yang memiliki nilai kolektif, opini publik
cenderung lebih seragam dan dipengaruhi oleh kepentingan
kelompok daripada individu. Di sisi lain, dalam masyarakat yang
lebih individualis, opini publik mungkin lebih beragam dan
memperlihatkan pandangan yang berbeda-beda dari berbagai
kelompok masyarakat.

Opini publik tidak hanya terbentuk oleh pandangan
mayoritas, tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai
"silent majority" atau kelompok mayoritas yang tidak secara aktif
mengemukakan pendapatnya. Dalam banyak kasus, opini publik
mencerminkan pandangan dari kelompok-kelompok yang vokal
atau memiliki akses lebih besar terhadap media massa dan media
sosial. Hal ini berarti bahwa opini publik sering kali tidak
mencerminkan pandangan keseluruhan masyarakat, tetapi lebih
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kepada pandangan dari kelompok yang lebih aktif dan memiliki
pengaruh dalam menyuarakan pendapatnya.

Dalam konteks politik, opini publik memiliki peran
penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
Pemerintah dan pembuat kebijakan sering kali melakukan survei
atau penelitian opini publik untuk memahami sikap masyarakat
terhadap isu-isu tertentu. Survei ini digunakan untuk mengukur
tingkat dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang sedang
atau akan diterapkan. Dengan mengetahui opini publik,
pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan agar lebih sesuai
dengan kehendak masyarakat, atau sebaliknya, berusaha untuk
mengubah persepsi publik melalui berbagai strategi komunikasi.

Secara sosiologis, opini publik juga dipandang sebagai
salah satu faktor yang berperan dalam menjaga stabilitas sosial.
Ketika terdapat konsensus yang kuat di antara masyarakat
terhadap suatu isu, opini publik dapat menjadi alat untuk
mempertahankan tatanan sosial. Namun, ketika opini publik
terpecah atau terdapat perbedaan pandangan yang signifikan, hal
ini dapat memicu ketegangan sosial dan konflik. Dengan demikian,
opini publik tidak hanya penting sebagai bentuk ekspresi dari
masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap
hubungan sosial dan politik dalam suatu negara.

Di era globalisasi, opini publik juga dipengaruhi oleh
interaksi dengan pandangan dari masyarakat internasional.
Globalisasi memungkinkan adanya pertukaran informasi dan
budaya yang lebih intensif, sehingga masyarakat di suatu negara
dapat dengan mudah terpengaruh oleh opini publik dari negara
lain. Fenomena ini dapat dilihat, misalnya, dalam isu-isu global
seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan demokrasi. Media
internasional sering kali berperan dalam menyebarkan
pandangan global yang dapat memengaruhi opini publik di
negara-negara lain, termasuk di Indonesia.

Dengan adanya perkembangan ini, konsep opini publik
menjadi semakin penting untuk dipahami dalam konteks modern.
Opini publik bukan hanya sekadar cerminan dari pandangan
masyarakat, tetapi juga menjadi alat yang digunakan oleh
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berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam
konteks sosial, politik, maupun ekonomi. Pemahaman mengenai
bagaimana opini publik terbentuk, apa saja faktor-faktor yang
memengaruhinya, serta bagaimana peran media dan teknologi
dalam proses tersebut sangat penting bagi para mahasiswa ilmu
komunikasi. Melalui pemahaman ini, diharapkan mahasiswa
dapat mengembangkan kemampuan analitis untuk menilai
fenomena sosial yang berkembang di masyarakat dan memahami
dampaknya terhadap kebijakan serta kehidupan sosial secara
umum.

1.2 Sejarah Perkembangan Opini Publik

Sejarah opini publik sebagai konsep yang berpengaruh
dalam masyarakat telah berkembang seiring dengan perubahan
sistem sosial, politik, dan teknologi komunikasi. Pada awalnya,
opini publik mulai mendapatkan perhatian di Eropa pada abad ke-
18, khususnya di masa Pencerahan, ketika masyarakat mulai
menuntut kebebasan berpikir dan berpendapat secara terbuka
(Habermas, 1989). Saat itu, ruang publik seperti salon dan kafe
menjadi tempat pertemuan masyarakat untuk berdiskusi
mengenai isu-isu sosial, politik, dan budaya, membentuk arena
diskusi yang independen dari kontrol negara. Pandangan-
pandangan yang muncul dari ruang publik ini kemudian
berkembang menjadi opini bersama yang pada akhirnya
memengaruhi kebijakan negara.

Seiring waktu, perkembangan teknologi komunikasi turut
mendorong kemunculan opini publik dalam skala yang lebih
besar. Penemuan mesin cetak pada abad ke-15 oleh Johannes
Gutenberg, misalnya, memungkinkan penyebaran informasi
menjadi lebih cepat dan luas. Surat kabar dan pamflet politik
mulai digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi
yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan politik kepada khalayak
yang lebih luas. Perkembangan ini mengubah opini publik dari
sekadar diskusi kelompok kecil menjadi fenomena yang
melibatkan lebih banyak orang di berbagai daerah, menciptakan
awal dari opini publik dalam bentuk modern (Peters, 2008).
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Pada abad ke-19, peran media massa dalam pembentukan
opini publik semakin kuat dengan kemunculan surat kabar yang
memiliki pembaca dalam jumlah besar. Di Inggris dan Amerika
Serikat, misalnya, surat kabar menjadi alat yang efektif bagi
masyarakat untuk mengkritik pemerintah dan menyuarakan
kepentingan publik. Fenomena ini berlanjut hingga abad ke-20, di
mana radio dan televisi memberikan dimensi baru dalam
penyebaran opini publik. Media elektronik memungkinkan pesan
untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih cepat,
menjadikan opini publik sebagai kekuatan sosial yang signifikan
dalam memengaruhi kebijakan dan persepsi masyarakat
(Lippmann, 1922).

Di era modern, opini publik tidak hanya berkembang
melalui media tradisional tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan
sosial dan teknologi yang terjadi. Pada abad ke-20, teori-teori
tentang opini publik mulai berkembang dengan adanya
pendekatan ilmiah dalam mempelajari perilaku massa. Salah satu
teori yang terkenal adalah teori spiral of silence dari Elisabeth
Noelle-Neumann, yang mengemukakan bahwa individu
cenderung menyembunyikan opini yang berbeda dari opini
mayoritas untuk menghindari isolasi sosial. Teori ini
menunjukkan bahwa opini publik tidak selalu mencerminkan
pandangan seluruh masyarakat, melainkan pandangan dari
mayoritas yang lebih vokal atau pandangan yang dianggap
dominan dalam masyarakat (Noelle-Neumann, 1984).

Kemajuan teknologi komunikasi, khususnya dengan
hadirnya internet dan media sosial, telah membawa perubahan
besar dalam cara opini publik terbentuk dan tersebar. Media
sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan
individu untuk berpartisipasi secara langsung dalam diskusi
publik, membentuk opini publik dalam waktu yang lebih singkat.
Sebelumnya, opini publik terbentuk secara bertahap melalui
media cetak atau televisi; Kini opini publik dapat berubah dalam
hitungan jam atau bahkan menit, bergantung pada popularitas isu
tertentu di media sosial (McCombs, 2014). Fenomena ini juga
membawa tantangan baru dalam bentuk penyebaran informasi
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yang tidak terverifikasi, yang dapat berdampak negatif terhadap
kualitas opini publik.

Opini publik dalam konteks politik kontemporer juga
sangat dipengaruhi oleh fenomena globalisasi dan komunikasi
digital. Dengan adanya internet, batas-batas negara dalam
pertukaran informasi menjadi semakin kabur, memungkinkan
opini publik di satu negara dipengaruhi oleh opini yang
berkembang di negara lain. Misalnya, dalam isu-isu global seperti
perubahan iklim atau hak asasi manusia, opini publik di negara-
negara berkembang dapat dipengaruhi oleh kampanye atau
pergerakan yang dimulai di negara-negara maju. Kondisi ini
menyebabkan opini publik menjadi lebih kompleks dan
cenderung mengalami pergeseran sesuai dengan isu yang sedang
tren di tingkat global (Castells, 2009).

Di Indonesia, perkembangan opini publik memiliki
dinamika tersendiri yang dipengaruhi oleh perubahan politik dan
sosial. Pada masa Orde Baru, misalnya, opini publik sangat
dikontrol oleh pemerintah melalui sensor media. Pada era
tersebut, kritik terhadap kebijakan pemerintah sangat dibatasi,
dan media massa lebih banyak mempublikasikan informasi yang
mendukung kebijakan pemerintah. Namun, setelah reformasi
tahun 1998, kebebasan pers dan keterbukaan informasi semakin
meningkat, memungkinkan opini publik berkembang secara lebih
bebas dan terbuka. Masyarakat Indonesia mulai memiliki
kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, terutama melalui
media massa dan media sosial, yang kini menjadi sumber utama
informasi bagi masyarakat (Kitley, 2014).

Selanjutnya, media sosial memainkan peran penting dalam
membentuk opini publik di Indonesia. Sejak berkembangnya
penggunaan internet, masyarakat dapat mengakses informasi
secara lebih bebas dan cepat. Media sosial tidak hanya menjadi
platform bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi
juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan
informasi mengenai isu-isu terkini, baik di tingkat lokal maupun
internasional. Pada konteks ini, media sosial berfungsi sebagai
ruang publik digital yang memungkinkan setiap orang untuk
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berpartisipasi dalam diskusi tanpa harus melalui media
tradisional (Nugroho & Syarif, 2012). Namun, kemudahan ini juga
membawa dampak negatif, di mana informasi yang tidak akurat
atau bahkan hoaks dapat tersebar luas, memengaruhi opini publik
dengan cara yang tidak terduga.

Sejarah perkembangan opini publik menunjukkan bahwa
opini publik tidak hanya terbentuk secara spontan, tetapi juga
melalui berbagai pengaruh eksternal, seperti media, teknologi,
dan perubahan sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan
teknologi informasi telah memungkinkan masyarakat untuk
membentuk dan menyuarakan opini publik secara lebih efektif
dan efisien. Opini publik bukan lagi sekadar pandangan
masyarakat terhadap isu-isu lokal, melainkan juga mencakup isu-
isu global yang dihadapi bersama oleh berbagai negara.

Dengan perkembangan ini, pemahaman tentang sejarah
opini publik menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa
ilmu komunikasi yang mempelajari bagaimana opini publik
terbentuk dan bagaimana peran media serta teknologi
memengaruhi persepsi masyarakat. Melalui pemahaman ini,
diharapkan mahasiswa dapat memiliki perspektif yang lebih kritis
dalam menilai informasi dan memahami dampak opini publik
dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat modern.

1.3 Peran Opini Publik dalam Komunikasi Massa

Opini publik memegang peran sentral dalam komunikasi
massa, terutama dalam memengaruhi persepsi, sikap, dan
tindakan masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik. Dalam
konteks komunikasi massa, opini publik dapat dilihat sebagai
cerminan dari bagaimana masyarakat menilai suatu peristiwa
atau kebijakan. Proses pembentukan opini publik ini biasanya
melibatkan media massa sebagai agen utama yang menyampaikan
informasi dan membingkai isu tertentu dengan cara yang dapat
memengaruhi cara masyarakat menafsirkannya (McCombs &
Shaw, 2018). Media massa, baik dalam bentuk cetak, elektronik,
maupun digital, berfungsi sebagai saluran informasi yang
menjembatani antara pemerintah, lembaga swasta, dan publik.
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Pada dasarnya, media massa memiliki kekuatan besar
dalam menentukan topik yang dianggap penting oleh masyarakat,
melalui proses yang dikenal sebagai agenda-setting. Teori agenda-
setting menjelaskan bahwa media tidak secara langsung
mengarahkan masyarakat untuk berpendapat mengenai suatu isu,
tetapi media memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu apa
yang layak mendapat perhatian publik (McCombs, 2020). Dalam
hal ini, media massa membentuk kerangka berpikir masyarakat
tentang isu tertentu, yang pada akhirnya mempengaruhi opini
publik. Sebagai contoh, liputan media yang intens tentang isu
lingkungan seperti perubahan iklim dan deforestasi dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat dan memengaruhi
pandangan mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Peran media massa dalam pembentukan opini publik juga
berkaitan erat dengan teori framing. Menurut teori framing,
media memiliki kemampuan untuk membingkai atau menyajikan
suatu peristiwva dengan cara tertentu sehingga dapat
memengaruhi interpretasi publik terhadap peristiwa tersebut
(Entman, 2019). Framing digunakan untuk memberikan makna
pada informasi, memfokuskan perhatian pada aspek-aspek
tertentu dari suatu isu, dan menciptakan konteks yang
memengaruhi persepsi masyarakat. Ketika media massa
membingkai isu-isu tertentu sebagai masalah besar, masyarakat
cenderung mempersepsikan isu tersebut sebagai hal yang
penting, yang selanjutnya membentuk opini publik mengenai isu
tersebut.

Selain itu, opini publik memiliki dampak langsung dalam
komunikasi massa sebagai bentuk umpan balik dari audiens
terhadap konten media. Interaksi ini tampak jelas pada era digital,
di mana media sosial memungkinkan masyarakat untuk
berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan opini publik. Di
platform-platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram,
masyarakat dapat mengekspresikan pendapatnya secara
langsung, mengomentari berita, atau menyebarkan informasi ke
lingkaran sosialnya. Proses interaktif ini tidak hanya
mempercepat penyebaran opini publik, tetapi juga menciptakan
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ruang di mana opini masyarakat dapat dibentuk dan berubah
dengan sangat cepat (Westerman et al,, 2021).

Opini publik dalam komunikasi massa juga berfungsi
sebagai alat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk
memahami persepsi masyarakat mengenai kebijakan yang
diambil. Survei dan penelitian opini publik sering kali digunakan
oleh pemerintah sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas
kebijakan atau mengidentifikasi isu-isu yang menjadi perhatian
masyarakat. Dengan mengetahui opini publik, pemerintah dapat
menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif untuk
membangun dukungan masyarakat atau merespons kritik yang
ada (Lilleker & Jackson, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa opini
publik tidak hanya penting sebagai ekspresi masyarakat, tetapi
juga sebagai panduan bagi pengambil kebijakan dalam
merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat.

Namun, di sisi lain, media massa juga memiliki
kecenderungan untuk menyebarkan misinformasi atau berita
yang belum terverifikasi, terutama di era digital saat ini. Informasi
yang tidak akurat atau bersifat provokatif dapat menyebar dengan
cepat di media sosial, memengaruhi opini publik secara negatif.
Hal ini sering kali diperparah dengan adanya algoritma di media
sosial yang cenderung menampilkan informasi yang sejalan
dengan pandangan pengguna, sehingga menciptakan “echo
chambers” atau lingkungan di mana pengguna hanya terekspos
pada informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
Kondisi ini dapat memperkuat opini publik yang bias atau kurang
berimbang, yang pada akhirnya berdampak pada polarisasi sosial
(Guess & Lyons, 2020a).

Pada konteks lain, opini publik juga dapat dilihat sebagai
alat kontrol sosial dalam komunikasi massa. Ketika opini publik
menyuarakan kritik terhadap suatu kebijakan atau keputusan
pemerintah, media massa dapat berfungsi sebagai saluran yang
menghubungkan masyarakat dengan pemangku kepentingan.
Kritik yang muncul dari opini publik sering kali mendorong pihak
berwenang untuk meninjau kembali kebijakan atau melakukan
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perbaikan dalam sistem. Dalam hal ini, opini publik berfungsi
sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengarahkan tindakan
pemerintah agar sesuai dengan harapan masyarakat. Pengaruh ini
sangat jelas terlihat dalam kasus-kasus seperti kampanye anti-
korupsi atau gerakan sosial lainnya yang mendapat liputan luas di
media massa (Vaccari & Valeriani, 2021).

Opini publik dan komunikasi massa juga saling
memengaruhi dalam konteks globalisasi. Dalam era globalisasi,
isu-isu internasional seperti perubahan iklim, perdagangan
internasional, dan hak asasi manusia semakin mendapat
perhatian masyarakat global. Media massa internasional, seperti
CNN, BBC, dan Al Jazeera, berperan penting dalam membentuk
opini publik global mengenai isu-isu ini. Opini publik di satu
negara dapat memengaruhi opini di negara lain melalui liputan
media internasional dan media sosial. Dalam hal ini, opini publik
tidak lagi terbatas pada konteks lokal, tetapi juga mencerminkan
pandangan masyarakat global terhadap isu-isu yang dihadapi
bersama (Castells, 2020).

Dengan demikian, opini publik memainkan peran penting
dalam komunikasi massa, baik dalam hal pembentukan persepsi
masyarakat, pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah,
maupun dalam menciptakan dialog sosial yang melibatkan
berbagai lapisan masyarakat. Pemahaman tentang peran opini
publik dalam komunikasi massa menjadi penting bagi mahasiswa
ilmu komunikasi untuk memahami dinamika interaksi antara
masyarakat, media, dan pemerintah. Melalui pemahaman ini,
mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan analitis untuk
menilai dampak komunikasi massa terhadap opini publik serta
menyusun strategi komunikasi yang efektif dalam mengelola opini
publik.

1.4 Opini Publik sebagai Kajian [lmu Komunikasi

Opini publik merupakan salah satu konsep kunci dalam
ilmu komunikasi karena berkaitan langsung dengan cara
masyarakat membentuk, menyebarkan, dan memengaruhi
persepsi serta sikap individu terhadap berbagai isu. Dalam
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konteks ilmu komunikasi, opini publik dapat didefinisikan sebagai
pandangan atau sikap kolektif yang dianut oleh sebagian besar
anggota masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Opini publik
terbentuk melalui proses interaksi sosial yang melibatkan media
massa, lingkungan sosial, dan komunikasi interpersonal yang
terjadi dalam berbagai konteks sosial. Kajian tentang opini publik
dalam ilmu komunikasi penting karena membantu memahami
bagaimana informasi dipersepsi, bagaimana sikap dan pandangan
terbentuk, serta bagaimana informasi tersebut dapat digunakan
untuk memengaruhi perilaku masyarakat secara kolektif
(Neuman, 2020).

Dalam ilmu komunikasi, opini publik juga dipandang
sebagai cerminan dari proses sosial yang lebih luas, di mana
informasi disebarluaskan dan dipersepsikan secara bersama-
sama oleh masyarakat. Media massa, khususnya, berperan penting
dalam pembentukan opini publik dengan membingkai isu-isu
tertentu yang dianggap relevan atau penting oleh masyarakat.
Dalam perspektif teori agenda-setting, media memiliki kapasitas
untuk mengarahkan perhatian masyarakat pada isu-isu tertentu,
sehingga masyarakat menganggap isu tersebut penting dan layak
diperhatikan. Melalui proses ini, media massa tidak hanya
menyebarkan informasi tetapi juga mengendalikan diskursus
publik yang terbentuk di masyarakat (McCombs & Shaw, 2018).
Sebagai contoh, jika media menyoroti isu-isu kesehatan publik
atau lingkungan, masyarakat cenderung memperhatikan dan
membentuk opini terhadap isu-isu tersebut berdasarkan
informasi yang disampaikan.

Opini publik dalam ilmu komunikasi juga memiliki peran
penting sebagai alat untuk mengukur respons masyarakat
terhadap isu-isu tertentu, yang sering kali dilakukan melalui
survei atau polling. Dalam kajian komunikasi massa, pengukuran
opini publik ini menjadi alat utama bagi pemerintah, organisasi
non-pemerintah, dan media untuk memahami bagaimana suatu
informasi dipersepsikan oleh masyarakat. Pengumpulan data
opini publik memungkinkan pihak-pihak ini untuk merumuskan
strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran dan relevan. Sebagai
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contoh, organisasi media dapat melakukan polling untuk
mengetahui pandangan masyarakat mengenai suatu peristiwa
atau kebijakan, sehingga dapat menyusun strategi peliputan yang
lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan audiens.

Salah satu aspek penting dari kajian opini publik dalam
ilmu komunikasi adalah analisis proses pembentukan opini dan
faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan opini tersebut.
Faktor-faktor seperti media, budaya, politik, dan ekonomi
memainkan peran signifikan dalam membentuk opini publik.
Media sosial, misalnya, telah membawa perubahan besar dalam
dinamika pembentukan opini publik dengan memungkinkan
individu untuk terlibat secara langsung dalam diskusi publik.
Dalam era digital, opini publik terbentuk dengan lebih cepat dan
luas karena informasi dapat menyebar dengan mudah melalui
berbagai platform media sosial. Peran media sosial sebagai sarana
utama dalam pembentukan opini publik telah menyebabkan
pergeseran paradigma dalam ilmu komunikasi, di mana opini
publik tidak lagi hanya dipengaruhi oleh media massa tradisional,
tetapi juga oleh jaringan sosial online yang dinamis dan interaktif
(Westerman et al., 2021).

Opini publik sebagai kajian ilmu komunikasi juga
berkaitan erat dengan teori-teori persuasi dan pengaruh sosial.
Dalam komunikasi massa, pesan-pesan yang disampaikan melalui
media dapat dirancang untuk memengaruhi opini publik. Teori
komunikasi seperti teori disonansi kognitif, teori perubahan
sikap, dan teori persuasi memberikan kerangka untuk memahami
bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk mengubah atau
membentuk opini publik. Para peneliti komunikasi sering
mempelajari bagaimana teknik-teknik persuasi digunakan dalam
periklanan, propaganda, dan kampanye politik untuk
memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap produk,
isu sosial, atau kandidat politik tertentu.

Di sisi lain, kajian opini publik juga sangat relevan dalam
memahami dampak dari misinformasi dan disinformasi. Dalam
era digital, misinformasi dapat menyebar dengan cepat melalui
media sosial dan platform online lainnya, yang berpotensi
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membentuk opini publik yang salah atau bias terhadap suatu isu.
Misalnya, dalam konteks pandemi, banyak informasi yang tidak
akurat mengenai COVID-19 tersebar di media sosial, yang
berdampak pada persepsi masyarakat mengenai vaksin dan
tindakan pencegahan. Kajian tentang bagaimana misinformasi
memengaruhi opini publik sangat penting dalam ilmu komunikasi
karena memberikan wawasan mengenai bagaimana informasi
yang salah dapat dikendalikan atau diluruskan melalui strategi
komunikasi yang tepat (Guess & Lyons, 2020).

Opini publik dalam ilmu komunikasi juga dipengaruhi oleh
perkembangan globalisasi, di mana isu-isu internasional semakin
memengaruhi pandangan masyarakat di berbagai negara. Dalam
konteks ini, media internasional memiliki peran penting dalam
membentuk opini publik global mengenai isu-isu seperti
perubahan iklim, hak asasi manusia, dan kesehatan publik. Kajian
komunikasi massa menunjukkan bahwa media internasional
seperti CNN, BBC, dan Al Jazeera memengaruhi opini publik global
dengan membingkai isu-isu global dalam konteks yang relevan
bagi audiens internasional. Hal ini menciptakan opini publik
global yang memengaruhi kebijakan internasional dan pandangan
masyarakat terhadap isu-isu lintas batas.

Dalam kajian ilmu komunikasi, opini publik juga sering
dikaji sebagai fenomena yang dinamis, di mana opini masyarakat
dapat berubah seiring dengan waktu dan tergantung pada
informasi terbaru yang diterima. Misalnya, opini publik terhadap
kebijakan = pemerintah  dapat  berfluktuasi  berdasarkan
perkembangan situasi atau munculnya informasi baru mengenai
dampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam ilmu
komunikasi, opini publik sering dipandang sebagai variabel yang
fleksibel dan responsif terhadap perubahan informasi. Hal ini
menunjukkan bahwa komunikasi massa tidak hanya berfungsi
sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai alat
yang dapat membentuk dan mengarahkan opini publik dengan
cara-cara tertentu.

Dengan demikian, opini publik sebagai kajian dalam ilmu
komunikasi memberikan wawasan yang penting mengenai
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bagaimana persepsi dan sikap masyarakat terbentuk, berubabh,
dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama oleh media massa.
Memahami proses ini sangat penting bagi mahasiswa ilmu
komunikasi karena memberikan fondasi untuk menilai dampak
komunikasi massa terhadap masyarakat dan bagaimana strategi
komunikasi dapat dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.
Studi mengenai opini publik juga memungkinkan para mahasiswa
untuk mengembangkan pemahaman Kritis tentang bagaimana
informasi yang diterima memengaruhi cara berpikir dan perilaku
masyarakat.
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Gambar 2. Ilustrasi Teori Agenda Setting

2.1 Teori Spiral of Silence

Teori Spiral of Silence merupakan salah satu teori utama
dalam kajian opini publik yang dikembangkan oleh Elisabeth
Noelle-Neumann pada tahun 1974. Teori ini berfokus pada
kecenderungan individu untuk menyembunyikan atau menahan
opini mereka jika merasa bahwa pandangan tersebut berada di
luar opini mayoritas. Menurut teori ini, ketakutan akan isolasi
sosial menjadi salah satu faktor utama yang mendorong individu
untuk mengikuti atau menyesuaikan pandangan mereka dengan
opini yang dianggap dominan di lingkungan mereka. Hal ini
menyebabkan individu yang memiliki opini minoritas cenderung
berdiam diri, menciptakan “spiral keheningan” di mana opini
mayoritas semakin diperkuat sementara opini minoritas terus
melemah atau menghilang (Matthes et al.,, 2018).

Teori Spiral of Silence menjelaskan bahwa individu tidak
hanya dipengaruhi oleh opini yang mereka yakini secara personal,
tetapi juga oleh persepsi mereka terhadap opini yang dominan di
lingkungan sosial. Dalam hal 1ini, individu cenderung
memperhatikan pandangan mayoritas, dan jika mereka merasa
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pandangan mereka berlawanan, mereka lebih memilih untuk
diam demi menghindari konflik atau isolasi sosial. Kondisi ini
tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga terjadi dalam
lingkungan digital seperti media sosial, di mana individu semakin
sensitif terhadap opini mayoritas yang muncul secara online
(Zhou et al,, 2020). Melalui media sosial, opini mayoritas sering
kali teramplifikasi, sehingga individu yang memiliki pandangan
berbeda cenderung enggan untuk mengekspresikan opini mereka
secara terbuka.

Di era digital, peran media sosial dalam membentuk dan
memperkuat spiral keheningan menjadi semakin signifikan.
Algoritma yang digunakan oleh platform media sosial seperti
Facebook, Twitter, dan Instagram cenderung menampilkan
konten yang populer atau banyak disukai, yang sering kali
mencerminkan pandangan mayoritas. Hal ini menyebabkan opini
publik di media sosial menjadi bias terhadap pandangan yang
mendominasi, sehingga memperkuat tekanan sosial untuk
mengikuti opini mayoritas. Selain itu, pengguna media sosial
sering kali merasa enggan untuk menyuarakan pendapat yang
berbeda karena takut mendapatkan reaksi negatif atau bahkan
perundungan daring. Studi terbaru menunjukkan bahwa
fenomena spiral of silence di media sosial semakin menguat
karena sifat media sosial yang terbuka dan rentan terhadap kritik
publik (Neubaum & Kramer, 2020).

Dalam kajian opini publik, teori Spiral of Silence juga
memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi keberanian
seseorang untuk menyuarakan pendapat yang berbeda dari
mayoritas. Salah satu faktor yang disebut oleh Noelle-Neumann
adalah “willingness to self-censor” atau kesediaan untuk
menyensor diri sendiri. Artinya, individu yang cenderung
menghindari konflik lebih mungkin untuk menahan opini mereka
dibandingkan individu yang berani menentang opini mayoritas.
Beberapa studi juga menunjukkan bahwa keberanian individu
dalam menyuarakan opini yang berbeda dapat dipengaruhi oleh
faktor demografis seperti usia, tingkat pendidikan, dan status
sosial (Matthes et al,, 2018)
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Salah satu implikasi penting dari teori Spiral of Silence
adalah bahwa ia memberikan penjelasan tentang bagaimana opini
publik dapat tercipta dan dipertahankan di masyarakat. Ketika
opini mayoritas menjadi semakin dominan dan terus diperkuat
oleh media, masyarakat cenderung menganggap pandangan
tersebut sebagai norma sosial yang harus diikuti. Proses ini
memungkinkan terbentuknya kesepakatan publik yang
sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan semua
individu di dalam masyarakat, tetapi lebih kepada pandangan
mayoritas yang teramplifikasi. Dengan kata lain, teori ini
menunjukkan bahwa opini publik tidak selalu merupakan
cerminan dari pandangan seluruh masyarakat, tetapi lebih kepada
pandangan yang disuarakan oleh kelompok mayoritas.

Di Indonesia, teori Spiral of Silence memiliki relevansi
yang tinggi dalam konteks sosial dan politik. Ketika membahas
isu-isu sensitif seperti politik atau agama, individu sering kali
merasa enggan untuk menyuarakan pandangan yang berbeda dari
opini mayoritas, terutama jika opini tersebut dianggap
kontroversial. Misalnya, dalam isu-isu politik tertentu, masyarakat
cenderung diam jika pandangan mereka tidak sejalan dengan
kelompok mayoritas atau pandangan yang didukung oleh figur
publik. Hal ini mencerminkan tekanan sosial yang kuat dalam
masyarakat Indonesia, di mana opini publik dapat terbentuk
secara kolektif meskipun ada keraguan atau pandangan yang
berbeda di antara individu-individu (Zhou et al., 2020).

Dalam konteks demokrasi, teori Spiral of Silence
menimbulkan tantangan karena opini yang terbentuk tidak selalu
merepresentasikan pandangan masyarakat secara keseluruhan.
Ketika individu-individu menahan pendapat mereka Kkarena
tekanan sosial, ada risiko bahwa opini publik yang dominan akan
dianggap sebagai representasi dari keseluruhan masyarakat. Hal
ini dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan politik,
di mana kebijakan yang diambil berdasarkan opini mayoritas
dapat mengabaikan pandangan dari kelompok minoritas yang
enggan bersuara. Dalam jangka panjang, hal ini dapat
menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengambilan kebijakan
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yang tidak sepenuhnya mewakili kepentingan semua kelompok
dalam masyarakat.

Teori Spiral of Silence juga memberikan wawasan penting
dalam bidang komunikasi massa, khususnya dalam memahami
peran media dalam memperkuat atau melemahkan opini publik.
Media massa sering kali memiliki kekuatan untuk membingkai
isu-isu tertentu dengan cara yang memperkuat opini mayoritas,
sehingga opini tersebut semakin terlihat dominan. Dalam hal ini,
media berfungsi sebagai agen penguat dari spiral keheningan,
karena informasi yang disajikan oleh media dapat memengaruhi
persepsi individu terhadap pandangan mayoritas. Di sisi lain,
media juga memiliki potensi untuk memberikan ruang bagi suara-
suara minoritas, meskipun hal ini jarang terjadi karena media
sering kali lebih tertarik pada pandangan yang populer atau
sesuai dengan kepentingan pasar.

Di era digital ini, pengaruh teori Spiral of Silence semakin
relevan dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap
informasi dan komunikasi daring. Platform media sosial,
meskipun menawarkan ruang bagi individu untuk menyuarakan
pendapat, juga menciptakan lingkungan di mana tekanan sosial
semakin kuat. Pengguna media sosial sering kali terpapar pada
pendapat yang sama secara berulang-ulang melalui algoritma
yang mendukung konten viral. Dengan adanya pola ini, individu
yang memiliki opini berbeda mungkin merasa lebih terisolasi,
sehingga menahan diri untuk tidak mengungkapkan pendapat
mereka. Pada akhirnya, spiral keheningan semakin diperkuat dan
menciptakan kondisi di mana opini mayoritas tampak lebih
dominan daripada yang sebenarnya (Neubaum & Kramer, 2020).

Secara keseluruhan, teori Spiral of Silence menawarkan
perspektif yang penting dalam memahami dinamika opini publik
dan komunikasi massa. Dengan menunjukkan bahwa ketakutan
akan isolasi sosial dapat mendorong individu untuk menahan
opini mereka, teori ini menyoroti bahwa opini publik tidak selalu
merupakan representasi yang akurat dari pandangan semua
individu dalam masyarakat. Sebaliknya, opini publik dapat
terbentuk melalui proses seleksi sosial, di mana hanya pandangan
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mayoritas yang terlihat atau terdengar, sedangkan pandangan
minoritas cenderung tersisihkan.

2.2 Teori Agenda-Setting

Teori Agenda-Setting adalah salah satu teori utama dalam
studi komunikasi massa yang menggambarkan pengaruh media
terhadap pembentukan opini publik. Dikembangkan oleh Maxwell
McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972, teori ini
menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan
isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Media tidak
secara langsung memengaruhi apa yang harus dipikirkan oleh
masyarakat, tetapi mereka menentukan topik atau isu apa yang
layak untuk diperhatikan dan diprioritaskan dalam pembicaraan
publik (McCombs & Shaw, 1972). Dalam konteks ini, teori Agenda-
Setting berfokus pada bagaimana media mengatur agenda publik
dan memengaruhi persepsi masyarakat mengenai isu-isu tertentu.

Teori Agenda-Setting menunjukkan bahwa media massa
memiliki kemampuan untuk mengarahkan perhatian masyarakat
pada isu tertentu dengan cara memberikan lebih banyak liputan
pada isu tersebut dibandingkan dengan isu lain. Dalam
praktiknya, ini berarti bahwa ketika media lebih sering meliput
suatu isu, masyarakat cenderung menganggap isu tersebut
sebagai isu yang lebih penting dibandingkan isu lain yang jarang
diliput. Efek ini menunjukkan bahwa media tidak hanya sebagai
saluran informasi, tetapi juga sebagai agen yang membentuk
persepsi publik mengenai isu-isu yang dianggap penting.
Contohnya, ketika media memberikan perhatian besar pada isu
lingkungan atau perubahan iklim, masyarakat cenderung
menyadari dan memperhatikan isu tersebut sebagai isu yang
signifikan (McCombs et al., 2020).

Pada era digital saat ini, pengaruh teori Agenda-Setting
semakin diperkuat dengan adanya media sosial dan teknologi
internet. Media sosial telah mempercepat penyebaran informasi
dan memperluas jangkauan pesan-pesan yang dibagikan oleh
media massa. Sifat interaktif media sosial memungkinkan
pengguna untuk tidak hanya menerima informasi tetapi juga
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berpartisipasi dalam diskusi dan penyebaran informasi lebih
lanjut. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi
medium yang pasif dalam menyampaikan agenda, tetapi juga
menjadi tempat di mana agenda-agenda baru dapat terbentuk dan
berkembang secara organik di antara pengguna. Hal ini
memperlihatkan pergeseran dalam teori Agenda-Setting di mana
media tidak lagi menjadi satu-satunya penentu agenda, melainkan
berkolaborasi dengan pengguna media sosial dalam membentuk
agenda publik (Feezell, 2018).

Salah satu aspek penting dari teori Agenda-Setting adalah
adanya tingkatan agenda (levels of agenda-setting). Tingkatan ini
mencakup tiga level, yaitu agenda-setting tingkat pertama, tingkat
kedua, dan agenda-building. Agenda-setting tingkat pertama
berfokus pada penentuan isu mana yang akan diprioritaskan oleh
masyarakat, sedangkan agenda-setting tingkat kedua lebih pada
pengaruh media dalam menentukan aspek atau elemen tertentu
dari isu yang mendapat sorotan. Pada agenda-setting tingkat
kedua, media massa tidak hanya membingkai suatu isu sebagai isu
yang penting tetapi juga mengarahkan perhatian masyarakat pada
aspek tertentu dari isu tersebut, seperti penyebab, dampak, atau
solusi yang mungkin. Agenda-building, di sisi lain, adalah proses
kolaborasi antara media dan pemangku kepentingan lainnya,
termasuk publik dan pemerintah, untuk membentuk agenda
secara bersama-sama (Guo & Vargo, 2020).

Di Indonesia, pengaruh teori Agenda-Setting terlihat
dalam beberapa isu sosial dan politik yang mendapat perhatian
besar dari media massa. Misalnya, liputan intensif mengenai
kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 memberikan
dampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap kebijakan
tersebut. Media massa menjadi sumber informasi utama
mengenai perkembangan pandemi, langkah-langkah kesehatan,
dan kebijakan pembatasan yang diambil pemerintah. Dalam
konteks ini, media memainkan peran penting dalam
memprioritaskan isu kesehatan publik di atas isu-isu lainnya,
sehingga masyarakat lebih memahami urgensi dan pentingnya
mengikuti protokol kesehatan. Melalui liputan yang berulang dan
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konsisten, media massa secara efektif menempatkan COVID-19
sebagai isu utama yang menjadi perhatian publik dan
menciptakan agenda bersama di tengah masyarakat.

Di era digital, teori Agenda-Setting juga berfungsi melalui
algoritma yang ada di platform media sosial seperti Twitter,
Facebook, dan Instagram. Algoritma ini mengatur konten yang
dilihat oleh pengguna berdasarkan popularitas dan relevansi,
yang sering kali membuat isu-isu tertentu lebih menonjol di
linimasa pengguna. Dengan demikian, algoritma berperan dalam
memperkuat agenda-setting melalui pemilihan konten yang
dianggap relevan dan berpotensi menjadi trending topic. Dalam
konteks ini, media sosial dan algoritma bekerja sama untuk
menentukan topik yang diperhatikan publik, meskipun pengguna
juga berperan aktif dalam memilih dan menyebarkan informasi.
Konsep ini memperluas teori Agenda-Setting dari pengaruh satu
arah (dari media ke publik) menjadi pengaruh dua arah, di mana
publik juga berkontribusi dalam menentukan isu-isu yang layak
mendapat perhatian (Valenzuela et al., 2019)

Selain itu, teori Agenda-Setting telah berkembang menjadi
agenda-setting yang bersifat lintas budaya. Dengan adanya
globalisasi, isu-isu internasional seperti perubahan iklim, hak
asasi manusia, dan kesehatan global menjadi semakin relevan dan
memengaruhi opini publik di berbagai negara. Media
internasional, seperti CNN, BBC, dan Al Jazeera, memiliki
kemampuan untuk menentukan agenda global yang berdampak
pada persepsi masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia, media
internasional juga turut memengaruhi agenda-setting dalam isu-
isu tertentu, terutama isu-isu yang bersifat global atau yang
melibatkan kepentingan lintas negara. Ini menunjukkan bahwa
teori Agenda-Setting memiliki relevansi dalam skala global, di
mana media dapat memengaruhi agenda publik tidak hanya di
tingkat lokal atau nasional tetapi juga di tingkat internasional.

Dalam kajian komunikasi massa, teori Agenda-Setting
memberikan kerangka yang berguna untuk memahami bagaimana
media massa memengaruhi opini publik. Dengan menunjukkan
bahwa media memiliki peran dalam menentukan isu-isu yang
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dianggap penting, teori ini membantu menjelaskan mengapa isu-
isu tertentu mendapatkan perhatian besar sementara isu lain
diabaikan. Hal ini juga memberikan wawasan kepada para
mahasiswa komunikasi tentang bagaimana pesan-pesan media
dapat diatur untuk memengaruhi prioritas masyarakat terhadap
suatu isu. Bagi mahasiswa ilmu komunikasi, pemahaman tentang
teori Agenda-Setting sangat penting untuk mengembangkan
pemikiran kritis dalam menganalisis pengaruh media terhadap
persepsi publik dan strategi komunikasi yang efektif.

Dalam dunia praktis, pemahaman tentang teori Agenda-
Setting juga relevan bagi profesional komunikasi, terutama dalam
menyusun strategi komunikasi untuk organisasi atau pemerintah.
Dengan mengetahui bagaimana media membentuk agenda publik,
para profesional dapat merancang kampanye komunikasi yang
efektif untuk memperkenalkan atau mempromosikan isu tertentu
kepada masyarakat. Sebagai contoh, jika sebuah organisasi ingin
meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kesehatan
mental, mereka dapat bekerja sama dengan media untuk
memberikan liputan yang konsisten mengenai isu tersebut,
sehingga masyarakat mulai menganggap kesehatan mental
sebagai isu yang penting.

Secara keseluruhan, teori Agenda-Setting memberikan
wawasan yang mendalam mengenai bagaimana media dapat
membentuk persepsi publik melalui seleksi isu dan framing. Di
era digital yang penuh dengan informasi, teori ini tetap relevan
karena menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki
akses ke berbagai sumber informasi, media masih memiliki
pengaruh besar dalam menentukan isu yang menjadi perhatian
publik. Teori ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita hidup di
era informasi, pengaruh media dalam membentuk agenda publik
tetap kuat dan signifikan, baik melalui media massa tradisional
maupun media sosial.

| 23



2.3 Teori Two-Step Flow dan Multi-Step Flow

Teori Two-Step Flow dan Multi-Step Flow merupakan dua
teori komunikasi yang berfokus pada cara penyebaran informasi
di masyarakat dan bagaimana pengaruh sosial memediasi proses
ini. Kedua teori ini berupaya memahami bagaimana opini publik
terbentuk dan berkembang melalui peran individu-individu
berpengaruh dalam jaringan sosial. Dalam konteks ilmu
komunikasi, teori ini penting karena menjelaskan bahwa arus
komunikasi tidak hanya berlangsung secara langsung dari media
massa ke audiens, tetapi juga melalui individu-individu yang
memiliki posisi atau pengaruh signifikan dalam jaringan sosial.

2.3.1 Teori Two-Step Flow

Teori Two-Step Flow diperkenalkan pertama kali oleh
Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet dalam studi
mereka tentang komunikasi massa selama pemilihan presiden di
Amerika Serikat pada tahun 1940. Dalam studi ini, mereka
menemukan bahwa individu tidak hanya menerima informasi
langsung dari media, tetapi melalui perantara, yang mereka sebut
sebagai "opinion leaders" atau pemimpin opini (Lazarsfeld et al,,
1944). Pemimpin opini adalah individu yang berpengaruh dalam
jaringan sosial mereka dan yang menerima informasi dari media,
kemudian menyebarkannya kepada orang lain di sekitarnya.
Proses ini terjadi dalam dua tahap: tahap pertama di mana media
menyampaikan informasi kepada pemimpin opini, dan tahap
kedua di mana pemimpin opini menyampaikan kembali informasi
tersebut kepada orang lain. Hal ini menjelaskan bagaimana opini
dan informasi dapat menyebar melalui jaringan sosial dengan
pengaruh pemimpin opini sebagai mediator utama (Nisbet &
Kotcher, 2020).

Teori Two-Step Flow menunjukkan bahwa media massa
tidak memiliki kendali langsung terhadap audiens, tetapi
pengaruhnya diperkuat melalui individu-individu yang memiliki
pengaruh sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, pemimpin
opini berperan sebagai filter informasi yang dapat memilih dan
menginterpretasikan pesan media sebelum menyampaikannya
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kepada orang lain. Fenomena ini sangat relevan di era modern,
terutama di lingkungan digital seperti media sosial, di mana
individu dengan banyak pengikut, seperti influencer atau tokoh
masyarakat, memiliki peran sebagai pemimpin opini dalam
menyebarkan informasi kepada audiens mereka. Dengan adanya
pemimpin opini, informasi dapat diterjemahkan atau dibingkai
sedemikian rupa sehingga lebih mudah diterima oleh audiens
yang berbeda latar belakang atau nilai (Choi, 2019).

Di era digital, peran teori Two-Step Flow menjadi semakin
jelas melalui kehadiran influencer dan tokoh publik di media
sosial. Influencer ini memiliki kapasitas untuk memengaruhi
pendapat dan perilaku pengikut mereka dengan cara yang lebih
personal dibandingkan media tradisional. Hal ini dikarenakan
sifat interaktif media sosial yang memungkinkan influencer atau
pemimpin opini untuk terlibat langsung dengan audiens mereka
melalui komentar, like, dan pesan pribadi. Melalui platform-
platform seperti Instagram, Twitter, dan YouTube, para influencer
dapat membentuk opini publik dalam berbagai isu, mulai dari
gaya hidup, kesehatan, hingga politik. Dalam konteks ini, teori
Two-Step Flow menunjukkan bahwa meskipun media sosial
mempercepat akses informasi, pengaruh sebenarnya tetap berada
pada individu yang memiliki daya tarik sosial tinggi.

2.3.2 Teori Multi-Step Flow

Seiring perkembangan teknologi dan kompleksitas arus
informasi, teori Two-Step Flow berkembang menjadi teori Multi-
Step Flow. Teori Multi-Step Flow berfokus pada penyebaran
informasi yang tidak lagi bersifat dua arah sederhana (dari media
ke pemimpin opini, lalu ke publik), melainkan melalui beberapa
tahapan dan lapisan jaringan sosial. Dalam model ini, informasi
mengalir melalui berbagai tingkat interaksi sosial dan dapat
dimodifikasi atau ditafsirkan ulang di setiap langkahnya.
Informasi yang diterima seseorang kemudian diteruskan ke
lingkaran sosial berikutnya, menciptakan arus komunikasi yang
lebih dinamis dan berlapis (Weimann, 2020).
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Pada dasarnya, teori Multi-Step Flow mengakui bahwa
proses penyebaran informasi di masyarakat jauh lebih kompleks
dibandingkan hanya dua tahap. Dalam teori ini, tidak hanya
pemimpin opini yang berperan dalam penyebaran informasi,
tetapi juga individu-individu biasa yang mungkin tidak memiliki
pengaruh besar, tetapi tetap berkontribusi dalam memperluas
jangkauan informasi. Dengan kata lain, dalam teori Multi-Step
Flow, setiap orang dalam jaringan sosial dapat berperan sebagai
penghubung informasi, yang memungkinkan informasi menyebar
melalui berbagai tingkat dalam jaringan sosial yang lebih luas dan
berlapis. Model ini lebih realistis dalam menggambarkan
bagaimana informasi menyebar di masyarakat modern, di mana
komunikasi berlangsung secara horizontal dan interaktif.

Salah satu contohnya adalah dalam situasi penyebaran
informasi di media sosial. Ketika sebuah informasi atau konten
viral dibagikan oleh seorang pengguna, konten tersebut dapat
mencapai lingkaran sosial mereka, dan dari situ, konten tersebut
dapat terus dibagikan ke lingkaran-lingkaran sosial yang lebih
luas. Hal ini menggambarkan proses multi-arah dalam
komunikasi, di mana informasi mengalir secara luas dan dapat
mencapai audiens yang lebih besar dibandingkan hanya melalui
pemimpin opini tertentu. Di media sosial, opini publik terbentuk
melalui interaksi banyak pihak, yang memungkinkan setiap
individu dalam jaringan untuk berperan dalam penyebaran
informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Chen &
Xu, 2021).

Teori Multi-Step Flow juga penting untuk memahami
kompleksitas komunikasi politik modern. Dalam kampanye
politik, misalnya, calon atau partai politik tidak hanya
mengandalkan tokoh masyarakat atau pemimpin opini untuk
menyebarkan pesan mereka, tetapi juga memanfaatkan jaringan
sosial dari para pendukung mereka. Setiap pendukung dapat
berbagi konten kampanye kepada teman atau keluarganya, yang
kemudian menyebarkannya lebih lanjut. Proses ini menciptakan
efek yang lebih luas, memungkinkan pesan mencapai audiens
yang jauh lebih besar tanpa ketergantungan penuh pada media
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massa atau pemimpin opini tertentu. Dengan demikian, teori
Multi-Step Flow membantu menjelaskan bagaimana arus
komunikasi di era digital dan media sosial menciptakan pola
penyebaran informasi yang lebih horizontal dan demokratis.

Secara keseluruhan, teori Two-Step Flow dan Multi-Step
Flow menawarkan pemahaman tentang cara penyebaran
informasi yang berbeda dibandingkan dengan model komunikasi
linear. Kedua teori ini menyoroti pentingnya interaksi sosial dan
peran individu dalam menyaring, menafsirkan, dan menyebarkan
informasi. Dalam ilmu komunikasi, pemahaman mengenai teori
Two-Step Flow dan Multi-Step Flow sangat relevan, terutama
dalam konteks media sosial, di mana informasi tidak lagi
disebarkan secara satu arah dari media ke publik, tetapi melalui
banyak saluran yang melibatkan interaksi sosial. Teori-teori ini
juga memberikan wawasan penting bagi mahasiswa komunikasi
mengenai peran sosial dari pemimpin opini dan jaringan dalam
pembentukan opini publik.

Bagi para profesional komunikasi, pemahaman tentang
teori Two-Step Flow dan Multi-Step Flow bermanfaat dalam
menyusun strategi komunikasi yang efektif. Misalnya, ketika
perusahaan atau organisasi ingin menyebarkan informasi
mengenai produk atau layanan, mereka tidak hanya bergantung
pada media massa, tetapi juga melibatkan influencer atau individu
berpengaruh di media sosial yang dapat memengaruhi keputusan
pembelian konsumen. Dengan memahami pola penyebaran
informasi, para profesional dapat merancang kampanye yang
lebih strategis untuk mencapai audiens yang lebih luas.

Di era digital yang penuh dengan informasi dan interaksi
sosial yang kompleks, teori Two-Step Flow dan Multi-Step Flow
tetap relevan dalam menjelaskan bagaimana informasi dan opini
publik terbentuk. Kedua teori ini mengajarkan kita bahwa dalam
komunikasi massa, peran individu dalam jaringan sosial sangat
penting dan bahwa penyebaran informasi sering kali bersifat
multi-arah dan dinamis. Baik dalam kampanye politik, pemasaran,
maupun dalam penyebaran informasi sosial, kedua teori ini
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memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami pola-
pola interaksi sosial dalam komunikasi massa modern.

2.4 Teori Konstruksi Sosial dalam Pembentukan Opini Publik

Teori Konstruksi Sosial adalah pendekatan yang
menekankan bahwa realitas sosial, termasuk opini publik, tidak
terbentuk secara alami atau objektif, tetapi melalui proses
interaksi sosial dan interpretasi manusia. Pendekatan ini, yang
awalnya dikembangkan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann
dalam bukunya The Social Construction of Reality pada tahun
1966, menyatakan bahwa pemahaman kita tentang dunia sosial
dipengaruhi oleh bahasa, simbol, dan norma yang kita gunakan
dan ciptakan bersama (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks
opini publik, teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa
pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu dibentuk melalui
proses sosial, bukan hanya berdasarkan fakta atau data objektif,
tetapi juga melalui persepsi dan interpretasi yang dihasilkan dari
interaksi sosial.

Menurut teori konstruksi sosial, opini publik bukanlah
hasil dari informasi yang diterima secara pasif oleh individuy,
tetapi merupakan hasil dari pembingkaian informasi melalui
media, lingkungan sosial, dan proses komunikasi. Dalam
pandangan ini, media memiliki peran besar dalam membentuk
persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap benar, penting,
atau relevan. Dengan mengatur bagaimana isu-isu tertentu
disajikan, media dapat memengaruhi opini publik dengan cara
yang sangat efektif. Sebagai contoh, dalam isu perubahan iklim,
media dapat membingkai narasi tentang krisis lingkungan sebagai
masalah serius yang memerlukan tindakan segera, sehingga
masyarakat akan menganggap isu ini sebagai hal yang mendesak
dan membentuk opini yang mendukung kebijakan lingkungan
(Gamson & Modigliani, 2020).

Di era digital saat ini, teori konstruksi sosial semakin
relevan dalam memahami bagaimana opini publik terbentuk
melalui media sosial dan platform daring lainnya. Media sosial
memungkinkan individu untuk terlibat dalam diskusi publik
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secara lebih aktif dan untuk saling bertukar pendapat dalam
waktu yang cepat. Hal ini menciptakan ruang publik digital di
mana opini-opini dapat terbentuk dan berubah dengan cepat.
Misalnya, di Twitter atau Facebook, narasi-narasi tertentu dapat
menjadi viral, sehingga memberikan ilusi bahwa pandangan
tersebut adalah opini mayoritas. Fenomena ini menunjukkan
bahwa opini publik dapat terbentuk melalui konstruksi sosial di
ruang digital, di mana persepsi terhadap isu tertentu dipengaruhi
oleh bagaimana narasi itu dibingkai dan dipromosikan oleh
individu atau kelompok berpengaruh (Tandoc & Takahashi,
2019).

Teori konstruksi sosial juga menyoroti pentingnya
pemahaman tentang konsep framing dalam pembentukan opini
publik. Framing adalah cara di mana informasi disajikan dengan
fokus pada aspek tertentu dari suatu isu, yang dapat
memengaruhi cara individu memahami dan menilai isu tersebut.
Framing bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga
bagaimana sesuatu itu disampaikan. Dalam konteks opini publik,
framing digunakan oleh media atau pemimpin opini untuk
membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Misalnya, isu
pengangguran dapat dibingkai sebagai masalah ekonomi yang
memerlukan solusi kebijakan, atau dapat pula dibingkai sebagai
akibat dari kurangnya keterampilan di kalangan pekerja. Dua
bingkai ini memberikan interpretasi yang berbeda kepada
masyarakat dan dapat membentuk opini publik dengan cara yang
berbeda pula (Scheufele & Tewksbury, 2021a).

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, teori
konstruksi sosial juga membantu kita memahami bagaimana opini
publik dapat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok
lain. Budaya, nilai, dan kepercayaan yang berbeda membentuk
cara pandang masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik.
Sebagai contoh, dalam isu seperti hak-hak perempuan, pandangan
masyarakat mungkin dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang
berbeda, yang dapat mengarah pada pembentukan opini publik
yang berbeda pula. Dalam hal ini, konstruksi sosial terjadi di
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dalam kelompok-kelompok budaya tertentu yang memengaruhi
cara pandang mereka terhadap isu-isu yang dihadapi bersama.

Selain itu, teori konstruksi sosial juga memperkenalkan
konsep social proof atau bukti sosial, di mana individu cenderung
menyesuaikan pendapat mereka dengan pendapat mayoritas atau
pendapat yang dianggap umum. Dalam proses ini, individu
memperoleh keyakinan bahwa opini yang dianut oleh banyak
orang adalah opini yang benar atau paling relevan. Hal ini
memperlihatkan bahwa konstruksi sosial tidak hanya terjadi
melalui media, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari antara
individu dalam kelompok sosial. Sebagai contoh, jika banyak
orang dalam lingkaran sosial kita mendukung suatu isu, kita
cenderung menganggap bahwa pandangan tersebut valid dan
mungkin akan mengikuti opini tersebut.

Dalam konteks opini publik yang dibentuk melalui
konstruksi sosial, media massa dan media sosial memiliki peran
yang semakin penting. Media dapat membentuk opini publik
melalui agenda-setting, di mana media menentukan isu-isu apa
saja yang akan menjadi perhatian publik, dan priming, yang
mempersiapkan masyarakat untuk berpikir atau berpersepsi
tentang isu tertentu dalam cara tertentu. Kedua teknik ini
memungkinkan media untuk mengontrol persepsi masyarakat
secara tidak langsung, mengarahkan mereka untuk memikirkan
isu-isu tertentu dan menilai isu tersebut dari perspektif yang
disajikan oleh media (McGregor et al., 2020a)

Teori konstruksi sosial juga membantu menjelaskan
mengapa opini publik dapat berubah seiring dengan waktu dan
konteks. Karena opini publik tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk
oleh interaksi sosial dan media, maka perubahan dalam struktur
sosial atau lingkungan media dapat memengaruhi cara pandang
masyarakat terhadap isu tertentu. Misalnya, ketika ada perubahan
dalam pemberitaan media mengenai suatu isu, masyarakat
mungkin akan mulai mengubah persepsi mereka terhadap isu
tersebut. Hal ini juga berlaku ketika norma-norma sosial mulai
berubah, seperti pandangan terhadap pernikahan sejenis atau
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penggunaan energi terbarukan, yang dulu dianggap tabu tetapi
kini semakin diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, teori konstruksi sosial memberikan
landasan penting bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk
memahami bahwa opini publik tidak terbentuk secara natural
atau objektif, tetapi melalui proses komunikasi dan interaksi
sosial yang dipengaruhi oleh media, budaya, dan norma sosial.
Teori ini mengajarkan bahwa untuk memahami opini publik, kita
perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana
opini tersebut terbentuk, serta peran media dalam membingkai
isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam era digital,
teori konstruksi sosial semakin relevan karena informasi dan
opini publik dapat dibentuk, disebarluaskan, dan diubah dalam
waktu yang singkat melalui media sosial dan platform digital
lainnya.

Bagi para profesional komunikasi, memahami teori
konstruksi sosial dapat menjadi panduan dalam menyusun
strategi komunikasi yang efektif. Misalnya, jika sebuah organisasi
ingin memengaruhi opini publik tentang isu lingkungan, mereka
perlu mempertimbangkan framing yang digunakan dalam
menyampaikan pesan, serta mempertimbangkan bagaimana
pesan tersebut mungkin diinterpretasikan oleh berbagai
kelompok sosial dengan nilai-nilai dan norma yang berbeda.
Dengan demikian, teori konstruksi sosial memberikan kerangka
yang kuat bagi para praktisi komunikasi dalam merancang pesan
yang sesuai dengan persepsi dan interpretasi yang diinginkan.

Secara keseluruhan, teori konstruksi sosial memberikan
pandangan yang mendalam tentang bagaimana opini publik
terbentuk dan berubah seiring waktu. Dalam konteks komunikasi
massa, teori ini mengajarkan bahwa media tidak hanya
menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara
masyarakat memahami dunia di sekitar mereka. Dalam era
globalisasi dan digitalisasi, teori ini memberikan wawasan yang
relevan bagi kita untuk memahami dinamika opini publik yang
kompleks, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
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memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu
sosial, politik, dan budaya.

2.5 Studi Kasus Teori Opini Publik dalam Kehidupan
Masyarakat

Teori opini publik telah memberikan landasan teoretis
yang penting untuk memahami bagaimana pandangan
masyarakat terbentuk, terutama ketika menyangkut isu-isu sosial
dan politik yang signifikan. Melalui beberapa teori utama, seperti
teori Agenda-Setting, Spiral of Silence, dan konstruksi sosial, kita
dapat melihat bagaimana opini publik berkembang dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk lebih memahami
penerapan teori ini, studi kasus tertentu dalam konteks
masyarakat modern dapat memberikan gambaran praktis
mengenai bagaimana opini publik terbentuk dan dipengaruhi oleh
berbagai faktor, termasuk media massa dan interaksi sosial.

Studi Kasus 1: Pembentukan Opini Publik dalam Pandemi
COVID-19

Salah satu contoh paling relevan dari pembentukan opini
publik yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir adalah
pandemi COVID-19. Dalam situasi krisis ini, media massa dan
media sosial memainkan peran besar dalam membentuk opini
publik mengenai berbagai isu terkait kesehatan, kebijakan
pemerintah, serta langkah-langkah mitigasi, seperti penggunaan
masker dan vaksinasi. Teori Agenda-Setting dapat membantu kita
memahami bagaimana media secara selektif memilih isu-isu
tertentu untuk diangkat dan diutamakan. Selama pandemi, media
secara konsisten melaporkan tentang angka infeksi, dampak
sosial-ekonomi, serta perkembangan vaksin, sehingga masyarakat
menganggap isu ini sebagai hal yang paling penting dan relevan
(McGregor et al.,, 2020).

Lebih jauh lagi, media tidak hanya mengarahkan perhatian
publik pada pandemi tetapi juga membingkai informasi yang
disampaikan. Dalam konteks ini, teori framing dan priming
memainkan peran besar dalam memengaruhi persepsi
masyarakat terhadap isu-isu tertentu terkait COVID-19. Misalnya,
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di beberapa negara, media membingkai penggunaan masker dan
vaksinasi sebagai tindakan solidaritas sosial, sehingga masyarakat
merasa terdorong untuk mengikuti anjuran tersebut demi
kebaikan bersama. Namun, di sisi lain, informasi yang kurang
akurat atau misinformasi yang tersebar di media sosial juga
memperlihatkan bagaimana teori Spiral of Silence berlaku, di
mana orang yang memiliki pandangan berbeda sering kali
memilih untuk tidak mengekspresikan pendapatnya karena
khawatir menghadapi kritik atau isolasi sosial.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa opini publik terkait
COVID-19 tidak terbentuk secara linier, melainkan melalui proses
yang melibatkan berbagai teori opini publik yang saling terkait.
Media massa membentuk agenda, sementara media sosial
menciptakan ruang untuk diskusi dan konfrontasi antara berbagai
pandangan. Hal ini menyebabkan opini publik mengenai pandemi
menjadi berlapis-lapis, di mana persepsi tentang isu-isu tertentu
dapat berubah seiring dengan munculnya informasi baru atau
perubahan dalam pemberitaan media. Selain itu, studi kasus ini
juga menunjukkan bagaimana ketidakpastian dalam krisis
kesehatan global memungkinkan media untuk memainkan peran
yang sangat besar dalam membentuk persepsi dan opini publik
(Tandoc & Takahashi, 2019).

Studi Kasus 2: Opini Publik terhadap Isu Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim adalah salah satu contoh di mana
opini publik sangat dipengaruhi oleh bagaimana media
membingkai dan mengatur agenda isu. Dalam kasus ini, teori
konstruksi sosial dalam pembentukan opini publik menjadi
relevan karena isu perubahan iklim sering kali membutuhkan
pemahaman yang lebih dalam dan berkelanjutan mengenai ilmu
lingkungan yang kompleks. Media memainkan peran penting
dalam menyampaikan informasi mengenai perubahan iklim,
namun, mereka juga membentuk persepsi masyarakat mengenai
seberapa serius dan mendesaknya isu tersebut. Media yang
konsisten menyoroti dampak perubahan iklim, seperti kebakaran
hutan, banjir, dan peningkatan suhu global, mendorong
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masyarakat untuk menganggap isu ini sebagai masalah penting
yang memerlukan tindakan segera (Hopke & Simis, 2020).

Namun, persepsi publik tentang perubahan iklim juga
dipengaruhi oleh peran pemimpin opini atau "opinion leaders,"
terutama mereka yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas
ilmiah, pemerintah, dan media sosial. Misalnya, aktivis lingkungan
seperti Greta Thunberg telah memainkan peran signifikan dalam
menyebarkan kesadaran akan perubahan iklim dan mendorong
opini publik global untuk mendukung kebijakan lingkungan yang
lebih proaktif. Kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh seperti ini
menggambarkan teori Two-Step Flow dalam aksi, di mana
informasi dari sumber utama (dalam hal ini, aktivis atau ilmuwan)
disampaikan ke masyarakat luas melalui perantara atau
pemimpin opini. Melalui mekanisme ini, masyarakat semakin
terpapar pada isu-isu terkait perubahan iklim dan diharapkan
membentuk opini publik yang mendukung langkah-langkah untuk
mengurangi dampak lingkungan (Nisbet & Kotcher, 2020).

Selain itu, platform media sosial telah menjadi tempat
utama di mana berbagai narasi mengenai perubahan iklim
beredar dan dibahas. Di satu sisi, media sosial memungkinkan
masyarakat untuk mengakses informasi dari berbagai sumber,
termasuk para ahli dan aktivis, yang dapat membantu membentuk
pandangan mereka terhadap isu ini. Namun, di sisi lain, media
sosial juga memperlihatkan efek echo chamber, di mana individu
lebih cenderung terpapar pada informasi yang sejalan dengan
pandangan pribadi mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun
media sosial meningkatkan akses informasi, pengaruh terhadap
opini publik tetap kompleks dan berlapis. Dalam kasus perubahan
iklim, misinformasi juga dapat menyebar dengan cepat di media
sosial, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap
urgensi dan kebenaran isu tersebut.

Studi Kasus 3: Persepsi Publik terhadap Gerakan Sosial dan
Keadilan Rasial

Kasus lain yang mencerminkan dinamika teori opini
publik adalah persepsi masyarakat terhadap gerakan sosial,
seperti gerakan Black Lives Matter (BLM) di Amerika Serikat.
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Gerakan ini, yang menyoroti isu keadilan rasial dan penindasan
terhadap kelompok minoritas, telah memicu perdebatan publik
yang luas dan mendalam. Teori Spiral of Silence menjadi relevan
dalam konteks ini karena banyak individu mungkin enggan
menyuarakan pandangan yang berbeda, terutama jika mereka
berada di wilayah atau komunitas dengan pandangan dominan
yang berbeda. Bagi mereka yang mendukung gerakan ini, media
sosial memberikan ruang untuk berekspresi, sedangkan bagi
mereka yang memiliki pandangan berseberangan, mungkin
merasa tertekan untuk tidak mengekspresikan pendapat mereka
secara terbuka karena khawatir terhadap reaksi sosial atau kritik.

Gerakan BLM juga menunjukkan bagaimana framing oleh
media dapat membentuk opini publik. Misalnya, ketika media
membingkai gerakan ini sebagai upaya damai untuk mencapai
keadilan, masyarakat cenderung lebih mendukung gerakan
tersebut. Namun, jika media membingkai aksi-aksi BLM sebagai
kekerasan atau merusak properti, opini publik dapat berbalik
menjadi kurang mendukung. Ini menunjukkan bahwa framing
oleh media berperan besar dalam membentuk opini publik
mengenai isu-isu sensitif, terutama ketika melibatkan kelompok
masyarakat tertentu yang sudah memiliki persepsi atau stereotip
yang kuat (Scheufele & Tewksbury, 2021).

Dari ketiga studi kasus ini, terlihat bahwa teori opini
publik dapat diterapkan pada berbagai konteks sosial yang
berbeda untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat
terhadap isu-isu tertentu terbentuk dan berkembang. Setiap studi
kasus juga menunjukkan bahwa media, baik dalam bentuk media
massa maupun media sosial, memiliki peran besar dalam
menentukan arah opini publik melalui proses agenda-setting,
framing, dan pengaruh pemimpin opini. Dengan memahami
mekanisme ini, kita dapat lebih memahami dinamika
pembentukan opini publik dalam masyarakat dan bagaimana
persepsi serta sikap terhadap isu-isu penting dapat berubah dari
waktu ke waktu.

Bagi mahasiswa ilmu komunikasi, memahami studi kasus
ini penting karena memberikan pemahaman praktis mengenai
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bagaimana teori-teori opini publik diterapkan dalam konteks
kehidupan nyata. Pengetahuan ini tidak hanya relevan untuk
analisis akademis, tetapi juga untuk aplikasi praktis dalam strategi
komunikasi, kampanye sosial, dan advokasi. Studi kasus ini juga
mengajarkan pentingnya Kkritis terhadap media dan bagaimana
framing serta agenda media dapat membentuk persepsi publik
dengan cara yang sering kali halus namun sangat berpengaruh.
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BAB 3
FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN
OPINI PUBLIK

Gambar 3. Ilustrasi Pengaruh Media Massa

3.1 Pengaruh Media Massa

Media massa memiliki peran besar dalam pembentukan
opini publik karena menjadi sumber utama informasi bagi
masyarakat mengenai isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai
saluran komunikasi yang menjangkau audiens luas, media massa
dapat memengaruhi cara masyarakat memahami, menilai, dan
merespons berbagai peristiwa. Dalam teori komunikasi, media
massa dianggap sebagai agen sosial yang dapat memengaruhi
opini publik secara langsung maupun tidak langsung melalui
berbagai mekanisme, seperti agenda-setting, framing, dan
priming. Pengaruh media massa ini menjadikan opini publik
sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari bagaimana
informasi disajikan dan bagaimana isu-isu tertentu diberi
perhatian lebih besar oleh media (McGregor & Cardona, 2020).

Salah satu cara utama media massa membentuk opini
publik adalah melalui agenda-setting, yang berfokus pada

|37



bagaimana media memilih isu-isu tertentu untuk disoroti,
sehingga masyarakat menganggap isu-isu tersebut sebagai hal
yang penting. Melalui teori agenda-setting, media tidak secara
langsung mengarahkan masyarakat untuk berpendapat tertentu,
tetapi mereka dapat memengaruhi masyarakat dalam
menentukan isu apa yang perlu diperhatikan. Ketika media
memberikan liputan yang intensif pada suatu isu, masyarakat
cenderung menganggap isu tersebut penting, dan ini pada
akhirnya membentuk opini publik. Misalnya, ketika media secara
konsisten melaporkan tentang dampak perubahan iklim,
masyarakat lebih cenderung menganggap isu lingkungan sebagai
salah satu masalah utama yang perlu mendapat perhatian
(Tewksbury & Scheufele, 2021).

Selain itu, media massa juga membentuk opini publik
melalui proses framing, yaitu bagaimana isu atau peristiwa
disajikan dan diberi sudut pandang tertentu. Dalam teori framing,
media memiliki kekuatan untuk memengaruhi bagaimana
masyarakat menafsirkan isu tertentu dengan menentukan aspek
mana yang akan ditonjolkan dan cara penyajiannya. Sebagai
contoh, isu kesehatan publik dapat dibingkai sebagai masalah
sosial, ekonomi, atau politik tergantung pada perspektif media.
Pilihan bingkai ini dapat memengaruhi cara masyarakat
memahami dan menilai masalah tersebut. Dalam kasus pandemi
COVID-19, media yang menyoroti aspek krisis kesehatan dan
ekonomi dari pandemi cenderung membentuk opini publik yang
mendukung kebijakan pembatasan sosial dan protokol kesehatan
yang ketat. Sebaliknya, media yang menekankan dampak negatif
pembatasan sosial terhadap ekonomi mungkin memengaruhi
masyarakat untuk menilai kebijakan tersebut secara Kritis
(Tandoc & Takahashi, 2019).

Di era digital, pengaruh media massa dalam pembentukan
opini publik semakin besar karena informasi dapat
disebarluaskan dengan cepat melalui berbagai platform digital.
Kecepatan penyebaran informasi di media digital memungkinkan
isu-isu untuk menjadi viral dalam waktu singkat, yang pada
akhirnya mempercepat proses pembentukan opini publik. Selain

| 38



itu, media digital memungkinkan interaksi yang lebih tinggi
antara pembaca dan konten, di mana masyarakat dapat
memberikan komentar, berbagi pendapat, atau bahkan
menyebarkan informasi lebih lanjut. Dengan adanya interaksi ini,
opini publik tidak hanya terbentuk melalui informasi yang
diberikan media, tetapi juga melalui diskusi dan persepsi kolektif
yang muncul di media sosial. Fenomena ini memperlihatkan
bahwa opini publik di era digital lebih dinamis dan dapat berubah
dengan cepat karena masyarakat memiliki akses yang lebih besar
untuk menyuarakan pendapat mereka.

Namun, perlu dicatat bahwa penyebaran informasi yang
cepat di era digital juga membuka ruang bagi misinformasi dan
disinformasi. Berbeda dengan media tradisional yang memiliki
proses editorial yang ketat, informasi yang beredar di media sosial
sering kali tidak diverifikasi, sehingga meningkatkan risiko
penyebaran informasi yang salah. Misinformasi yang tersebar luas
dapat memengaruhi opini publik dengan cara yang negatif,
terutama ketika informasi tersebut menimbulkan ketakutan atau
kebingungan di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, media
massa juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan akurasi
informasi yang disebarkan agar opini publik yang terbentuk dapat
didasarkan pada fakta dan data yang valid (Hopke & Simis, 2020).

Pengaruh media massa dalam pembentukan opini publik
juga dapat dilihat dari bagaimana media menyoroti tokoh atau
figur tertentu yang berperan sebagai pemimpin opini. Dalam teori
Two-Step Flow, dijelaskan bahwa individu-individu yang memiliki
pengaruh besar dalam masyarakat, seperti tokoh politik, aktivis,
atau selebriti, dapat memengaruhi pandangan publik melalui
pesan-pesan yang mereka sampaikan di media massa. Figur-figur
ini sering kali menjadi panutan bagi masyarakat dalam
menafsirkan informasi, sehingga pendapat mereka yang
disampaikan melalui media massa dapat memperkuat atau
mengarahkan opini publik. Di era media sosial, fenomena ini
semakin kuat, di mana influencer atau tokoh dengan banyak
pengikut dapat membentuk opini publik melalui konten yang
mereka bagikan (Nisbet & Kotcher, 2020).
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Selain teori Two-Step Flow, teori Multi-Step Flow juga
relevan dalam menjelaskan peran media massa dalam
pembentukan opini publik. Dalam model ini, informasi tidak
hanya mengalir dari media ke pemimpin opini dan kemudian ke
publik, tetapi juga melalui berbagai tahapan interaksi yang
melibatkan individu-individu dalam jaringan sosial mereka. Di era
digital, informasi mengenai isu-isu sosial dan politik dapat
menyebar melalui berbagai lapisan jaringan, menciptakan arus
komunikasi yang lebih kompleks. Misalnya, informasi mengenai
kampanye politik atau gerakan sosial tidak hanya datang dari
media massa, tetapi juga dari berbagai pihak di media sosial yang
berinteraksi, berdiskusi, dan membagikan perspektif mereka
kepada publik. Hal ini membuat opini publik lebih terfragmentasi
namun tetap terhubung secara luas, membentuk pola persepsi
yang dinamis di masyarakat.

Di Indonesia, pengaruh media massa dalam pembentukan
opini publik dapat dilihat dari beberapa isu penting yang mencuat
di masyarakat. Contohnya adalah isu korupsi yang secara
konsisten mendapat perhatian media. Media yang memberikan
liputan intensif terhadap kasus-kasus korupsi, misalnya, dapat
membentuk opini publik yang lebih kritis terhadap pemerintah
dan mendorong tuntutan untuk reformasi. Hal ini juga mendorong
munculnya berbagai gerakan sosial yang menuntut transparansi
dan akuntabilitas di sektor publik. Selain itu, media massa juga
memegang peran penting dalam isu-isu lain seperti pemilihan
umum, kebijakan pendidikan, dan isu lingkungan. Dengan liputan
yang konsisten, media dapat membentuk persepsi publik
mengenai pentingnya isu-isu ini dan mengarahkan perhatian
masyarakat untuk terlibat dalam dialog publik dan pengambilan
keputusan.

Dalam konteks pendidikan, media massa juga berperan
dalam membentuk opini publik mengenai pentingnya literasi
digital dan kemampuan berpikir kritis. Seiring dengan
perkembangan teknologi, masyarakat perlu dibekali kemampuan
untuk memilah informasi yang valid dari yang tidak akurat,
khususnya ketika informasi datang dari media digital. Melalui
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kampanye dan program literasi digital, media massa dapat
membantu masyarakat menjadi lebih Kkritis dalam menerima
informasi, yang pada gilirannya dapat menghasilkan opini publik
yang lebih bijak dan berbasis fakta. Literasi digital ini sangat
penting di era informasi yang didominasi oleh media sosial, di
mana opini publik dapat dengan mudah terpengaruh oleh
misinformasi atau berita palsu.

Dalam keseluruhan, pengaruh media massa dalam
pembentukan opini publik menunjukkan bahwa media memiliki
peran besar tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga
sebagai pembentuk persepsi masyarakat. Di era digital, media
massa berkolaborasi dengan media sosial dalam membentuk
opini publik yang lebih dinamis dan cepat berubah. Pemahaman
mengenai bagaimana media massa memengaruhi opini publik
sangat penting bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk
mengembangkan pemikiran kritis dalam menilai dampak media
terhadap persepsi dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu.
Melalui pemahaman ini, diharapkan mahasiswa dapat menjadi
lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi serta berperan
aktif dalam pembentukan opini publik yang positif dan berbasis
fakta.

3.2 Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh signifikan
dalam pembentukan opini publik. Keduanya mencakup aspek-
aspek yang lebih mendalam dan terinternalisasi, yang terbentuk
melalui proses sosialisasi, pendidikan, serta nilai-nilai yang
dipegang oleh masyarakat. Faktor sosial mengacu pada pengaruh
dari kelompok sosial, termasuk keluarga, teman, dan lingkungan
sekitar, sedangkan faktor budaya melibatkan nilai, norma, dan
tradisi yang membentuk cara berpikir dan bertindak individu
dalam masyarakat. Ketika individu menyerap informasi dari
media massa atau media sosial, respons dan interpretasi mereka
terhadap informasi tersebut sangat dipengaruhi oleh latar
belakang sosial dan budaya yang mereka miliki (Hofstede &
Minkov, 2020).
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Dalam konteks opini publik, faktor sosial memainkan
peran penting karena individu cenderung membentuk dan
menyesuaikan opini mereka dengan kelompok sosial di mana
mereka menjadi bagian. Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga
atau komunitas tertentu, opini yang terbentuk sering kali
dipengaruhi oleh pandangan kolektif kelompok. Dalam banyak
kasus, individu merasa terdorong untuk menyesuaikan
pandangan mereka dengan opini mayoritas kelompok, terutama
jika ada tekanan sosial untuk berperilaku sesuai dengan norma
yang diterima secara umum. Hal ini berhubungan dengan konsep
konformitas sosial, di mana individu cenderung mengikuti
pendapat mayoritas demi menghindari konflik atau isolasi sosial
(Yamamoto & Kushin, 2018). Situasi ini menunjukkan bahwa
opini publik sering kali bukan hanya refleksi dari pandangan
pribadi, tetapi juga hasil dari proses sosial yang melibatkan
tekanan kelompok dan pengaruh sosial.

Selain itu, faktor budaya juga membentuk opini publik
dengan cara yang mendalam dan bertahan lama. Budaya
mencakup sistem nilai, keyakinan, dan tradisi yang terwariskan
dari generasi ke generasi, yang menjadi landasan bagi anggota
masyarakat dalam menilai dan memahami berbagai isu. Dalam
masyarakat dengan budaya kolektif, seperti Indonesia, opini
publik cenderung lebih homogen dan lebih dipengaruhi oleh
pandangan kelompok dibandingkan dengan masyarakat yang
lebih individualis. Hal ini karena dalam budaya kolektif, harmoni
sosial dan kesesuaian dengan nilai-nilai kelompok dianggap
penting, sehingga individu sering kali menyesuaikan opininya
agar selaras dengan pandangan umum kelompok. Sebagai contoh,
dalam isu-isu yang sensitif seperti politik atau agama, masyarakat
Indonesia cenderung menunjukkan kesatuan opini yang lebih
besar karena norma-norma budaya yang mendorong
keseragaman pandangan (Purnell, 2020).

Pengaruh budaya terhadap opini publik juga tercermin
dalam cara masyarakat merespons perubahan sosial dan
teknologi. Sebagai contoh, di masyarakat yang memiliki nilai-nilai
konservatif, perubahan yang bersifat progresif seperti kebebasan
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berpendapat atau kesetaraan gender mungkin mendapat respon
yang berbeda dibandingkan masyarakat dengan nilai yang lebih
liberal. Respon ini tidak hanya terbentuk secara individual tetapi
juga diperkuat oleh kelompok-kelompok yang memiliki
pandangan serupa. Dalam konteks ini, faktor budaya tidak hanya
membentuk opini individu, tetapi juga mengarahkan pola pikir
masyarakat secara keseluruhan sehingga mereka cenderung
mempertahankan nilai-nilai yang dianggap tradisional atau
konservatif.

Faktor sosial dan budaya juga berperan penting dalam
menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap isu-isu
global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, atau kesehatan
publik. Sebagai contoh, dalam isu perubahan iklim, masyarakat
yang memiliki nilai-nilai lingkungan yang kuat cenderung lebih
responsif terhadap kampanye atau informasi yang berkaitan
dengan keberlanjutan dan pelestarian alam. Di sisi lain,
masyarakat yang tidak memiliki kesadaran lingkungan yang kuat
mungkin cenderung mengabaikan atau bahkan meragukan isu
tersebut. Faktor-faktor budaya ini berperan dalam menentukan
bagaimana masyarakat merespon dan membentuk opini terhadap
isu-isu global yang semakin relevan di era modern (Vasquez &
Roberts, 2019).

Di Indonesia, pengaruh faktor sosial dan budaya dalam
pembentukan opini publik sangat terlihat dalam isu-isu
keagamaan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk
beragama Islam, pandangan masyarakat terhadap berbagai isu
sosial sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang
diajarkan oleh para tokoh agama dan lembaga keagamaan.
Misalnya, dalam kasus vaksinasi COVID-19, dukungan para
pemimpin agama dan organisasi keagamaan sangat penting dalam
membentuk opini publik dan meningkatkan tingkat penerimaan
masyarakat terhadap program vaksinasi. Di sini, faktor sosial
berupa pengaruh pemimpin agama berperan dalam membentuk
opini publik, menunjukkan bahwa dalam konteks budaya
Indonesia, tokoh agama memiliki peran yang signifikan dalam
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memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu kesehatan
dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, faktor sosial juga melibatkan pengaruh dari
media sosial, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan
yang sama dapat saling memperkuat opini satu sama lain. Di era
digital ini, masyarakat memiliki akses untuk berkomunikasi
dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa di media
sosial, yang mengarah pada terbentuknya “echo chamber” atau
ruang gema. Di dalam echo chamber, individu hanya terpapar
pada informasi yang memperkuat opini atau keyakinan mereka,
sehingga mengurangi kemungkinan terpapar pada pandangan
yang berlawanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial
tidak hanya menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan
opini, tetapi juga memfasilitasi pembentukan kelompok dengan
pandangan serupa, yang pada gilirannya memperkuat opini publik
dalam lingkaran sosial yang sama.

Pengaruh faktor sosial dan budaya dalam pembentukan
opini publik juga terlihat dalam cara masyarakat merespon isu-isu
ekonomi, seperti kesenjangan sosial atau kemiskinan. Dalam
masyarakat dengan budaya kolektif yang kuat, kesenjangan sosial
sering kali dipandang sebagai masalah bersama yang memerlukan
solusi kolektif. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat
yang lebih individualis, di mana masalah ekonomi sering kali
dipandang sebagai tanggung jawab individu. Dalam kasus ini,
norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat
menentukan cara masyarakat menilai isu-isu ekonomi dan
membentuk opini mereka tentang solusi yang tepat. Misalnya,
masyarakat Indonesia yang umumnya memiliki budaya gotong-
royong cenderung mendukung upaya bantuan sosial dan
kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan kolektif
(Hofstede & Minkov, 2020).

Secara keseluruhan, faktor sosial dan budaya adalah
elemen penting dalam pembentukan opini publik karena
keduanya membentuk cara masyarakat memandang dan menilai
berbagai isu. Dalam ilmu komunikasi, memahami pengaruh faktor
sosial dan budaya sangat penting untuk menganalisis opini publik
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secara lebih komprehensif. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa
opini publik bukanlah sekadar hasil dari informasi yang diterima,
tetapi juga produk dari interaksi sosial dan budaya yang
melibatkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang ada dalam
masyarakat.

Bagi mahasiswa ilmu komunikasi, pemahaman tentang
faktor sosial dan budaya dalam pembentukan opini publik penting
karena membantu mereka memahami konteks sosial di mana
komunikasi terjadi. Hal ini juga relevan bagi profesional
komunikasi dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif,
yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya
masyarakat yang mereka sasar. Dengan memahami faktor sosial
dan budaya, para profesional komunikasi dapat mengembangkan
pesan yang lebih responsif dan relevan dengan audiens mereka,
serta membentuk opini publik yang lebih positif dan mendukung
tujuan organisasi atau kebijakan yang diusung.

3.3 Peran Pendidikan dan Informasi

Pendidikan dan informasi memiliki peran sentral dalam
pembentukan opini publik, terutama dalam membangun
kemampuan individu untuk mengkritisi memahami, dan
menginterpretasikan berbagai isu sosial dan politik. Pendidikan
berfungsi sebagai fondasi utama bagi individu untuk
mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman
yang mendalam mengenai isu-isu di sekitar mereka. Sementara
itu, informasi yang diterima, baik melalui media massa, media
sosial, maupun sumber-sumber lain, memberikan dasar bagi
individu dalam membentuk persepsi dan sikap terhadap isu
tertentu. Dengan mengombinasikan peran pendidikan dan akses
terhadap informasi yang memadai, individu dapat memiliki
pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu publik dan mampu
membentuk opini secara independen dan informatif (Adams &
Finkel, 2020).

Dalam konteks pendidikan, sistem pendidikan formal
memberikan pemahaman dasar kepada individu mengenai
berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Melalui
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mata pelajaran seperti ilmu sosial, sejarah, dan pendidikan
kewarganegaraan, individu memperoleh pengetahuan yang
memungkinkan mereka memahami konteks di balik berbagai isu
publik yang sering kali kompleks. Pendidikan juga berfungsi
untuk  membangun keterampilan berpikir kritis, yang
memungkinkan individu untuk menganalisis informasi secara
objektif dan menghindari pengaruh informasi yang bias atau tidak
akurat. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang
lebih tinggi cenderung meningkatkan keterampilan analitis
seseorang, yang pada gilirannya membantu mereka membentuk
opini publik yang lebih reflektif dan rasional (Banks & Maldonado,
2019).

Di era digital, akses terhadap informasi juga menjadi
faktor kunci dalam pembentukan opini publik. Berbeda dengan
pendidikan formal yang biasanya berstruktur dan bersifat jangka
panjang, informasi sering kali diperoleh secara langsung dan
instan melalui media. Media massa dan media sosial memainkan
peran penting dalam menyediakan informasi terkini mengenai
isu-isu yang sedang hangat dibicarakan. Namun, sifat media yang
cepat dan terbuka membuat masyarakat terpapar pada informasi
yang luas, tetapi kadang tidak terverifikasi atau bahkan keliru.
Oleh karena itu, keterampilan dalam memilah informasi dan
kemampuan untuk membedakan antara fakta dan opini menjadi
semakin penting dalam proses pembentukan opini publik. Media
sosial, misalnya, sering kali menjadi tempat di mana informasi
yang belum diverifikasi bisa menyebar luas, sehingga berpotensi
memengaruhi opini publik secara negatif (Rodriguez & Nichols,
2020).

Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya verifikasi informasi
dan penggunaan sumber yang terpercaya. Dalam konteks ini,
literasi media memainkan peran penting dalam membekali
individu dengan kemampuan untuk menilai validitas dan
reliabilitas informasi. Literasi media memungkinkan individu
untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga
mengevaluasi sumber, konten, dan konteks informasi yang

| 46



diterima. Di era di mana informasi begitu mudah diakses dan
disebarkan, literasi media dapat membantu mencegah
terbentuknya opini publik yang didasarkan pada informasi yang
tidak akurat atau menyesatkan. Literasi media ini dapat diajarkan
melalui pendidikan formal atau program-program khusus yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam
memahami dan mengevaluasi informasi (Adams & Finkel, 2020).

Dalam konteks opini publik, pendidikan juga
meningkatkan kesadaran individu akan isu-isu sosial dan politik
yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan pendidikan
yang baik, individu menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung
jawab mereka sebagai warga negara, sehingga mereka lebih
termotivasi untuk ikut serta dalam diskusi publik dan
pengambilan keputusan. Sebagai contoh, individu yang memiliki
pendidikan politik dan sosial yang memadai akan lebih mudah
memahami isu-isu seperti pemilu, kebijakan pemerintah, dan
masalah sosial lainnya. Hal ini membantu mereka membentuk
opini publik yang lebih bijaksana dan terinformasi dengan baik,
serta mengurangi risiko manipulasi informasi atau misinformasi.

Peran informasi dalam membentuk opini publik juga
sangat penting dalam situasi krisis, seperti pandemi atau bencana
alam. Dalam situasi seperti ini, akses terhadap informasi yang
akurat dan dapat diandalkan sangat penting untuk membentuk
persepsi yang tepat dan respons yang sesuai dari masyarakat.
Selama pandemi COVID-19, misalnya, informasi mengenai
protokol kesehatan dan perkembangan vaksinasi yang
disampaikan oleh media massa dan pemerintah sangat
memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap krisis
kesehatan tersebut. Media massa yang memberikan informasi
yang akurat mengenai manfaat vaksinasi dan protokol kesehatan
dapat membentuk opini publik yang mendukung tindakan
pencegahan, sementara misinformasi mengenai efek samping
vaksin atau teori konspirasi terkait virus dapat memicu resistensi
terhadap kebijakan kesehatan (Rodriguez & Nichols, 2020).

Selain pendidikan formal, informasi yang disediakan oleh
lembaga atau tokoh yang terpercaya juga berperan dalam
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membentuk opini publik. Tokoh-tokoh berpengaruh seperti
pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan ahli di bidang tertentu
sering kali menjadi sumber informasi yang dipercaya oleh
masyarakat. Informasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ini
sering kali diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat karena
mereka dianggap memiliki otoritas dan pengetahuan dalam
bidang terkait. Misalnya, dalam isu perubahan iklim, pandangan
dari para ilmuwan dan aktivis lingkungan memainkan peran
penting dalam membentuk opini publik yang mendukung
tindakan pelestarian lingkungan. Tokoh-tokoh ini berperan
sebagai pemimpin opini yang dapat membentuk pandangan
publik melalui informasi yang mereka sampaikan.

Namun, meskipun pendidikan dan informasi memiliki
peran besar dalam pembentukan opini publik, kedua faktor ini
juga menghadapi tantangan di era digital. Banyaknya informasi
yang beredar, terutama di media sosial, membuat masyarakat
terkadang sulit untuk membedakan antara informasi yang valid
dan yang tidak. Selain itu, literasi digital dan kemampuan analisis
kritis masyarakat masih bervariasi, yang berarti bahwa tidak
semua individu memiliki keterampilan yang memadai untuk
menilai kualitas informasi yang mereka terima. Oleh karena itu,
penting bagi pendidikan dan program literasi informasi untuk
memberikan keterampilan kritis yang memungkinkan masyarakat
membentuk opini publik yang lebih akurat dan tidak terpengaruh
oleh informasi yang menyesatkan.

Secara keseluruhan, pendidikan dan informasi adalah dua
faktor yang sangat penting dalam membentuk opini publik.
Pendidikan memberikan fondasi dasar untuk memahami dan
menganalisis isu-isu publik, sementara informasi menyediakan
bahan mentah yang digunakan individu untuk membentuk
pandangan mereka terhadap isu-isu tersebut. Di era informasi
yang serba cepat dan terbuka seperti sekarang ini, penting bagi
masyarakat untuk memiliki pendidikan yang memadai serta
keterampilan literasi informasi agar dapat membentuk opini
publik yang berbasis pada fakta dan analisis kritis. Dengan
demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam
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membentuk dan menyuarakan opini publik, serta berpartisipasi
secara aktif dalam diskusi publik yang sehat.

3.4 Peran Kelompok Referensi dan Opini Pemimpin

Kelompok referensi dan pemimpin opini memainkan
peran penting dalam pembentukan opini publik. Kelompok
referensi adalah kelompok atau individu yang menjadi acuan bagi
seseorang dalam membentuk pandangan, nilai, dan sikap
terhadap berbagai isu. Dalam kehidupan sehari-hari, individu
cenderung mencari kelompok atau figur yang mereka percayai
dan hargai untuk membantu menilai situasi atau isu tertentu.
Pemimpin opini, di sisi lain, adalah individu yang memiliki
pengaruh besar dalam kelompok atau komunitas mereka karena
dianggap memiliki pengetahuan atau wawasan yang lebih baik
dalam isu tertentu. Baik kelompok referensi maupun pemimpin
opini berperan dalam membentuk dan memperkuat persepsi
publik karena memberikan otoritas dan kepercayaan yang
membantu individu dalam mengambil sikap terhadap suatu isu
(French & Raven, 2021).
Kelompok Referensi sebagai Pengarah Opini

Kelompok referensi meliputi berbagai entitas, mulai dari
keluarga, teman, hingga kelompok sosial atau profesional yang
memengaruhi sikap dan pandangan seseorang. Individu
cenderung mencari kelompok referensi yang memiliki kesamaan
nilai atau tujuan dengan mereka. Dalam konteks opini publik,
kelompok referensi menyediakan norma dan ekspektasi yang
membantu individu dalam menilai serta merespons isu-isu publik.
Misalnya, dalam situasi politik, seseorang mungkin menyesuaikan
pendapatnya agar selaras dengan pandangan dominan dalam
kelompok referensinya, baik untuk menjaga hubungan maupun
karena merasa bahwa pandangan kelompoknya memiliki
legitimasi yang lebih kuat. Penelitian menunjukkan bahwa orang
sering kali mengikuti opini mayoritas dalam kelompok referensi
mereka, terutama ketika mereka menganggap bahwa pendapat
kelompok tersebut lebih valid atau signifikan (Meyer & Schmid,
2020).
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Selain itu, kelompok referensi mendukung pembentukan
opini publik melalui konformitas sosial. Dalam banyak situasi,
individu cenderung menyesuaikan pandangan mereka dengan
pandangan kelompok referensinya demi menjaga keharmonisan
atau menghindari konflik. Di era digital, media sosial
memungkinkan kelompok referensi untuk terhubung lebih intens,
memperkuat konformitas ini. Melalui platform seperti WhatsApp
dan Facebook, individu dapat melihat pandangan yang dianut oleh
kelompok mereka dan lebih mungkin menyesuaikan sikapnya
untuk mencerminkan pendapat kelompok tersebut.

Peran Pemimpin Opini dalam Pembentukan Opini Publik

Pemimpin opini adalah individu yang memiliki pengaruh
signifikan dalam kelompok dan dianggap sebagai sumber
informasi tepercaya dalam isu-isu tertentu. Pemimpin opini dapat
berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh masyarakat,
selebriti, politisi, atau influencer media sosial yang memiliki
banyak pengikut. Menurut teori Two-Step Flow yang
dikemukakan oleh Paul Lazarsfeld dan Elihu Katz, informasi
sering kali tidak diterima langsung oleh publik dari media massa,
melainkan melalui pemimpin opini yang menafsirkan dan
menyebarkan informasi tersebut. Pemimpin opini bertindak
sebagai “filter” yang menentukan bagaimana informasi
diinterpretasikan dan disebarkan di kelompoknya (Nisbet &
Kotcher, 2020b).

Di era digital, pemimpin opini di media sosial, seperti
influencer atau tokoh publik, memiliki kapasitas untuk
memengaruhi pandangan publik dengan cepat dan luas. Dalam
isu-isu sosial atau politik, influencer media sosial sering
membentuk opini publik melalui sudut pandang mereka sendiri
dan mengajak pengikut mereka untuk mendukung atau
menentang pandangan tertentu. Misalnya, dalam kampanye
pelestarian lingkungan, para aktivis lingkungan yang berpengaruh
di media sosial dapat memobilisasi opini publik yang mendukung
tindakan pro-lingkungan. Dengan menyampaikan pandangan
mereka, para pemimpin opini ini dapat memperkuat kesadaran

|50



publik mengenai isu tersebut, menciptakan opini publik yang
lebih solid dan terarah (French & Raven, 2021).
Interaksi antara Kelompok Referensi dan Pemimpin Opini

Dalam pembentukan opini publik, terdapat hubungan erat
antara kelompok referensi dan pemimpin opini. Individu dalam
kelompok referensi tertentu bisa saja menjadi pemimpin opini
jika memiliki pengaruh besar dalam kelompok tersebut. Misalnya,
dalam sebuah komunitas lokal, pemimpin yang dihormati
cenderung menjadi pemimpin opini, dan pandangannya sering
diikuti oleh anggota komunitas lainnya. Dengan demikian,
interaksi antara kelompok referensi dan pemimpin opini
menciptakan jaringan pengaruh yang saling terkait, memperkuat
pandangan bersama.

Dalam konteks ini, pemimpin opini tidak hanya
memengaruhi individu secara langsung tetapi juga memengaruhi
pandangan kolektif kelompoknya. Proses pembentukan opini
publik pun menjadi lebih kompleks, karena informasi tidak hanya
diterima dari media atau pemimpin opini secara individu, tetapi
juga melalui filter kelompok sosial. Hasilnya, opini publik yang
terbentuk merupakan gabungan dari berbagai pengaruh sosial
yang saling memperkuat.

Peran Media Sosial dalam Memperkuat Pengaruh Kelompok
Referensi dan Pemimpin Opini

Media sosial memperkuat pengaruh kelompok referensi
dan pemimpin opini dalam pembentukan opini publik. Melalui
media sosial, individu dapat dengan mudah berinteraksi dengan
kelompok referensi mereka dan melihat pandangan dari
pemimpin opini. Fitur seperti likes, komentar, dan share
memungkinkan opini untuk menyebar dengan cepat, menciptakan
lingkungan di mana opini mayoritas terbentuk dan tersebar luas.
Selain itu, media sosial memungkinkan pemimpin opini untuk
berkomunikasi secara langsung dengan pengikut mereka, yang
memperkuat hubungan dan kepercayaan antara mereka dan
audiensnya.

Namun, media sosial juga dapat menciptakan “echo
chambers” atau ruang gema, di mana individu hanya terpapar
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pada pandangan yang sama dengan pandangan kelompok
referensi atau pemimpin opini yang mereka ikuti. Echo chambers
ini dapat mengurangi keberagaman perspektif dan memperkuat
bias dalam pembentukan opini publik. Dalam jangka panjang,
echo chambers dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat,
di mana kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda
semakin sulit untuk mencapai pemahaman bersama. Media sosial
memperkuat pengaruh kelompok referensi dan pemimpin opini,
namun juga menimbulkan tantangan bagi proses pembentukan
opini publik yang sehat dan inklusif.

Secara keseluruhan, kelompok referensi dan pemimpin
opini adalah elemen penting dalam pembentukan opini publik.
Kedua faktor ini memberikan acuan dan otoritas bagi individu
untuk menilai dan memahami berbagai isu sosial dan politik.
Dengan memahami peran kelompok referensi dan pemimpin
opini, kita dapat lebih memahami bagaimana opini publik
terbentuk dan berkembang dalam masyarakat. Pemahaman ini
penting bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk menganalisis
dinamika sosial dalam pembentukan opini publik dan merancang
strategi komunikasi yang efektif.
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BAB 4
PERAN MEDIA SOSIAL DALAM
PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK

Gambar 4. Ilustrasi Dinamika Media Sosial dan Opini Publik

4.1 Dinamika Media Sosial dan Opini Publik

Media sosial telah menjadi platform utama dalam
pembentukan opini publik di era digital. Berbeda dengan media
tradisional, media sosial memungkinkan arus komunikasi dua
arah yang aktif dan interaktif, di mana setiap individu dapat
menjadi pembuat konten sekaligus konsumen informasi. Platform
seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat,
membagikan informasi, dan berinteraksi secara langsung dengan
orang lain di seluruh dunia. Dinamika media sosial ini tidak hanya
memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, tetapi juga
memungkinkan pembentukan opini publik yang lebih terbuka dan
terdesentralisasi (Kim & Dennis, 2020).

Salah satu aspek kunci dari dinamika media sosial adalah
kemampuannya untuk mempercepat penyebaran informasi dan
opini. Melalui fitur-fitur seperti likes, shares, dan comments,
konten dapat menjadi viral dalam hitungan menit dan mencapai
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audiens yang sangat luas. Proses ini memperkuat apa yang
disebut sebagai "agenda publik," di mana isu-isu tertentu menjadi
perhatian utama karena sering dibahas dan dibagikan oleh
pengguna media sosial. Dengan adanya mekanisme ini, media
sosial tidak hanya mencerminkan opini publik tetapi juga
membentuknya, karena orang-orang cenderung terpengaruh oleh
isu-isu yang populer atau sering muncul di linimasa mereka
(Papacharissi, 2018).

Namun, dinamika media sosial dalam pembentukan opini
publik juga memiliki tantangan. Salah satu tantangan utama
adalah keberadaan “echo chambers” atau ruang gema, di mana
pengguna hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan
pandangan mereka. Fenomena ini dapat menyebabkan polarisasi,
di mana individu semakin sulit menerima sudut pandang yang
berbeda karena mereka terus-menerus terpapar pada informasi
yang memperkuat pandangan mereka sendiri. Polarisasi ini
menjadi tantangan bagi pembentukan opini publik yang sehat dan
inklusif karena masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok
dengan opini yang berbeda secara ekstrem, sehingga sulit
mencapai konsensus atau pemahaman bersama mengenai suatu
isu (Sunstein, 2019).

Selain itu, media sosial juga meningkatkan risiko
misinformasi dan disinformasi. Karena informasi dapat
disebarluaskan dengan mudah tanpa verifikasi, banyak berita
palsu atau informasi yang menyesatkan yang beredar di platform
media sosial. Dalam beberapa kasus, misinformasi ini memiliki
dampak besar terhadap opini publik, seperti yang terjadi selama
pandemi COVID-19, di mana teori konspirasi dan berita palsu
mengenai vaksinasi menyebar luas di media sosial. Misinformasi
ini berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-
isu kritis dan dapat menimbulkan sikap skeptis terhadap
kebijakan publik atau sains (Guess & Lyons, 2020).

Secara keseluruhan, media sosial memainkan peran yang
sangat penting dalam pembentukan opini publik dengan
menawarkan ruang untuk diskusi terbuka dan penyebaran
informasi yang cepat. Namun, dinamika media sosial juga
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menghadirkan tantangan yang mempengaruhi kualitas dan
kesehatan opini publik yang terbentuk. Di satu sisi, media sosial
memperkuat keterlibatan publik dan memungkinkan suara-suara
yang sebelumnya terpinggirkan untuk didengar. Di sisi lain,
fenomena echo chambers dan penyebaran misinformasi
menunjukkan bahwa media sosial memerlukan regulasi dan
peningkatan literasi digital agar dapat mendukung pembentukan
opini publik yang lebih akurat dan konstruktif.

4.2 Perbandingan Opini Publik di Media Sosial dan Media
Tradisional

Media sosial dan media tradisional memiliki karakteristik
berbeda dalam membentuk opini publik, terutama dalam hal
kecepatan penyebaran informasi, interaktivitas, dan audiens yang
dijangkau. Media tradisional, seperti surat kabar, televisi, dan
radio, memiliki struktur yang lebih teratur dan pengawasan
editorial yang ketat. Informasi yang disampaikan biasanya telah
melalui proses verifikasi, dan penyampaiannya cenderung bersifat
satu arah, dari sumber berita ke audiens. Sebaliknya, media sosial
menawarkan arus komunikasi yang dua arah, di mana individu
tidak hanya menerima informasi tetapi juga dapat berpartisipasi
secara aktif dengan memberi komentar, berbagi, atau
menciptakan konten mereka sendiri. Interaktivitas ini
menciptakan dinamika baru dalam pembentukan opini publik, di
mana informasi dapat menyebar lebih cepat dan lebih luas tanpa
harus melalui kontrol editorial yang ketat (Luttrell & McGrath,
2021)

Kecepatan dan aksesibilitas media sosial memungkinkan
opini publik terbentuk dengan lebih cepat dibandingkan media
tradisional. Di media sosial, opini dapat menyebar dalam hitungan
menit dan melibatkan banyak orang dalam diskusi yang interaktif.
Fenomena viral di media sosial, seperti tagar atau tren populer,
dapat membuat isu tertentu menjadi perhatian utama publik
dalam waktu singkat. Di sisi lain, media tradisional umumnya
mengikuti jadwal publikasi yang lebih terstruktur, seperti
program berita harian atau mingguan, yang dapat membatasi
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kecepatan penyebaran informasi. Karena itu, opini publik yang
terbentuk di media tradisional sering kali berkembang lebih
lambat dan lebih terkontrol dibandingkan dengan media sosial
(Flew, 2019).

Selain perbedaan dalam kecepatan, media sosial juga
memungkinkan keterlibatan langsung dari berbagai kelompok
masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses untuk
mengekspresikan pendapat mereka di media tradisional. Di media
sosial, individu dapat dengan mudah menyuarakan pandangan
mereka tanpa harus melalui prosedur formal. Hal ini menciptakan
ruang yang lebih inklusif dan memungkinkan suara-suara yang
mungkin terpinggirkan di media tradisional untuk didengar.
Namun, keleluasaan ini juga menimbulkan risiko tingginya
misinformasi dan disinformasi, karena kurangnya kontrol dan
verifikasi yang sering terjadi di media sosial. Berbeda dengan
media tradisional yang memiliki standar editorial yang ketat,
media sosial memungkinkan siapa saja untuk menjadi “pembuat
berita,” yang dapat mengarah pada penyebaran informasi yang
kurang akurat atau bahkan palsu (Lewis & Westlund, 2020).

Polarisasi opini publik juga lebih mungkin terjadi di media
sosial dibandingkan media tradisional. Di media sosial, fenomena
"echo chamber" membuat individu cenderung terpapar pada
informasi dan opini yang sejalan dengan pandangan mereka,
sehingga memperkuat opini yang sudah ada dan mengurangi
kemungkinan keterbukaan terhadap perspektif lain. Media
tradisional, di sisi lain, umumnya memberikan liputan yang lebih
seimbang dengan pandangan yang bervariasi, sehingga membantu
audiens mendapatkan perspektif yang lebih luas. Hal ini
menjadikan media tradisional sebagai sumber informasi yang
lebih stabil dalam membentuk opini publik yang inklusif,
meskipun mungkin kurang interaktif dibandingkan media sosial
(Luttrell & McGrath, 2021).

Secara keseluruhan, media sosial dan media tradisional
memiliki peran unik dalam membentuk opini publik. Media sosial
menawarkan Kkecepatan, interaktivitas, dan inklusivitas yang
memungkinkan opini publik berkembang secara dinamis dan
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lebih demokratis. Namun, tantangan dalam menjaga akurasi
informasi dan menghindari polarisasi tetap menjadi masalah
utama. Sementara itu, media tradisional, dengan struktur dan
kontrol editorial yang lebih ketat, cenderung membentuk opini
publik yang lebih teratur dan terverifikasi, meskipun kurang
interaktif. Kombinasi antara media sosial dan media tradisional
dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang dalam
pembentukan opini publik, memungkinkan masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang cepat sekaligus terpercaya.

4.3 Konten Viral dan Dampaknya pada Opini Publik

Konten viral adalah fenomena di mana suatu pesan, video,
gambar, atau artikel menyebar secara masif melalui platform
media sosial dalam waktu singkat. Fenomena ini tidak hanya
menciptakan gelombang perhatian publik yang luas, tetapi juga
memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik.
Ketika sebuah konten menjadi viral, ia dapat memengaruhi
persepsi masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa karena
jumlah pengguna yang terpapar dan berinteraksi dengan konten
tersebut sangat besar. Konten viral sering kali mengangkat topik-
topik yang kontroversial, emosional, atau relevan dengan situasi
yang sedang terjadi, sehingga memiliki daya tarik yang tinggi bagi
masyarakat untuk membagikan atau menanggapi (Molyneux &
McGregor, 2021).

Salah satu alasan konten viral memiliki dampak signifikan
pada opini publik adalah karena efek psikologis yang
diciptakannya. Konten yang mengandung elemen emosional
cenderung lebih mudah diterima dan diingat oleh audiens,
sehingga memiliki potensi lebih besar untuk membentuk opini
mereka. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak konten viral
yang membahas isu kesehatan dan teori konspirasi yang
menimbulkan ketakutan atau kebingungan di masyarakat.
Konten-konten ini, meskipun tidak selalu akurat, berhasil
memengaruhi opini publik dan bahkan perilaku individu dalam
merespons situasi kesehatan global. Fenomena ini menunjukkan
bahwa konten viral dapat menjadi alat yang kuat dalam
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membentuk persepsi publik, baik dalam hal yang positif maupun
negatif (Tandoc et al.,, 2020).

Konten viral juga memperkuat konsep “wisdom of the
crowd,” di mana opini publik sering kali dibentuk berdasarkan
pandangan mayoritas yang tampak di media sosial. Ketika banyak
orang menyukai, membagikan, atau mengomentari suatu konten,
hal ini menciptakan ilusi bahwa opini yang sama dipegang oleh
mayoritas. Fenomena ini sering kali mendorong individu untuk
menyesuaikan opini mereka agar sejalan dengan pendapat yang
tampaknya dominan, sebuah proses yang dikenal sebagai
konformitas sosial. Dalam kasus-kasus tertentu, konformitas ini
dapat memperkuat pandangan yang tidak akurat, terutama jika
konten yang viral tersebut mengandung misinformasi atau bias.
Akibatnya, konten viral memiliki potensi untuk menciptakan
“echo chambers,” di mana individu hanya terpapar pada
pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri,
memperkuat polarisasi di masyarakat.

Namun, konten viral juga memiliki potensi positif dalam
meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting.
Misalnya, kampanye sosial yang berhasil menjadi viral, seperti
gerakan #BlackLivesMatter atau #MeToo, telah meningkatkan
kesadaran global mengenai isu-isu seperti ketidakadilan rasial
dan pelecehan seksual. Konten viral yang mengangkat isu-isu ini
memfasilitasi diskusi publik dan mendorong tindakan kolektif
yang nyata. Dalam hal ini, konten viral berfungsi sebagai katalis
yang mempercepat proses pembentukan opini publik yang lebih
luas dan lebih inklusif, menciptakan tekanan sosial yang dapat
mendorong perubahan.

Meskipun konten viral dapat menjadi alat yang efektif
dalam memobilisasi opini publik, penting untuk diingat bahwa
sifatnya yang cepat dan sering kali emosional membuatnya rentan
terhadap misinformasi. Literasi digital yang baik di kalangan
pengguna media sosial sangat penting untuk memastikan bahwa
opini publik yang terbentuk didasarkan pada informasi yang
akurat dan faktual. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya
verifikasi informasi perlu ditingkatkan, baik oleh individu maupun
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platform media sosial, untuk meminimalkan dampak negatif dari
konten viral yang tidak terverifikasi.

4.4 Kasus Opini Publik di Era Digital

Di era digital, opini publik terbentuk secara lebih dinamis
dan cepat berkat kemudahan akses informasi melalui media
sosial. Beberapa kasus besar telah menunjukkan bagaimana
platform digital mampu membentuk, memperkuat, bahkan
memobilisasi opini publik dalam skala global. Kasus-kasus ini
menggambarkan bagaimana media sosial tidak hanya menjadi
tempat berbagi informasi, tetapi juga arena di mana opini publik
dapat terbentuk, diperdebatkan, dan dimobilisasi untuk
menghasilkan tindakan nyata.

Salah satu contoh utama adalah gerakan sosial #MeToo,
yang pertama kali muncul di Amerika Serikat namun dengan cepat
menyebar ke seluruh dunia melalui media sosial. Gerakan ini
berawal sebagai tagar yang digunakan untuk membagikan
pengalaman pribadi tentang pelecehan seksual, yang kemudian
mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media tradisional.
Melalui tagar #MeToo, para korban merasa lebih berani untuk
berbicara dan mendapatkan dukungan dari komunitas online.
Dalam waktu singkat, gerakan ini berhasil meningkatkan
kesadaran publik mengenai masalah pelecehan seksual dan
mendorong tindakan konkret, seperti pengunduran diri dan
pemecatan sejumlah tokoh publik yang terlibat dalam skandal
tersebut. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial
dapat mempercepat penyebaran opini publik dan membentuk
solidaritas yang kuat terhadap isu-isu sosial yang sensitif (Keller
etal, 2018).

Kasus lain yang relevan adalah penyebaran informasi
terkait perubahan iklim yang marak dibahas di media sosial. Sejak
beberapa tahun terakhir, banyak kampanye digital yang
mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga
lingkungan dan dampak perubahan iklim. Salah satu kampanye
yang paling dikenal adalah gerakan Fridays for Future yang
dipimpin oleh aktivis muda Greta Thunberg. Melalui media sosial,
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Thunberg dan para pendukungnya mampu menarik perhatian
global, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kesadaran
dan menuntut tindakan nyata dari pemerintah dunia dalam
menghadapi krisis iklim. Kampanye ini tidak hanya memobilisasi
opini publik tetapi juga memicu aksi nyata, seperti protes besar-
besaran yang diadakan di berbagai negara sebagai bentuk
tuntutan untuk perubahan kebijakan lingkungan. Media sosial
memungkinkan gerakan ini untuk menjadi global, menjangkau
audiens luas, dan mengkonsolidasikan opini publik yang
mendukung tindakan penyelamatan lingkungan (Briiggemann &
Rodder, 2020).

Namun, era digital juga memiliki tantangan tersendiri
dalam pembentukan opini publik. Media sosial sering kali menjadi
sarang misinformasi, di mana informasi yang tidak akurat atau
bahkan sengaja disalahartikan dapat dengan cepat menyebar dan
memengaruhi opini publik. Salah satu contohnya adalah
misinformasi terkait vaksinasi COVID-19, di mana banyak berita
palsu dan teori konspirasi tersebar di berbagai platform media
sosial. Informasi yang keliru mengenai efek samping vaksinasi dan
teori konspirasi tentang virus menyebabkan sejumlah orang
meragukan atau bahkan menolak vaksin. Kasus ini menunjukkan
bagaimana media sosial dapat mempercepat pembentukan opini
publik, tetapi juga memperlihatkan risiko yang muncul akibat
penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Ini menjadi
tantangan besar di era digital, di mana literasi digital dan
kesadaran untuk memeriksa kebenaran informasi menjadi hal
yang sangat penting (Cinelli et al., 2020).

Secara keseluruhan, era digital membawa perubahan
besar dalam pembentukan opini publik. Media sosial
memungkinkan isu-isu yang dulunya kurang mendapat perhatian
untuk menjadi sorotan global dalam waktu singkat.
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Kasus #MeToo dan Fridays for Future adalah contoh
bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk
meningkatkan kesadaran publik dan memobilisasi tindakan
kolektif. Namun, fenomena misinformasi menunjukkan bahwa
pembentukan opini publik di era digital juga membutuhkan
literasi digital yang kuat agar masyarakat dapat membedakan
informasi yang valid dari informasi yang menyesatkan.
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BAB 5
TEKNIK PENGUKURAN OPINI PUBLIK

Gambar 5. Ilustrasi Metode Survei Opini Publik

5.1 Metode Survei Opini Publik

Metode survei merupakan salah satu teknik yang paling
umum digunakan untuk mengukur opini publik. Survei opini
publik dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel
populasi melalui serangkaian pertanyaan yang telah dirancang
untuk mendapatkan informasi tentang pandangan, sikap, atau
preferensi masyarakat terhadap isu tertentu. Metode ini sering
digunakan oleh peneliti, lembaga pemerintah, dan perusahaan
riset untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat
terhadap berbagai isu politik, sosial, atau ekonomi. Keunggulan
metode survei adalah kemampuannya untuk mengumpulkan data
dalam jumlah besar secara sistematis dan representatif, sehingga
hasilnya dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan
pendapat publik secara keseluruhan (Dillman et al., 2020).

Survei opini publik biasanya dilakukan dengan beberapa
metode, seperti wawancara langsung (face-to-face), survei melalui
telepon, survei melalui pos, atau survei daring (online). Metode
wawancara langsung biasanya dianggap memberikan data yang
lebih akurat karena memungkinkan pewawancara untuk
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berinteraksi langsung dengan responden, mengklarifikasi
pertanyaan, dan memastikan bahwa responden memahami
instruksi. Namun, metode ini juga lebih memakan waktu dan
biaya. Survei melalui telepon dan pos sering digunakan sebagai
alternatif karena lebih efisien, meskipun keduanya memiliki
keterbatasan dalam hal respons yang lebih rendah dan tantangan
dalam memastikan representasi sampel yang tepat (Groves et al.,
2020a).

Survei daring semakin populer karena kemajuan teknologi
dan akses internet yang semakin luas. Dengan survei daring,
responden dapat dengan mudah mengisi kuesioner kapan saja
dan di mana saja, yang meningkatkan kenyamanan dan
kemudahan pengumpulan data. Selain itu, survei daring
memungkinkan pengumpulan data dari responden dalam jumlah
besar dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang lebih
rendah. Namun, survei daring juga memiliki beberapa tantangan,
terutama dalam hal memastikan bahwa sampel representatif.
Penggunaan internet sebagai medium survei cenderung bias
terhadap kelompok masyarakat yang lebih muda atau yang
memiliki akses digital lebih baik, yang dapat menyebabkan hasil
survei kurang mencerminkan populasi umum.

Salah satu tantangan utama dalam metode survei adalah
menjaga validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Validitas
berkaitan dengan sejauh mana survei mampu mengukur apa yang
sebenarnya ingin diukur, sementara reliabilitas berkaitan dengan
konsistensi hasil ketika survei diulang dalam kondisi yang sama.
Dalam survei opini publik, pemilihan sampel dan desain kuesioner
sangat penting untuk mencapai validitas dan reliabilitas.
Pemilihan sampel harus representatif agar hasilnya dapat
digeneralisasikan, dan desain kuesioner harus disusun dengan
bahasa yang jelas dan tidak ambigu agar responden dapat
memberikan jawaban yang sesuai dengan opini mereka yang
sebenarnya (Dillman et al.,, 2020).

Metode survei memainkan peran penting dalam
pengukuran opini publik karena kemampuannya dalam
menyajikan data yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.
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Data survei dapat membantu peneliti dan pembuat kebijakan
memahami pola-pola opini publik dan perubahan sikap
masyarakat terhadap isu tertentu dari waktu ke waktu. Selain itu,
survei juga memungkinkan perbandingan antar kelompok
masyarakat berdasarkan demografi, seperti usia, jenis kelamin,
atau tingkat pendidikan. Dengan demikian, survei opini publik
tidak hanya menjadi alat untuk mengukur pendapat, tetapi juga
menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih informatif
dan berbasis data.

5.2 Teknik Pengumpulan Data Opini Publik

Teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial
dalam pengukuran opini publik. Teknik ini tidak hanya
menentukan kualitas data yang diperoleh, tetapi juga
memengaruhi keandalan hasil yang akan digunakan untuk analisis
lebih lanjut. Beberapa teknik utama yang digunakan dalam
pengumpulan data opini publik meliputi survei, wawancara
mendalam, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion),
dan analisis konten media sosial. Setiap teknik memiliki kelebihan
dan kekurangan, serta kegunaannya dapat disesuaikan dengan
tujuan penelitian, jenis informasi yang ingin diperoleh, dan
karakteristik populasi yang menjadi target.

Survei adalah metode yang paling umum digunakan untuk
mengukur opini publik karena kemampuannya untuk menjangkau
banyak responden dalam waktu singkat dan menghasilkan data
kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Survei dapat
dilakukan dengan beberapa cara, seperti survei tatap muka,
telepon, pos, atau daring. Survei daring kini semakin populer
karena kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Namun,
survei daring juga memiliki tantangan, terutama dalam
memastikan bahwa sampel yang diambil representatif untuk
populasi umum. Ketika sampel survei tidak representatif, hasilnya
bisa menjadi bias, sehingga tidak mencerminkan opini publik
secara akurat (Edwards & Smith, 2020).

Teknik wawancara mendalam atau in-depth interview
berbeda dengan survei karena lebih berfokus pada penggalian
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data kualitatif. Dalam wawancara mendalam, peneliti melakukan
interaksi langsung dengan responden untuk memahami persepsi,
sikap, dan pemikiran yang mendasari opini mereka terhadap
suatu isu. Teknik ini memungkinkan eksplorasi yang lebih dalam
mengenai opini publik dan dapat mengungkap aspek-aspek yang
tidak dapat diperoleh melalui survei. Meskipun wawancara
mendalam memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya,
teknik ini sangat efektif dalam mendapatkan wawasan yang kaya
dan mendetail, terutama untuk isu-isu yang kompleks atau
sensitif (Patton, 2020).

Diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion atau
FGD) adalah metode lain yang efektif dalam memahami opini
publik, terutama dalam Kkonteks kelompok atau komunitas
tertentu. Dalam FGD, sekelompok kecil orang berkumpul untuk
berdiskusi mengenai topik tertentu yang dipandu oleh seorang
moderator. Teknik ini berguna untuk mendapatkan perspektif
yang lebih luas dan untuk mengamati interaksi antaranggota
kelompok yang dapat mengungkap dinamika opini publik. FGD
sangat berguna ketika peneliti ingin memahami bagaimana opini
publik terbentuk dan berkembang dalam kelompok sosial
tertentu, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi pandangan individu di dalam kelompok.

Dalam konteks era digital, analisis konten media sosial
menjadi teknik yang semakin penting untuk mengukur opini
publik. Melalui analisis data dari platform seperti Twitter,
Facebook, dan Instagram, peneliti dapat memantau tren dan isu-
isu yang sedang dibicarakan masyarakat. Analisis ini
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara real-
time dan memperoleh gambaran mengenai opini publik dalam
skala yang lebih luas. Namun, analisis konten media sosial juga
memiliki keterbatasan, terutama dalam hal verifikasi data dan
kesulitan dalam menentukan sampel yang benar-benar
representatif. Informasi yang didapatkan dari media sosial sering
kali tidak mencerminkan keseluruhan populasi karena adanya
bias digital, di mana hanya individu yang memiliki akses internet
atau aktif di media sosial yang terlibat dalam diskusi.
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Secara keseluruhan, pemilihan teknik pengumpulan data
yang tepat sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid dan
andal dalam pengukuran opini publik. Kombinasi dari berbagai
teknik, seperti survei kuantitatif dan wawancara kualitatif, dapat
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai opini
publik. Di era digital ini, penggunaan teknik pengumpulan data
baru, seperti analisis media sosial, juga memberikan peluang
untuk mendapatkan data yang lebih cepat dan relevan. Peneliti
perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-
masing teknik serta menyesuaikannya dengan tujuan penelitian
untuk memastikan bahwa hasil pengukuran opini publik yang
diperoleh benar-benar mewakili pandangan masyarakat secara
akurat.

5.3 Analisis Data dalam Pengukuran Opini Publik

Analisis data adalah tahap kritis dalam pengukuran opini
publik yang memungkinkan peneliti memahami,
menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang
dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan melalui metode seperti
survei, wawancara, atau analisis konten, peneliti perlu
menerapkan teknik analisis yang sesuai untuk mendapatkan
gambaran akurat mengenai opini publik terhadap isu yang diteliti.
Tergantung pada jenis data yang diperoleh, analisis dapat
dilakukan secara kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya.

Analisis Kuantitatif biasanya digunakan untuk data yang
dikumpulkan melalui survei atau kuesioner. Dalam analisis ini,
peneliti menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan
distribusi data, seperti frekuensi, rata-rata, dan persentase. Selain
itu, statistik inferensial, seperti regresi dan analisis varians
(ANOVA), dapat diterapkan untuk mengidentifikasi hubungan
atau perbedaan antara variabel. Misalnya, peneliti dapat
menggunakan analisis regresi untuk melihat bagaimana variabel
independen seperti wusia, pendidikan, atau pendapatan
memengaruhi pandangan seseorang terhadap isu tertentu.
Analisis statistik ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi
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pola-pola dalam data dan menarik kesimpulan yang dapat
digeneralisasi ke populasi yang lebih luas (Babbie, 2021).

Selain statistik deskriptif dan inferensial, metode analisis
multivariat seperti analisis faktor dan analisis kluster sering kali
digunakan untuk memahami struktur kompleks dalam data opini
publik. Analisis faktor membantu dalam mengidentifikasi dimensi
atau faktor tersembunyi yang mendasari jawaban responden.
Misalnya, dalam studi tentang sikap politik, analisis faktor dapat
mengelompokkan berbagai pertanyaan menjadi dimensi yang
mencerminkan ideologi politik atau preferensi kebijakan tertentu.
Di sisi lain, analisis kluster memungkinkan peneliti
mengelompokkan responden dengan karakteristik serupa ke
dalam segmen-segmen yang berbeda, seperti kelompok
pendukung atau penentang suatu kebijakan. Teknik-teknik ini
memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pola dan
hubungan dalam data, sehingga memungkinkan peneliti untuk
mengidentifikasi segmen opini publik yang lebih spesifik (Hair et
al,, 2020).

Analisis Kualitatif biasanya diterapkan pada data yang
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok
terfokus, atau analisis konten media sosial. Dalam analisis
kualitatif, peneliti mengekstraksi tema, pola, dan makna dari teks
atau transkrip untuk memahami persepsi dan sikap responden.
Teknik-teknik seperti coding dan analisis tematik digunakan
untuk mengidentifikasi topik-topik yang sering muncul dalam
data. Misalnya, peneliti dapat mengkodekan tanggapan tentang
suatu  isu  politik menjadi beberapa tema, seperti
ketidakpercayaan terhadap pemerintah, harapan perubahan, atau
dukungan terhadap kebijakan tertentu. Analisis ini memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai opini publik karena
memungkinkan peneliti menggali makna di balik respons
responden (Babbie, 2021).

Di era digital, analisis data big data dari media sosial dan
platform digital lainnya menjadi semakin penting dalam
mengukur opini publik secara real-time. Analisis big data
melibatkan teknik komputasi untuk memproses sejumlah besar
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data yang dihasilkan oleh aktivitas pengguna di media sosial.
Teknik seperti analisis sentimen menggunakan algoritma
pemrosesan bahasa alami (natural language processing) untuk
mengidentifikasi perasaan atau sikap pengguna terhadap isu
tertentu berdasarkan teks yang mereka posting atau bagikan di
media sosial. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami
dinamika opini publik secara langsung dan responsif terhadap isu-
isu terkini.

Secara keseluruhan, analisis data dalam pengukuran opini
publik merupakan proses yang kompleks namun esensial untuk
menghasilkan gambaran akurat mengenai pandangan masyarakat.
Pemilihan teknik analisis yang sesuai—baik kuantitatif, kualitatif,
atau kombinasi keduanya—sangat penting untuk memastikan
bahwa data yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan valid
dan reliabel. Dengan memahami pola dan struktur dalam data,
peneliti dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembuat
kebijakan, organisasi, dan lembaga lainnya dalam merespons dan
merumuskan strategi berdasarkan opini publik.

5.4 Kesalahan dan Tantangan dalam Pengukuran Opini
Publik

Pengukuran opini publik memiliki peran penting dalam
menyediakan data yang bermanfaat bagi para peneliti, pembuat
kebijakan, dan lembaga lainnya. Namun, proses ini juga memiliki
berbagai tantangan dan potensi kesalahan yang perlu diatasi agar
hasil yang diperoleh dapat diandalkan. Kesalahan dalam
pengukuran opini publik dapat berasal dari berbagai aspek,
termasuk kesalahan sampel, bias responden, dan tantangan dalam
menjaga kualitas data.

Kesalahan Sampel adalah salah satu tantangan utama
dalam pengukuran opini publik. Kesalahan ini terjadi ketika
sampel yang dipilih tidak sepenuhnya representatif dari populasi
yang lebih luas. Misalnya, jika survei hanya mencakup kelompok
usia atau latar belakang tertentu, hasilnya mungkin tidak
mencerminkan opini seluruh masyarakat. Kesalahan sampel dapat
terjadi karena kesulitan dalam mengakses kelompok tertentu atau

| 68



karena Kketerbatasan sumber daya dalam menentukan sampel
yang besar dan beragam. Untuk mengurangi kesalahan ini,
peneliti perlu memastikan bahwa proses pemilihan sampel
dilakukan secara acak dan memperhatikan proporsi populasi,
sehingga hasil survei dapat digeneralisasi dengan lebih akurat
(Dillman et al., 2020).

Bias Responden adalah bentuk kesalahan lain yang umum
dalam pengukuran opini publik. Bias ini muncul ketika responden
memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pandangan
mereka yang sebenarnya, baik karena pengaruh sosial, keinginan
untuk menyesuaikan diri, atau karena pertanyaan yang tidak jelas.
Dalam survei opini publik, responden mungkin memberikan
jawaban yang dianggap lebih diterima secara sosial atau yang
diharapkan oleh pewawancara, sebuah fenomena yang dikenal
sebagai social desirability bias. Selain itu, jika pertanyaan dalam
survei disusun dengan bahasa yang ambigu atau memiliki
konotasi tertentu, responden mungkin salah menginterpretasikan
maksud pertanyaan dan memberikan jawaban yang tidak akurat.
Untuk mengatasi bias ini, peneliti perlu menyusun kuesioner
dengan hati-hati, menggunakan bahasa yang netral, dan
memastikan bahwa pertanyaan mudah dipahami (Groves et al.,
2020b).

Kesulitan dalam Menggunakan Metode Survei Daring juga
menjadi tantangan yang semakin umum di era digital. Survei
daring menawarkan banyak keuntungan dalam hal efisiensi dan
jangkauan, tetapi juga memiliki potensi untuk menghasilkan
kesalahan. Misalnya, tidak semua individu memiliki akses yang
sama terhadap internet atau perangkat digital, yang dapat
menyebabkan bias digital. Kelompok usia yang lebih tua atau
mereka yang tinggal di daerah pedesaan mungkin kurang
terwakili dalam survei daring, sehingga hasilnya tidak
mencerminkan seluruh populasi. Tantangan ini dapat diatasi
dengan menggunakan metode pengumpulan data campuran,
seperti mengombinasikan survei daring dengan survei tatap muka
atau telepon, untuk menjangkau responden yang lebih luas dan
mengurangi bias akses digital.
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Selain kesalahan sampel dan bias responden, tantangan
dalam menjaga kualitas data juga menjadi perhatian dalam
pengukuran opini publik. Dalam beberapa kasus, responden
mungkin kurang termotivasi atau merasa terganggu saat
menjawab survei panjang, sehingga mereka cenderung
memberikan jawaban asal-asalan atau melewatkan pertanyaan
tertentu. Tantangan ini dikenal sebagai nonresponse error, yang
dapat mengurangi keandalan hasil survei. Untuk mengatasi
masalah ini, peneliti perlu mempertimbangkan desain kuesioner
yang menarik dan singkat, serta memberikan instruksi yang jelas
kepada responden untuk memastikan keterlibatan mereka dalam
survei.

Secara keseluruhan, pengukuran opini publik adalah
proses yang kompleks dan rentan terhadap berbagai kesalahan
dan tantangan. Untuk menghasilkan data yang andal dan akurat,
peneliti perlu memahami dan mengatasi potensi kesalahan ini
melalui desain survei yang cermat, pemilihan sampel yang
representatif, dan strategi untuk mengurangi bias. Dengan
demikian, hasil pengukuran opini publik dapat digunakan sebagai
dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif dan sesuai
dengan pandangan masyarakat secara keseluruhan.
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BAB 6
OPINI PUBLIK DALAM KONTEKS POLITIK

FUDBLIL
OPINION

UBLIC
OPINION

PUBLIC OPINION POLUSTIONS
M=

PUBLIC OPINION

Gambar 6. Ilustrasi Opini Publik dan Pemilu

6.1 Peran Opini Publik dalam Proses Demokrasi

Opini publik memiliki peran yang sangat penting dalam
proses demokrasi, karena ia berfungsi sebagai mekanisme
pengawasan terhadap kekuasaan dan sebagai medium
komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dalam sebuah
sistem demokratis, suara rakyat adalah elemen dasar yang
menentukan legitimasi dan kebijakan yang diambil oleh para
pemimpin. Opini publik memungkinkan masyarakat untuk
mengekspresikan pandangan mereka terhadap isu-isu politik,
sosial, dan ekonomi, yang kemudian diharapkan memengaruhi
keputusan pemerintah dan partai politik (McCombs & Shaw,
2020).

Salah satu peran utama opini publik dalam demokrasi
adalah memberikan masukan bagi proses pembuatan kebijakan.
Pemerintah dan partai politik sering kali memonitor opini publik
untuk memahami pandangan masyarakat terhadap isu-isu
tertentu dan untuk menyesuaikan kebijakan mereka agar sesuai
dengan keinginan rakyat. Misalnya, dalam masa pemilihan umum,
partai politik biasanya mengamati tren opini publik untuk
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menyesuaikan kampanye mereka dengan isu-isu yang paling
relevan bagi pemilih. Dengan cara ini, opini publik memainkan
peran penting dalam membentuk agenda politik dan
memengaruhi prioritas kebijakan yang diambil oleh para
pemimpin. Hal ini mencerminkan teori agenda-setting, di mana
media dan opini publik secara tidak langsung menentukan isu-isu
apa yang dianggap penting oleh masyarakat (Coleman et al,
2021).

Opini publik juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang
efektif terhadap pemerintah. Dalam sistem demokrasi,
masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan kritik terhadap
tindakan atau kebijakan pemerintah. Opini publik yang kritis
dapat memaksa pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan
transparan dalam menjalankan kebijakan. Melalui media massa
dan media sosial, masyarakat dapat menyampaikan pandangan
mereka secara terbuka, yang pada gilirannya menciptakan
tekanan publik terhadap pemerintah. Misalnya, dalam kasus-
kasus korupsi atau pelanggaran etika politik, opini publik yang
kuat dapat mendorong penegakan hukum dan reformasi di tubuh
pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat ini penting untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa
pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik
(McCombs & Shaw, 2020).

Selain itu, opini publik memiliki peran penting dalam
proses elektoral di negara demokrasi. Sebagai contoh, hasil jajak
pendapat (polling) sering kali dijadikan indikator preferensi
politik masyarakat terhadap calon atau partai politik tertentu.
Hasil polling dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai
peluang kemenangan masing-masing kandidat dan mendorong
pemilih untuk mendukung kandidat yang dianggap lebih populer
atau berpeluang menang. Dalam konteks ini, opini publik dapat
memengaruhi hasil pemilu melalui proses yang dikenal sebagai
bandwagon effect, di mana pemilih cenderung mendukung
kandidat yang dianggap memiliki dukungan lebih besar. Hal ini
menunjukkan bagaimana opini publik tidak hanya mencerminkan
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pandangan masyarakat tetapi juga dapat membentuk perilaku
pemilih secara langsung (Coleman et al., 2021).

Namun, meskipun opini publik memiliki peran penting
dalam demokrasi, ada juga tantangan yang dihadapi dalam
mengukur dan memahami opini publik secara akurat. Bias dalam
survei atau jajak pendapat, misinformasi, dan polarisasi yang
terjadi di media sosial dapat memengaruhi pandangan
masyarakat dan menghasilkan opini publik yang tidak selalu
mencerminkan kenyataan. Untuk itu, penting bagi pemerintah,
media, dan peneliti untuk berhati-hati dalam menginterpretasikan
hasil opini publik dan memastikan bahwa pengukuran yang
dilakukan benar-benar representatif dan akurat.

Secara keseluruhan, opini publik merupakan komponen
yang esensial dalam proses demokrasi karena berfungsi sebagai
alat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sebagai
mekanisme pengawasan, serta sebagai pengaruh dalam proses
pemilihan. Dengan pemahaman yang baik terhadap opini publik,
demokrasi dapat berjalan lebih responsif dan sesuai dengan
kehendak rakyat, serta meningkatkan akuntabilitas pemimpin
terhadap masyarakat yang mereka wakili.

6.2 Pengaruh Opini Publik terhadap Kebijakan Publik

Opini publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kebijakan publik, terutama di negara-negara demokratis di mana
suara rakyat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan. Dalam
proses politik, opini publik sering kali dipandang sebagai
cerminan dari keinginan masyarakat, sehingga para pembuat
kebijakan merasa perlu untuk memperhatikan pandangan publik
guna menjaga legitimasi mereka. Opini publik dapat memengaruhi
kebijakan dalam berbagai bentuk, baik melalui pemilihan
langsung maupun melalui tekanan dari masyarakat atau media
yang menuntut respons pemerintah terhadap isu-isu yang
dianggap penting oleh publik (Burstein, 2020).

Salah satu cara di mana opini publik memengaruhi
kebijakan publik adalah melalui pemilihan umum. Ketika
pemimpin atau partai politik harus menghadapi pemilihan,
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mereka cenderung lebih responsif terhadap pandangan publik
sebagai upaya untuk mempertahankan dukungan dan
elektabilitas mereka. Misalnya, jika mayoritas masyarakat
mendukung kebijakan tertentu atau menolak kebijakan lainnya,
para pemimpin politik mungkin akan menyesuaikan sikap mereka
agar sejalan dengan opini publik demi menarik simpati pemilih.
Hal ini mencerminkan teori demokrasi responsif, di mana
pemerintah diharapkan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat
yang mereka wakili (Burstein, 2020).

Selain itu, opini publik juga dapat memengaruhi kebijakan
melalui mekanisme tekanan publik. Ketika masyarakat
menunjukkan kepedulian yang kuat terhadap suatu isu, mereka
dapat menyuarakan pandangan mereka melalui berbagai saluran,
termasuk media sosial, petisi, atau demonstrasi. Media sosial,
kKhususnya, telah  menjadi platform  penting dalam
mengekspresikan opini publik dan menyebarkan dukungan
terhadap isu-isu tertentu. Ketika suatu isu mendapat perhatian
luas di media sosial, tekanan terhadap pemerintah untuk
mengambil tindakan atau merespons permintaan masyarakat juga
meningkat. Contohnya adalah gerakan lingkungan yang didukung
oleh opini publik untuk menekan pemerintah agar mengadopsi
kebijakan-kebijakan yang lebih ramah lingkungan, seperti
mengurangi emisi karbon atau melarang penggunaan plastik
sekali pakai (Murray & Skogan, 2021).

Meski opini publik memiliki kekuatan untuk memengaruhi
kebijakan publik, tantangan juga muncul dalam proses ini. Salah
satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengukur opini
publik secara akurat, terutama di era digital di mana informasi
yang tersebar di media sosial sering kali tidak mewakili
keseluruhan populasi. Dalam beberapa kasus, opini yang muncul
di media sosial dapat tampak kuat namun sebenarnya hanya
mewakili segmen kecil masyarakat. Fenomena ini dapat
menyebabkan apa yang dikenal sebagai "distorsi opini publik,” di
mana pembuat kebijakan terpengaruh oleh pandangan yang
sebenarnya tidak merepresentasikan mayoritas masyarakat. Oleh
karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mengandalkan
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data survei yang valid dan representatif untuk mendapatkan
gambaran yang lebih akurat mengenai pandangan publik.

Selain tantangan dalam pengukuran, opini publik juga
tidak selalu stabil dan dapat berubah-ubah tergantung pada
berbagai faktor, seperti peristiwa politik atau kampanye media.
Perubahan opini publik yang cepat dapat menimbulkan tantangan
bagi pembuat kebijakan yang berusaha menyeimbangkan antara
respons terhadap opini publik dan perencanaan kebijakan jangka
panjang. Meskipun demikian, opini publik tetap menjadi faktor
penting yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat
kebijakan, karena ia berfungsi sebagai cerminan dari harapan dan
kebutuhan masyarakat.

Secara Kkeseluruhan, opini publik memainkan peran
penting dalam membentuk kebijakan publik, baik secara langsung
melalui pemilihan maupun melalui tekanan masyarakat. Dengan
memperhatikan opini publik, pemerintah dapat mengembangkan
kebijakan yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat,
meningkatkan legitimasi, dan menghindari konflik antara
pemerintah dan warga negara. Namun, penting bagi pembuat
kebijakan untuk memahami tantangan dalam menginterpretasi
opini publik agar tidak terjebak dalam keputusan yang didasarkan
pada pandangan yang belum tentu mewakili seluruh masyarakat.

6.3 Opini Publik dan Pemilu

Opini publik memainkan peran penting dalam pemilu
karena menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan
pemilih dan hasil pemilu itu sendiri. Pemilu adalah mekanisme
demokratis yang memungkinkan masyarakat untuk memilih
pemimpin yang akan mewakili mereka, dan opini publik berfungsi
sebagai indikator preferensi masyarakat terhadap kandidat atau
partai politik. Dalam konteks pemilu, opini publik juga menjadi
tolok ukur bagi para kandidat untuk mengidentifikasi isu-isu yang
dianggap penting oleh masyarakat, sehingga mereka dapat
menyusun kampanye yang sesuai dengan keinginan dan
kebutuhan pemilih. Opini publik yang kuat dalam mendukung
atau menentang isu tertentu sering kali menjadi dasar bagi
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kandidat untuk membangun pesan kampanye yang relevan dan
menarik simpati pemilih (Dalton, 2020)

Salah satu cara utama untuk mengukur opini publik
terkait pemilu adalah melalui jajak pendapat (polling). Jajak
pendapat yang dilakukan sebelum pemilu dapat memberikan
gambaran mengenai preferensi pemilih terhadap kandidat atau
partai politik tertentu. Hasil jajak pendapat sering kali digunakan
oleh media untuk memberikan prediksi hasil pemilu dan oleh
kandidat untuk menyesuaikan strategi kampanye mereka. Namun,
jajak pendapat juga dapat memengaruhi perilaku pemilih melalui
apa yang dikenal sebagai bandwagon effect, di mana pemilih
cenderung mendukung kandidat yang diprediksi menang dalam
jajak pendapat. Fenomena ini menunjukkan bahwa opini publik
yang tercermin dalam hasil jajak pendapat tidak hanya bersifat
deskriptif, tetapi juga dapat memengaruhi dinamika pemilu secara
keseluruhan (Norris & Curtice, 2021).

Selain itu, opini publik dalam konteks pemilu tidak hanya
berfokus pada kandidat, tetapi juga pada isu-isu spesifik yang
menjadi perhatian utama masyarakat. Misalnya, dalam pemilu
yang berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil,
opini publik mengenai kebijakan ekonomi akan sangat
berpengaruh terhadap preferensi pemilih. Kandidat yang
dianggap memiliki kebijakan ekonomi yang menjanjikan
kemungkinan besar akan mendapatkan dukungan lebih besar.
Dalam situasi ini, isu-isu yang menjadi fokus opini publik turut
memengaruhi agenda pemilu dan mengarahkan perhatian para
kandidat untuk menyusun program yang sesuai. Oleh karena itu,
dalam pemilu, tidak hanya penting untuk mengetahui siapa yang
didukung masyarakat, tetapi juga untuk memahami isu-isu yang
diprioritaskan oleh publik (Dalton, 2020).

Media sosial juga telah mengubah cara opini publik
terbentuk dan berperan dalam pemilu. Platform seperti Twitter,
Facebook, dan Instagram memungkinkan masyarakat untuk
secara langsung menyampaikan pandangan mereka terhadap
kandidat atau isu tertentu, dan memengaruhi orang lain melalui
proses yang cepat dan terbuka. Opini publik yang terbentuk di
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media sosial sering kali mencerminkan isu-isu yang paling relevan
bagi masyarakat dan memberikan tekanan tambahan bagi
kandidat untuk menanggapi topik-topik tersebut. Namun, media
sosial juga membawa tantangan tersendiri dalam bentuk
misinformasi atau berita palsu yang dapat memengaruhi persepsi
pemilih terhadap kandidat. Oleh karena itu, pemahaman
mengenai opini publik dalam konteks pemilu kini memerlukan
analisis yang lebih luas, termasuk memantau dinamika yang
terjadi di media sosial untuk memperoleh gambaran yang lebih
akurat mengenai pandangan masyarakat (Norris & Curtice, 2021).

Secara keseluruhan, opini publik memiliki peran yang
signifikan dalam menentukan arah dan hasil pemilu. Melalui jajak
pendapat dan interaksi di media sosial, masyarakat dapat
menyampaikan preferensi mereka secara terbuka, yang kemudian
memengaruhi strategi kampanye dan keputusan kandidat dalam
pemilu. Dengan memahami opini publik, kandidat dapat lebih
responsif terhadap kebutuhan pemilih, sementara pemilih dapat
membuat keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan isu-isu
yang relevan bagi mereka.

6.4 Studi Kasus: Opini Publik dalam Kampanye Politik

Studi kasus tentang peran opini publik dalam kampanye
politik menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat dapat
secara langsung memengaruhi strategi kampanye, pesan politik,
dan bahkan hasil pemilu. Opini publik berfungsi sebagai
barometer bagi para kandidat dan partai politik untuk menilai
respons masyarakat terhadap isu-isu tertentu dan menyesuaikan
pendekatan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, peran media
sosial dalam membentuk opini publik juga semakin besar,
memungkinkan kandidat untuk lebih dekat dengan pemilih dan
merespons opini masyarakat secara cepat dan langsung
(Boulianne & Shehata, 2021).

Salah satu studi kasus yang relevan adalah kampanye
politik dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun
2020, di mana opini publik memainkan peran signifikan dalam
memengaruhi arah kampanye kedua kandidat utama, yaitu Joe
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Biden dan Donald Trump. Pandemi COVID-19, isu kesehatan, serta
protes terkait keadilan sosial menjadi isu sentral yang dibicarakan
oleh masyarakat, dan opini publik terhadap isu-isu tersebut
memengaruhi pesan yang disampaikan oleh kedua kandidat. Joe
Biden, misalnya, merespons kekhawatiran publik terkait pandemi
dengan fokus pada rencana kebijakan kesehatan yang
komprehensif dan mendukung penggunaan masker dan vaksinasi.
Di sisi lain, Donald Trump memilih pendekatan yang lebih skeptis
terhadap pembatasan kesehatan, yang mencerminkan pandangan
sebagian pendukungnya. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana
opini publik dapat membentuk narasi kampanye dan membantu
kandidat menyesuaikan pesan mereka untuk mencerminkan
pandangan mayoritas atau segmen pemilih yang ingin mereka
jangkau (Kreiss & McGregor, 2020).

Selain itu, peran media sosial dalam membentuk opini
publik selama kampanye politik juga sangat menonjol. Media
sosial memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan
pandangan mereka dengan bebas dan memperluas jangkauan
pesan politik yang disampaikan oleh para kandidat. Dalam
konteks pemilihan presiden AS 2020, platform seperti Twitter,
Facebook, dan Instagram menjadi saluran utama bagi kedua
kandidat untuk berinteraksi dengan pemilih dan memantau tren
opini publik. Sebagai contoh, penggunaan tagar kampanye dan
penyebaran konten viral membantu kandidat untuk mendapatkan
dukungan dari masyarakat, sementara di sisi lain memungkinkan
pemilih untuk secara aktif mengomentari dan mengkritisi
kebijakan yang diusulkan. Melalui media sosial, opini publik
menjadi lebih terbuka dan terlibat dalam proses kampanye, serta
memberikan tekanan bagi kandidat untuk lebih responsif
terhadap isu-isu yang penting bagi pemilih (Boulianne & Shehata,
2021).

Kampanye politik di era digital juga menghadapi
tantangan terkait misinformasi, yang dapat mengubah opini
publik secara drastis. Selama pemilihan presiden AS 2020, banyak
berita palsu dan informasi yang tidak akurat terkait kebijakan dan
karakter kandidat menyebar di media sosial. Hal ini menunjukkan
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bahwa meskipun media sosial memberikan kesempatan bagi opini
publik untuk didengar, platform ini juga meningkatkan risiko
manipulasi informasi. Dalam situasi seperti ini, pemahaman akan
opini publik harus dilakukan dengan lebih hati-hati, dan penilaian
terhadap pandangan masyarakat perlu memperhatikan
kemungkinan adanya bias informasi yang beredar.

Secara Kkeseluruhan, studi kasus kampanye politik
menunjukkan bagaimana opini publik berperan dalam
membentuk narasi politik, menentukan fokus kampanye, dan
mengarahkan respons kandidat terhadap isu-isu utama. Media
sosial memperkuat peran opini publik dengan menyediakan
saluran yang cepat dan luas untuk menyebarkan pesan dan
memengaruhi persepsi masyarakat. Meskipun demikian,
tantangan terkait misinformasi tetap menjadi perhatian penting
dalam memahami opini publik dalam kampanye politik.
Kampanye yang berhasil adalah kampanye yang mampu
menyesuaikan diri dengan opini publik, merespons kebutuhan
pemilih, serta menjaga keakuratan informasi yang disampaikan
kepada masyarakat.
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BAB 7
MANIPULASI DAN KONTROL
OPINI PUBLIK

Gambar 7. Ilustrasi Propaganda dan Media Massa

7.1 Propaganda dan Media Massa

Propaganda merupakan salah satu bentuk manipulasi
opini publik yang telah lama digunakan oleh berbagai pihak untuk
memengaruhi persepsi masyarakat. Propaganda memiliki tujuan
yang spesifik: menyampaikan informasi yang menguntungkan
bagi pihak tertentu, sering kali dengan mengorbankan objektivitas
dan kebenaran. Dalam konteks media massa, propaganda dapat
muncul dalam bentuk berita, iklan, atau kampanye yang dirancang
untuk membangun dukungan, mengarahkan persepsi, atau
bahkan memanipulasi emosi publik terhadap isu tertentu. Media
massa memainkan peran kunci dalam penyebaran propaganda
karena jangkauannya yang luas dan kemampuannya untuk
membingkai informasi sesuai dengan agenda tertentu (Jowett &
O’Donnell, 2020).

Propaganda menggunakan berbagai teknik untuk
membangun pesan yang memengaruhi opini publik. Salah satu
teknik yang sering digunakan adalah framing atau pembingkaian,
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di mana informasi disajikan dengan sudut pandang tertentu untuk
memengaruhi cara pandang audiens. Misalnya, dalam konteks
konflik politik, media massa yang dikendalikan oleh pihak
tertentu mungkin membingkai lawan politik sebagai ancaman
terhadap stabilitas atau keamanan nasional. Teknik ini tidak
hanya memberikan informasi yang terbatas tetapi juga
membangun persepsi yang sangat terarah di benak audiens. Selain
framing, teknik lainnya termasuk testimonial (menggunakan
tokoh berpengaruh untuk mendukung pesan), bandwagon effect
(menyajikan seolah-olah sebagian besar masyarakat mendukung
pesan), dan penggunaan simbol atau bahasa emosional yang
bertujuan untuk membangkitkan reaksi emosional tertentu (Ellul,
2020).

Di era digital, peran media massa dalam propaganda
semakin diperkuat oleh kehadiran media sosial, yang
memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan tanpa
batas geografis. Media sosial memungkinkan propaganda
menyebar melalui algoritma yang memperkuat konten yang
dianggap relevan atau populer, sering kali tanpa verifikasi
kebenarannya. Hal ini membuka peluang bagi propaganda untuk
mendapatkan visibilitas lebih besar dibandingkan dengan berita
yang berbasis fakta. Sebagai contoh, dalam kampanye politik,
propaganda yang menyebar melalui media sosial dapat
memengaruhi opini publik dengan memanipulasi informasi atau
menyebarkan berita palsu mengenai kandidat tertentu. Dengan
begitu, media sosial tidak hanya menjadi medium penyebaran
propaganda tetapi juga memperkuat dampak propaganda
tersebut dalam membentuk opini publik (Jowett & O'Donnell,
2020).

Meskipun propaganda sering kali diidentifikasi sebagai
sesuatu yang negatif, penggunaannya tidak selalu bermaksud
buruk. Dalam beberapa kasus, propaganda digunakan untuk
tujuan positif, seperti kampanye kesehatan atau gerakan sosial
yang bertujuan untuk memengaruhi perilaku masyarakat demi
kebaikan bersama. Misalnya, selama pandemi COVID-19,
pemerintah di berbagai negara menggunakan media massa dan
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media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan  yang
mempromosikan pentingnya vaksinasi dan protokol kesehatan.
Dalam kasus ini, meskipun pesan tersebut mungkin
menyederhanakan atau menekankan aspek tertentu, tujuannya
adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat, bukan untuk
mengecoh atau memanipulasi secara negatif. Oleh karena itu,
konteks dan tujuan dari propaganda sangat penting dalam menilai
dampaknya terhadap opini publik (Ellul, 2020).

Secara keseluruhan, propaganda melalui media massa
adalah alat yang kuat dalam membentuk opini publik. Media
massa memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi
dengan cara yang sangat terarah, yang memungkinkan
propaganda untuk memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat.
Di era digital, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat
melalui media sosial, penting bagi masyarakat untuk memiliki
literasi media yang baik agar mampu membedakan antara
informasi yang objektif dan propaganda. Dengan demikian,
masyarakat dapat lebih kritis dalam mengonsumsi informasi dan
terhindar dari manipulasi yang tidak bertanggung jawab.

7.2 Teknik Persuasi dalam Membentuk Opini Publik

Persuasi adalah teknik komunikasi yang digunakan untuk
memengaruhi sikap, kepercayaan, atau perilaku seseorang
melalui penyampaian pesan yang meyakinkan. Dalam konteks
pembentukan opini publik, persuasi memainkan peran penting
karena memungkinkan pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah,
perusahaan, atau organisasi sosial, untuk memengaruhi
pandangan masyarakat terhadap isu atau produk tertentu.
Teknik-teknik persuasi yang efektif dapat membentuk opini
publik secara positif atau negatif, tergantung pada cara dan tujuan
penggunaannya. Persuasi tidak hanya memanfaatkan logika,
tetapi juga emosi dan kredibilitas sumber untuk mencapai hasil
yang maksimal (Perloff, 2021)

Salah satu teknik persuasi yang sering digunakan dalam
pembentukan opini publik adalah ethos, yang mengacu pada
kredibilitas dan reputasi sumber informasi. Ketika sebuah pesan
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disampaikan oleh seseorang atau lembaga yang dianggap ahli atau
memiliki otoritas dalam bidang tertentu, audiens lebih cenderung
mempercayai dan menerima pesan tersebut. Misalnya, dalam
kampanye kesehatan masyarakat, informasi yang disampaikan
oleh dokter atau ahli kesehatan lebih mungkin diikuti karena
mereka memiliki keahlian di bidang tersebut. Kredibilitas yang
dimiliki oleh sumber tersebut meningkatkan efektivitas pesan dan
membantu membentuk opini publik yang mendukung kampanye
tersebut (Rhoads & Cialdini, 2020).

Teknik persuasi lainnya yang sering digunakan adalah
pathos, yaitu penggunaan emosi untuk memengaruhi audiens.
Pathos sering kali melibatkan cerita atau gambar yang memancing
emosi tertentu, seperti simpati, rasa takut, atau harapan.
Penggunaan emosi dapat memperkuat daya tarik pesan dan
mendorong respons audiens yang lebih cepat. Sebagai contoh,
kampanye lingkungan yang menampilkan gambar-gambar hewan
yang terkena dampak negatif akibat pencemaran lingkungan
dapat membangkitkan simpati masyarakat dan mendorong
mereka untuk lebih mendukung kebijakan pro-lingkungan. Teknik
ini sangat efektif dalam membentuk opini publik karena emosi
cenderung meninggalkan kesan mendalam yang mendorong
tindakan nyata (Perloff, 2021).

Logos, yang berfokus pada logika dan argumen yang
rasional, juga merupakan teknik penting dalam persuasi. Logos
melibatkan penggunaan data, statistik, atau fakta yang
meyakinkan untuk mendukung sebuah pesan. Teknik ini sangat
penting dalam konteks di mana audiens membutuhkan bukti
konkret untuk mempercayai pesan yang disampaikan. Misalnya,
dalam kampanye untuk mendukung vaksinasi, data statistik
tentang efektivitas vaksin dalam mencegah penyakit dapat
memperkuat argumen dan membentuk opini publik yang positif
terhadap vaksinasi. Dengan memberikan bukti yang logis dan
terukur, audiens lebih mudah diyakinkan dan lebih mungkin
mendukung kampanye tersebut.

Di era digital, teknik persuasi ini semakin diperkuat oleh
media sosial yang memungkinkan penyebaran pesan secara luas
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dan cepat. Media sosial juga memungkinkan personalisasi pesan
yang lebih efektif, di mana konten dapat disesuaikan dengan
preferensi atau kebutuhan individu berdasarkan data yang
dikumpulkan dari aktivitas daring mereka. Dengan personalisasi
ini, teknik persuasi dapat disampaikan secara lebih relevan dan
tepat sasaran, sehingga memaksimalkan pengaruhnya terhadap
opini publik.

Meskipun teknik persuasi memiliki banyak keuntungan
dalam membentuk opini publik, penggunaannya juga perlu
dilakukan dengan etika. Penyampaian pesan yang manipulatif
atau menyesatkan dapat merusak kepercayaan publik dan
mengarah pada pandangan yang salah atau bias terhadap suatu
isu. Oleh karena itu, penting bagi pelaku komunikasi publik untuk
menggunakan teknik persuasi secara bertanggung jawab dan
transparan, dengan tujuan memberikan informasi yang benar dan
bermanfaat bagi masyarakat.

7.3 Etika dalam Pengendalian Opini Publik

Etika dalam pengendalian opini publik menjadi topik yang
sangat penting dalam era digital, di mana informasi dapat
menyebar dengan cepat dan memengaruhi pandangan
masyarakat secara luas. Pengendalian opini publik sering kali
digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, dan
perusahaan, untuk membentuk persepsi publik terhadap isu
tertentu. Meskipun memiliki potensi untuk digunakan secara
positif, pengendalian opini publik juga dapat berisiko ketika
dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip etika. Etika
dalam pengendalian opini publik menuntut agar pihak-pihak yang
berkepentingan bertindak dengan integritas, transparansi, dan
tanggung jawab dalam memengaruhi pandangan masyarakat
(Fitzpatrick & Bronstein, 2021).

Salah satu aspek penting dari etika dalam pengendalian
opini publik adalah transparansi. Ketika pihak tertentu mencoba
mengarahkan opini publik, penting bagi mereka untuk
menyampaikan niat atau kepentingan di balik pesan yang
disampaikan. Misalnya, dalam kampanye politik atau iklan
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komersial, pengungkapan mengenai siapa yang mendanai
kampanye atau apa yang menjadi tujuan utamanya membantu
masyarakat memahami konteks pesan tersebut. Transparansi ini
penting agar masyarakat dapat menilai informasi secara kritis dan
membuat keputusan yang lebih terinformasi. Ketika informasi
disajikan secara transparan, risiko manipulasi yang merugikan
dapat dikurangi, dan kepercayaan publik terhadap media atau
organisasi yang menyampaikan pesan dapat dipertahankan
(Bowen, 2020).

Selain transparansi, kejujuran juga menjadi nilai etika
yang esensial dalam pengendalian opini publik. Penyampaian
informasi yang menyesatkan atau manipulatif tidak hanya
merusak kepercayaan publik, tetapi juga dapat berdampak negatif
bagi masyarakat. Misalnya, dalam konteks kesehatan masyarakat,
penyebaran informasi yang salah mengenai suatu produk atau
kebijakan kesehatan dapat menimbulkan kebingungan atau
bahkan risiko kesehatan yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena
itu, pelaku komunikasi publik, seperti jurnalis, pengiklan, atau
influencer, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan
informasi yang akurat dan tidak memutarbalikkan fakta demi
keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Etika dalam
pengendalian opini publik menuntut agar informasi disampaikan
dengan jujur dan bertanggung jawab untuk melindungi
kepentingan publik.

Di era digital, tantangan etika dalam pengendalian opini
publik semakin kompleks karena penyebaran informasi dapat
terjadi secara masif melalui media sosial. Platform digital
memungkinkan pihak tertentu untuk menyebarkan pesan dengan
cepat, bahkan tanpa verifikasi atau kontrol. Hal ini menimbulkan
risiko tinggi terhadap penyebaran misinformasi dan disinformasi
yang dapat membentuk opini publik secara tidak etis. Sebagai
contoh, berita palsu atau konten manipulatif yang menyebar di
media sosial sering kali dirancang untuk memengaruhi persepsi
masyarakat terhadap isu politik atau ekonomi. Dalam situasi ini,
masyarakat menjadi rentan terhadap manipulasi karena informasi
yang tidak akurat tersebar secara luas sebelum dapat diverifikasi.
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Oleh karena itu, prinsip etika dalam pengendalian opini publik
menuntut adanya regulasi dan literasi media yang kuat agar
masyarakat mampu memfilter informasi dengan baik (Fitzpatrick
& Bronstein, 2021).

Secara keseluruhan, etika dalam pengendalian opini
publik merupakan tanggung jawab bersama antara penyampai
pesan dan masyarakat. Pihak yang memengaruhi opini publik
harus melakukannya dengan transparansi, kejujuran, dan
integritas untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan
tidak hanya akurat, tetapi juga memberikan manfaat bagi
masyarakat. Dengan pendekatan etis ini, pengendalian opini
publik dapat dijadikan alat yang konstruktif dalam membentuk
pandangan masyarakat, tanpa melanggar hak mereka untuk
mendapatkan informasi yang benar dan tidak bias. Penting bagi
masyarakat juga untuk memiliki literasi media yang baik agar
mereka mampu membedakan informasi yang dapat dipercaya
dari manipulasi atau propaganda yang tidak bertanggung jawab.

7.4 Studi Kasus Manipulasi Opini Publik

Manipulasi opini publik telah menjadi strategi yang sering
digunakan dalam berbagai konteks politik, ekonomi, dan sosial.
Dengan memanfaatkan media massa dan media sosial, pihak-
pihak tertentu dapat menyebarkan informasi yang sengaja
dirancang untuk mengarahkan pandangan masyarakat ke arah
tertentu. Salah satu kasus manipulasi opini publik yang cukup
terkenal adalah kontroversi mengenai campur tangan asing dalam
pemilu. Penelitian menunjukkan bahwa negara atau kelompok
tertentu menggunakan propaganda digital untuk memengaruhi
opini publik di negara lain demi tujuan politik, sering kali dengan
menyebarkan informasi yang tidak akurat atau berpihak (Allcott
& Gentzkow, 2017).

Salah satu studi kasus yang relevan adalah dugaan campur
tangan Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada
tahun 2016. Dalam kasus ini, muncul tuduhan bahwa pihak-pihak
terkait di Rusia menggunakan media sosial untuk menyebarkan
propaganda yang memengaruhi opini publik Amerika terhadap
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kandidat tertentu. Mereka memanfaatkan platform seperti
Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menyebarkan berita
palsu dan konten manipulatif yang dirancang untuk membangun
ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi Amerika dan
meningkatkan perpecahan di antara kelompok masyarakat.
Kampanye ini mencakup berbagai teknik manipulasi, mulai dari
penggunaan akun palsu hingga penyebaran berita palsu yang
mengandung isu sensitif seperti ras, agama, dan imigrasi.
Propaganda yang disebarkan di media sosial ini membentuk
narasi yang berdampak pada opini publik, terutama di kalangan
pemilih yang rentan terhadap pengaruh informasi online (Tucker
etal, 2018).

Kasus manipulasi opini publik lainnya terjadi dalam
konteks ekonomi dan pemasaran. Dalam dunia bisnis, perusahaan
sering kali memanfaatkan media sosial dan strategi pemasaran
digital untuk menciptakan persepsi positif terhadap produk atau
merek mereka. Salah satu contoh manipulasi ini adalah
penggunaan ulasan palsu di platform seperti Amazon dan
TripAdvisor. Beberapa perusahaan diketahui membayar individu
untuk menulis ulasan positif tentang produk atau layanan mereka,
atau bahkan menulis ulasan negatif tentang produk pesaing.
Ulasan palsu ini memberikan gambaran yang tidak akurat kepada
konsumen dan memanipulasi opini publik terhadap kualitas
produk atau layanan yang ditawarkan. Dampak dari manipulasi
opini publik semacam ini dapat merugikan konsumen yang tidak
memiliki informasi yang lengkap dan akurat dalam membuat
keputusan pembelian (Mayzlin et al., 2019).

Di era digital, manipulasi opini publik semakin kompleks
karena penyebaran informasi dapat terjadi secara luas dan cepat.
Media sosial memungkinkan siapa saja untuk menjadi penyebar
informasi, sehingga membuka peluang besar bagi manipulasi
opini publik. Dengan algoritma yang cenderung memperkuat
konten yang banyak dibagikan atau disukai, informasi manipulatif
dapat dengan mudah mencapai audiens yang luas. Hal ini
menciptakan  tantangan besar bagi masyarakat untuk
mengidentifikasi informasi yang dapat dipercaya. Selain itu,
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manipulasi opini publik juga semakin sulit dideteksi karena
pelaku dapat menggunakan berbagai teknik seperti deepfake,
akun palsu, dan bot untuk memperkuat pesan yang ingin
disampaikan.

Secara keseluruhan, kasus-kasus manipulasi opini publik
menunjukkan bahwa strategi ini memiliki dampak yang signifikan
terhadap persepsi masyarakat. Dari konteks politik hingga
pemasaran, manipulasi opini publik berpotensi merusak
kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi yang
seharusnya dapat dipercaya. Untuk mengatasi tantangan ini,
literasi media dan regulasi yang ketat terhadap penyebaran
informasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih siap dalam
menghadapi berbagai bentuk manipulasi di era digital.
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BAB 8
OPINI PUBLIK DALAM KRISIS
DAN KONFLIK
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Gambar 8. Ilustrasi Manajemen Krisis dan Opini Publik

8.1 Peran Opini Publik dalam Situasi Krisis

Opini publik memegang peran yang sangat penting dalam
situasi krisis, di mana persepsi dan respons masyarakat terhadap
informasi yang mereka terima menjadi faktor krusial dalam
penanganan krisis tersebut. Situasi krisis, seperti bencana alam,
krisis kesehatan, atau konflik politik, memerlukan respons cepat
dan efektif dari pemerintah, organisasi, maupun media. Opini
publik dalam situasi ini tidak hanya mencerminkan tingkat
kekhawatiran masyarakat tetapi juga berpotensi memengaruhi
tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang. Opini
publik yang baik dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap
kebijakan tertentu dapat meningkatkan keberhasilan penanganan
krisis. Sebaliknya, ketidakpercayaan atau kepanikan masyarakat
dapat memperburuk situasi krisis dan menambah beban bagi
pihak yang menangani krisis (Coombs, 2021).

Selama krisis, opini publik sering kali dipengaruhi oleh
informasi yang disampaikan melalui media massa dan media
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sosial. Media berperan dalam membingkai (framing) isu Kkrisis,
yang dapat menentukan bagaimana publik memahami dan
merespons situasi tersebut. Misalnya, dalam Kkrisis kesehatan
seperti pandemi COVID-19, media berperan dalam menyebarkan
informasi mengenai tindakan pencegahan dan kebijakan
kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Melalui penyajian
informasi ini, media dapat membentuk opini publik yang
mendukung atau menolak kebijakan tertentu, tergantung pada
cara isu tersebut disampaikan. Penelitian menunjukkan bahwa
framing oleh media yang menekankan aspek positif dari kebijakan
tertentu, seperti manfaat vaksinasi, dapat membangun dukungan
masyarakat terhadap program vaksinasi dan membantu menekan
angka penyebaran virus (Austin et al., 2020).

Selain itu, opini publik dapat menjadi sumber tekanan bagi
pemerintah dan lembaga terkait untuk bertindak cepat dan tepat
dalam menangani krisis. Ketika opini publik menuntut tindakan
tertentu, seperti penyediaan bantuan segera atau perbaikan
kebijakan, pihak berwenang sering kali merasa perlu merespons
tuntutan tersebut untuk menjaga legitimasi mereka. Dalam situasi
krisis, media sosial telah memberikan platform bagi masyarakat
untuk menyuarakan keluhan, permintaan, dan kekhawatiran
mereka secara langsung kepada pihak yang berwenang. Sebagai
contoh, selama bencana banjir di suatu daerah, masyarakat dapat
menggunakan media sosial untuk melaporkan kondisi mereka dan
menuntut tindakan dari pemerintah. Tekanan opini publik ini
memengaruhi pengambilan keputusan dan prioritas kebijakan
selama krisis, sehingga menunjukkan peran penting opini publik
sebagai pengawas dalam situasi darurat (Coombs, 2021).

Di sisi lain, opini publik dalam situasi krisis juga dapat
menjadi sumber tantangan, terutama ketika informasi yang
diterima masyarakat tidak akurat atau manipulatif. Misinformasi
dan disinformasi yang tersebar di media sosial dapat menciptakan
kepanikan atau kebingungan di tengah masyarakat. Misalnya,
selama pandemi COVID-19, berbagai teori konspirasi dan
informasi palsu mengenai bahaya vaksin menyebar luas di media
sosial, yang menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan

190



terhadap upaya vaksinasi. Ketidakpercayaan ini menghambat
upaya pemerintah untuk mencapai target vaksinasi dan
memperpanjang krisis kesehatan. Dalam situasi seperti ini, opini
publik yang terbentuk oleh informasi yang tidak akurat dapat
berdampak negatif terhadap penanganan krisis dan menyebabkan
krisis yang lebih berkepanjangan (Austin et al., 2020).

Selain itu, dalam situasi krisis, opini publik juga
dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti rasa takut, empati, dan
solidaritas. Rasa takut dapat menyebabkan respons yang
berlebihan atau bahkan irasional, yang diperparah oleh informasi
yang tidak jelas atau menyesatkan. Sebaliknya, empati dan
solidaritas dapat mendorong masyarakat untuk bekerja sama dan
membantu pihak-pihak yang terdampak. Misalnya, dalam situasi
krisis kemanusiaan, seperti bencana alam, opini publik yang
mengedepankan solidaritas dan kepedulian sering Kkali
mendorong banyak orang untuk berdonasi atau menjadi relawan.
Solidaritas ini mencerminkan bagaimana opini publik yang positif
dapat memperkuat dukungan sosial dan mendorong aksi kolektif
yang konstruktif dalam menangani krisis.

Peran penting opini publik dalam situasi krisis juga
terlihat dalam evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dan
lembaga terkait. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah
telah bertindak cepat dan efektif dalam menangani krisis, tingkat
kepercayaan publik terhadap pemerintah cenderung meningkat.
Sebaliknya, jika pemerintah dianggap lamban atau tidak efektif,
opini publik yang negatif dapat mengarah pada ketidakpuasan,
bahkan protes. Oleh karena itu, komunikasi yang transparan dan
responsif sangat penting dalam membentuk opini publik yang
positif selama krisis. Dengan menyediakan informasi yang akurat
dan tepat waktu, pihak berwenang dapat membangun
kepercayaan publik dan mencegah penyebaran rumor atau
kepanikan yang tidak perlu (Coombs, 2021).

Secara keseluruhan, opini publik memainkan peran yang
kompleks dalam situasi krisis, baik sebagai pendukung maupun
tantangan bagi penanganan krisis. Opini publik yang terinformasi
dan mendukung dapat menjadi aset berharga dalam
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menyukseskan penanganan krisis, sementara opini publik yang
terbentuk dari informasi yang tidak akurat dapat memperburuk
keadaan. Di era digital, penting bagi pemerintah dan lembaga
terkait untuk tidak hanya mengendalikan arus informasi tetapi
juga untuk membangun kepercayaan dengan berkomunikasi
secara transparan dan akurat. Dengan pendekatan yang tepat,
opini publik dapat diarahkan untuk mendukung upaya
penanganan krisis dan mempercepat pemulihan dari dampak
Krisis.

8.2 Pembentukan Opini Publik dalam Situasi Konflik

Opini publik memainkan peran penting dalam situasi
konflik, karena pandangan masyarakat terhadap isu-isu yang
menjadi sumber konflik dapat memengaruhi arah dan intensitas
dari konflik tersebut. Dalam situasi konflik, opini publik tidak
hanya dipengaruhi oleh fakta dan informasi, tetapi juga oleh
emosi, kepentingan politik, dan penyajian berita oleh media
massa. Pembentukan opini publik dalam konteks konflik adalah
proses yang kompleks, di mana berbagai pihak, termasuk
pemerintah, organisasi, dan media, terlibat dalam upaya untuk
memengaruhi persepsi masyarakat. Cara opini publik terbentuk
dalam situasi konflik dapat berdampak besar pada bagaimana
konflik tersebut berkembang dan bagaimana masyarakat
berperan dalam menanggapi atau mengatasi konflik tersebut
(Ward & Schwartz, 2020).

Salah satu faktor kunci dalam pembentukan opini publik
dalam situasi konflik adalah peran media massa. Media memiliki
kekuatan untuk membingkai (framing) suatu konflik, yang dapat
memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pihak-pihak
yang terlibat dalam konflik. Misalnya, dalam konflik politik, media
yang berpihak pada salah satu pihak mungkin menekankan sudut
pandang atau argumen dari pihak tersebut, sementara
mengabaikan atau mengkritik pandangan dari pihak lawan.
Proses framing ini menciptakan narasi yang memengaruhi opini
publik secara signifikan, karena masyarakat sering kali
mengandalkan media untuk memperoleh informasi terkait
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konflik. Jika media menyajikan konflik dengan menekankan
aspek-aspek tertentu, seperti Kketidakadilan atau penderitaan
pihak tertentu, masyarakat cenderung membentuk opini yang
simpati terhadap pihak yang dianggap sebagai korban
(Hutchinson & Bleiker, 2019).

Penggunaan emosi dalam pembentukan opini publik juga
sangat efektif dalam situasi konflik. Konflik sering kali
memunculkan perasaan marah, takut, dan simpati, yang
dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membangun dukungan
publik. Misalnya, dalam situasi perang atau konflik bersenjata,
penggunaan gambar-gambar yang mengerikan atau narasi yang
menyentuh emosi dapat memobilisasi dukungan publik terhadap
kebijakan tertentu, seperti intervensi militer atau sanksi terhadap
pihak lawan. Emosi yang terlibat dalam situasi konflik membuat
masyarakat lebih cenderung membentuk opini berdasarkan
reaksi emosional daripada pertimbangan rasional. Hal ini
menambah kompleksitas dalam pembentukan opini publik karena
emosi dapat mengaburkan fakta atau mengesampingkan analisis
objektif. Pihak-pihak yang ingin membentuk opini publik dalam
konflik sering kali menggunakan strategi ini untuk menciptakan
simpati atau antipati yang kuat di kalangan masyarakat, yang
pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan dan tindakan yang
diambil (Ward & Schwartz, 2020).

Media sosial juga memainkan peran yang semakin penting
dalam pembentukan opini publik dalam situasi konflik. Di era
digital, media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses
informasi secara langsung dan sering kali tanpa filter, yang bisa
mempercepat penyebaran opini. Namun, media sosial juga
memfasilitasi penyebaran misinformasi dan disinformasi yang
dapat memperkeruh situasi konflik. Dalam beberapa kasus, pihak-
pihak yang berkepentingan dalam konflik menggunakan media
sosial untuk menyebarkan propaganda atau berita palsu yang
dirancang untuk memengaruhi opini publik. Dengan cara ini,
media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi
tetapi juga sebagai alat untuk memanipulasi pandangan
masyarakat. Ketika informasi yang salah atau bias menyebar luas
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di media sosial, opini publik dapat terbentuk berdasarkan data
yang tidak akurat, yang dapat memperburuk konflik dan
menghambat upaya resolusi (Hutchinson & Bleiker, 2019).

Di sisi lain, opini publik dalam situasi konflik juga dapat
memainkan peran positif dengan mendukung upaya perdamaian
atau dialog. Ketika masyarakat mendapatkan informasi yang
objektif dan transparan mengenai konflik, mereka dapat
membentuk opini yang mendorong penyelesaian damai. Opini
publik yang mendukung dialog atau negosiasi dapat memberikan
tekanan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi
tanpa kekerasan. Misalnya, dalam konflik politik, demonstrasi
damai dan petisi yang didukung oleh opini publik sering kali
berhasil mendorong pemimpin politik untuk mempertimbangkan
dialog sebagai cara penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, media
yang bertanggung jawab memainkan peran penting dalam
menyediakan informasi yang akurat dan berimbang agar
masyarakat dapat membentuk opini yang mendukung
perdamaian (Ward & Schwartz, 2020).

Namun, tantangan dalam pembentukan opini publik
dalam konflik adalah bahwa informasi sering kali disajikan secara
bias, baik oleh media, pemerintah, maupun pihak-pihak yang
berkepentingan. Bias informasi ini dapat memperkeruh konflik
dengan menciptakan opini publik yang ekstrem atau berpihak
secara berlebihan pada satu sisi. Di sinilah pentingnya literasi
media di kalangan masyarakat, agar mereka dapat menganalisis
dan memverifikasi informasi sebelum membentuk opini. Dengan
literasi media yang baik, masyarakat dapat memahami situasi
konflik secara lebih objektif dan membentuk opini yang tidak
hanya berdasarkan emosi atau kepentingan politik semata.

Secara keseluruhan, pembentukan opini publik dalam
situasi konflik adalah proses yang melibatkan berbagai elemen,
mulai dari framing oleh media hingga emosi masyarakat yang
terlibat. Opini publik yang terbentuk dalam situasi ini dapat
memengaruhi jalannya konflik dan juga upaya penyelesaian. Oleh
karena itu, penting bagi media, pemerintah, dan masyarakat untuk
memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan tidak
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bias, sehingga opini publik yang terbentuk dapat berkontribusi
positif dalam mencari solusi terhadap konflik. Dengan cara ini,
opini publik dapat menjadi alat yang konstruktif dalam membantu
mengatasi konflik daripada memperparahnya.

8.3 Manajemen Krisis dan Opini Publik

Manajemen krisis adalah proses yang melibatkan
serangkaian tindakan strategis yang dilakukan oleh organisasi
atau pemerintah untuk mengelola dan merespons situasi darurat
atau krisis. Dalam proses ini, opini publik memainkan peran yang
krusial, karena pandangan masyarakat terhadap krisis dapat
memengaruhi keefektifan penanganan krisis dan reputasi
organisasi yang terlibat. Manajemen Kkrisis yang efektif harus
mempertimbangkan opini publik sebagai elemen penting, karena
masyarakat yang memiliki pandangan positif terhadap respons
krisis lebih cenderung mendukung kebijakan yang diambil.
Sebaliknya, opini publik yang negatif dapat memperburuk Kkrisis,
memperlemah kepercayaan publik, dan menciptakan resistensi
terhadap tindakan yang diambil (Coombs, 2021).

Komunikasi yang transparan dan responsif adalah salah
satu komponen penting dalam manajemen krisis untuk
membentuk opini publik yang positif. Dalam situasi Kkrisis,
masyarakat cenderung membutuhkan informasi yang akurat,
jelas, dan disampaikan dengan cepat. Jika informasi yang diterima
tidak memadai atau tertunda, hal ini dapat menimbulkan
ketidakpercayaan dan menciptakan ruang bagi spekulasi atau
misinformasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang baik
harus melibatkan penyampaian informasi yang lengkap dan
sesuai dengan kenyataan untuk menghindari interpretasi yang
salah di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, selama Kkrisis
kesehatan seperti pandemi COVID-19, pemerintah di berbagai
negara berupaya untuk memberikan informasi terkini mengenai
langkah-langkah pencegahan, data penyebaran virus, dan upaya
vaksinasi. Komunikasi yang transparan ini tidak hanya membantu
mengendalikan opini publik, tetapi juga membangun dukungan
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masyarakat terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan
(Austin et al., 2020).

Selain komunikasi yang transparan, peran juru bicara
yang kredibel juga penting dalam membangun opini publik yang
positif selama krisis. Juru bicara yang memiliki reputasi baik dan
dipercaya oleh publik dapat memperkuat pesan yang
disampaikan, sehingga masyarakat lebih yakin terhadap tindakan
yang diambil oleh organisasi atau pemerintah. Pemilihan juru
bicara yang tepat, seperti tokoh medis dalam krisis kesehatan
atau pakar lingkungan dalam bencana alam, memberikan rasa
otoritas dan meningkatkan kepercayaan publik. Misalnya, dalam
pandemi COVID-19, banyak negara yang menggunakan pakar
kesehatan sebagai juru bicara untuk memberikan arahan dan
pembaruan tentang kondisi krisis. Kehadiran tokoh yang kredibel
dalam komunikasi krisis membantu membentuk opini publik yang
positif karena masyarakat merasa yakin bahwa mereka
mendapatkan informasi dari sumber yang ahli dan dapat
dipercaya (Coombs, 2021).

Pengelolaan media sosial menjadi semakin penting dalam
manajemen krisis di era digital. Media sosial adalah saluran utama
di mana informasi dapat menyebar dengan cepat, baik yang
akurat maupun yang salah. Oleh karena itu, organisasi atau
pemerintah perlu memiliki tim khusus yang dapat memantau,
merespons, dan mengelola informasi di media sosial secara efektif
selama krisis. Pengelolaan media sosial yang baik mencakup
penyebaran informasi yang akurat, merespons pertanyaan publik,
dan menanggapi rumor atau informasi palsu dengan cepat.
Dengan melakukan ini, organisasi dapat mengendalikan narasi
krisis dan memastikan bahwa opini publik terbentuk berdasarkan
fakta, bukan spekulasi atau misinformasi. Strategi ini penting
untuk mencegah munculnya kepanikan atau kekhawatiran
berlebihan yang dapat mengganggu upaya manajemen Krisis
(Austin et al,, 2020).

Di sisi lain, manajemen krisis juga melibatkan pemantauan
opini  publik untuk mengidentifikasi pandangan atau
kekhawatiran utama masyarakat selama krisis. Melalui survei,
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analisis media sosial, atau feedback dari masyarakat, organisasi
dapat memahami apa yang menjadi perhatian utama publik dan
menyesuaikan strategi komunikasi mereka. Jika, misalnya,
masyarakat khawatir tentang dampak ekonomi dari suatu
kebijakan krisis, organisasi dapat menyediakan informasi
tambahan atau bantuan yang relevan untuk mengatasi
kekhawatiran tersebut. Pemantauan opini publik ini membantu
memastikan bahwa strategi manajemen krisis tetap relevan
dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan dukungan publik dan mempercepat pemulihan dari
krisis.

Evaluasi pasca-krisis juga penting untuk memahami
efektivitas manajemen Krisis dalam membentuk opini publik.
Setelah krisis berakhir, organisasi dapat melakukan evaluasi
terhadap respons dan strategi komunikasi yang telah diterapkan.
Evaluasi ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi
area yang berhasil dan aspek yang memerlukan perbaikan.
Evaluasi ini juga memberikan gambaran mengenai persepsi
publik pasca-krisis, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam
mengembangkan strategi yang lebih baik di masa mendatang.
Dalam banyak kasus, organisasi yang secara proaktif belajar dari
krisis sebelumnya cenderung lebih siap dalam menghadapi krisis
yang akan datang dan lebih mampu menjaga opini publik yang
positif.

Secara keseluruhan, manajemen krisis adalah proses yang
kompleks yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang
opini publik. Komunikasi yang transparan, peran juru bicara yang
kredibel, pengelolaan media sosial, dan pemantauan opini publik
merupakan komponen penting dalam mengelola krisis dan
membentuk opini publik yang mendukung. Dengan pendekatan
yang tepat, organisasi atau pemerintah dapat meningkatkan
kepercayaan publik, mengurangi dampak negatif krisis, dan
memperkuat hubungan dengan masyarakat. Di era digital saat ini,
kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif menjadi
lebih penting daripada sebelumnya, karena opini publik dapat
terbentuk dengan cepat dan menyebar secara luas.
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8.4 Studi Kasus Opini Publik dalam Situasi Darurat

Opini publik dalam situasi darurat memiliki peran yang
penting dalam menentukan respons masyarakat terhadap
peristiwa yang sedang berlangsung serta memengaruhi efektivitas
tindakan yang diambil oleh pihak berwenang. Situasi darurat,
seperti bencana alam, pandemi, atau serangan teroris, sering kali
menciptakan keadaan ketidakpastian dan kepanikan di kalangan
masyarakat. Dalam situasi seperti ini, bagaimana opini publik
terbentuk dan dikendalikan dapat berdampak besar pada
penanganan Kkrisis. Studi kasus dari berbagai peristiwa darurat
menunjukkan bagaimana opini publik dapat dibentuk dan
dimobilisasi melalui komunikasi yang efektif atau, sebaliknya,
diperburuk oleh misinformasi atau komunikasi yang tidak tepat
(Merskin, 2020).

Salah satu studi kasus yang relevan adalah bagaimana
opini publik terbentuk selama pandemi COVID-19 yang melanda
dunia pada tahun 2020. Selama pandemi, banyak negara
menghadapi tantangan dalam mengelola persepsi masyarakat
terhadap risiko penyakit dan tindakan pencegahan yang
diberlakukan, seperti lockdown, kewajiban memakai masker, dan
vaksinasi. Di awal pandemi, masyarakat di banyak negara
mengalami kebingungan karena adanya informasi yang saling
bertentangan mengenai asal-usul virus, tingkat bahaya, dan
langkah-langkah pencegahan yang efektif. Beberapa negara yang
mampu berkomunikasi dengan transparansi dan konsistensi
berhasil membentuk opini publik yang mendukung tindakan
pencegahan. Sebagai contoh, Selandia Baru menunjukkan
bagaimana komunikasi krisis yang efektif, melalui transparansi
dan respons cepat pemerintah, mampu membangun kepercayaan
publik dan meminimalkan penolakan terhadap kebijakan
pencegahan (Smith, 2021).

Sebaliknya, di beberapa negara lain, opini publik
terbentuk berdasarkan misinformasi yang beredar luas di media
sosial. Misinformasi, seperti teori konspirasi tentang COVID-19
atau klaim yang tidak terbukti tentang efektivitas obat-obatan
tertentu, memperburuk situasi dan menciptakan
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ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Akibatnya,
sebagian masyarakat menolak untuk mematuhi protokol
kesehatan atau bahkan menolak vaksinasi. Situasi ini
menunjukkan bagaimana komunikasi yang buruk dan
ketidakmampuan pemerintah untuk menangani misinformasi
dapat menghambat upaya penanganan krisis dan memperpanjang
dampak darurat. Studi kasus ini menekankan pentingnya
komunikasi krisis yang transparan dan pemantauan aktif
terhadap opini publik untuk menghindari penyebaran informasi
yang salah (Merskin, 2020).

Media sosial memainkan peran penting dalam
pembentukan opini publik selama situasi darurat. Di era digital,
informasi menyebar dengan cepat melalui berbagai platform
media sosial, yang sering kali menjadi sumber utama informasi
bagi masyarakat. Meskipun media sosial memudahkan
penyebaran informasi yang akurat, platform ini juga
memungkinkan tersebarnya misinformasi dan disinformasi.
Dalam kasus pandemi COVID-19, misalnya, beberapa berita palsu
mengenai virus dan vaksin tersebar luas di media sosial,
menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap
kebijakan kesehatan masyarakat. Organisasi kesehatan, seperti
WHO, serta pemerintah di banyak negara, berupaya melawan
misinformasi ini dengan meluncurkan kampanye edukasi dan
menanggapi isu-isu yang beredar secara langsung di platform
media sosial. Upaya-upaya ini membantu mengarahkan opini
publik ke arah yang lebih mendukung penanganan pandemi
(Smith, 2021).

Studi kasus lainnya yang menyoroti peran opini publik
dalam situasi darurat adalah respons masyarakat terhadap
bencana alam, seperti gempa bumi atau banjir. Dalam kondisi
darurat semacam ini, opini publik dapat dipengaruhi oleh
seberapa cepat dan efektif pihak berwenang menanggapi krisis.
Jika masyarakat merasa bahwa respons pemerintah lamban atau
tidak memadai, opini publik yang negatif dapat muncul, yang
sering kali memicu protes atau ketidakpuasan. Sebagai contoh,
dalam kasus gempa bumi di Lombok, Indonesia, tahun 2018, ada
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kekhawatiran publik mengenai kecepatan respons pemerintah
dalam memberikan bantuan dan evakuasi. Media sosial menjadi
saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan
mereka, yang pada akhirnya memengaruhi reputasi pemerintah
dan memperlihatkan pentingnya manajemen krisis yang efektif
dalam menangani opini publik (Merskin, 2020).

Opini publik dalam situasi darurat juga dipengaruhi oleh
faktor-faktor psikologis, seperti rasa takut, empati, dan solidaritas.
Rasa takut dapat menyebabkan reaksi berlebihan atau bahkan
kepanikan di masyarakat, terutama jika informasi yang diterima
tidak jelas atau menyesatkan. Di sisi lain, empati dan solidaritas
dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk saling
membantu dan mendukung mereka yang terdampak krisis. Dalam
konteks bencana alam, misalnya, banyak masyarakat yang
terdorong untuk berdonasi atau menjadi relawan sebagai bentuk
solidaritas. Faktor-faktor psikologis ini menunjukkan bahwa opini
publik dalam situasi darurat bukan hanya dipengaruhi oleh
informasi, tetapi juga oleh emosi dan nilai-nilai sosial yang ada
dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, studi kasus mengenai opini publik
dalam situasi darurat menunjukkan bahwa komunikasi Kkrisis
yang efektif dan respons cepat dari pihak berwenang sangat
penting dalam mengelola opini publik. Opini publik yang positif
dapat mendukung upaya penanganan Kkrisis dan mempercepat
pemulihan, sementara opini publik yang negatif atau berbasis
misinformasi dapat menghambat respons dan bahkan
memperburuk situasi. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu
memiliki strategi komunikasi yang jelas, responsif, dan transparan
untuk mengelola opini publik dalam situasi darurat. Dengan
pendekatan yang tepat, opini publik dapat diarahkan untuk
mendukung langkah-langkah penanganan Kkrisis, menciptakan
solidaritas di kalangan masyarakat, dan meminimalkan dampak
negatif dari situasi darurat tersebut.
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BAB 9
OPINI PUBLIK DALAM KONTEKS
BUDAYA DAN NILAI

Gambar 9. Illustrasi Budaya dan Opini Publik di Indonesia

9.1 Pengaruh Budaya pada Pembentukan Opini Publik

Budaya memainkan peran yang sangat penting dalam
pembentukan opini publik. Sebagai kumpulan nilai, norma,
keyakinan, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-
temurun, budaya membentuk cara pandang dan pemikiran
masyarakat dalam menanggapi isu-isu tertentu. Pengaruh budaya
pada opini publik terlihat dalam berbagai konteks, mulai dari
preferensi politik, persepsi terhadap isu sosial, hingga tanggapan
terhadap inovasi atau perubahan. Budaya tidak hanya
mencerminkan identitas kolektif masyarakat tetapi juga
memengaruhi bagaimana masyarakat memproses informasi dan
membentuk pandangan terhadap isu tertentu. Dengan memahami
pengaruh budaya, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih
mendalam mengenai bagaimana opini publik terbentuk dalam
konteks sosial yang berbeda (Hofstede & Minkov, 2020).

Salah satu cara budaya memengaruhi opini publik adalah
melalui nilai-nilai kolektif yang dianut oleh masyarakat. Dalam
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masyarakat yang lebih kolektivis, seperti banyak negara di Asia,
nilai-nilai kesatuan, solidaritas, dan keharmonisan sering kali
mendominasi pandangan masyarakat terhadap isu-isu publik.
Misalnya, masyarakat dengan budaya kolektivis mungkin lebih
mendukung kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan
kelompok dibandingkan hak individu. Sebaliknya, dalam budaya
individualis, seperti di negara-negara Barat, opini publik
cenderung lebih mendukung kebebasan individu dan hak-hak
pribadi. Dalam situasi pandemi, misalnya, perbedaan ini terlihat
pada cara masyarakat merespons kebijakan kesehatan seperti
lockdown atau kewajiban vaksinasi. Di beberapa negara Asia,
masyarakat lebih menerima kebijakan ini sebagai bentuk
tanggung jawab kolektif, sedangkan di negara-negara Barat
kebijakan semacam ini dapat menimbulkan protes yang kuat
karena dianggap melanggar kebebasan individu (Hofstede, 2020).

Agama dan keyakinan juga menjadi komponen budaya
yang memengaruhi opini publik secara signifikan. Di banyak
negara, agama memainkan peran penting dalam membentuk nilai-
nilai moral masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi
pandangan masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik.
Misalnya, di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim,
opini publik terhadap isu-isu seperti hukum syariah, peran
perempuan dalam masyarakat, atau isu LGBTQ cenderung
dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks ini, agama
tidak hanya membentuk opini publik tetapi juga menjadi sumber
legitimasi bagi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh
pemerintah. Ketika nilai-nilai agama menjadi bagian dari budaya
masyarakat, opini publik yang terbentuk sering kali
mencerminkan norma-norma yang telah mapan, yang mungkin
berbeda dari pandangan masyarakat di negara-negara yang
kurang religius (Kroeber & Kluckhohn, 2021).

Selain nilai-nilai kolektif dan agama, bahasa dan
komunikasi budaya juga mempengaruhi cara masyarakat
membentuk opini publik. Bahasa adalah medium utama
komunikasi dan penyampaian informasi, yang memengaruhi cara
masyarakat memahami dan menginterpretasi pesan. Dalam
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budaya dengan bahasa yang kaya akan metafora atau simbol-
simbol tertentu, informasi mungkin disampaikan secara tidak
langsung atau menggunakan istilah-istilah yang memiliki konotasi
budaya tertentu. Misalnya, dalam budaya Asia Timur, komunikasi
sering kali bersifat kontekstual dan tidak langsung, yang berarti
bahwa pesan sering disampaikan dengan cara yang lebih halus
dan menghindari konfrontasi langsung. Sebaliknya, dalam budaya
Barat, komunikasi lebih bersifat langsung dan eksplisit. Perbedaan
dalam cara komunikasi ini memengaruhi bagaimana masyarakat
merespons isu-isu publik dan membentuk opini mereka, karena
pesan yang disampaikan oleh media atau pemerintah mungkin
diinterpretasi secara berbeda tergantung pada konteks budaya
(Hofstede, 2020).

Media massa dan media sosial berfungsi sebagai jembatan
antara budaya dan opini publik. Media tidak hanya
menyampaikan informasi tetapi juga sering kali membingkai isu
sesuai dengan budaya masyarakat yang menjadi audiensnya.
Dalam konteks globalisasi, media juga dapat memengaruhi
budaya lokal melalui pertukaran informasi antarbangsa. Namun,
meskipun media global menyebarkan nilai-nilai universal, media
lokal tetap memainkan peran dalam mempertahankan identitas
budaya masyarakat. Di negara-negara dengan kontrol media yang
ketat, pemerintah dapat membentuk opini publik dengan
menyampaikan narasi yang konsisten dengan nilai-nilai budaya
dan politik yang diinginkan. Dalam hal ini, opini publik yang
terbentuk tidak hanya mencerminkan pandangan masyarakat,
tetapi juga hasil dari kebijakan dan kontrol budaya yang
dilakukan oleh pemerintah.

Budaya juga memengaruhi respon terhadap perubahan
dan inovasi. Masyarakat dengan budaya yang lebih tradisional
cenderung berhati-hati atau bahkan resistif terhadap perubahan,
terutama jika perubahan tersebut dianggap mengancam nilai-nilai
yang mereka anut. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih terbuka,
masyarakat mungkin lebih menerima inovasi atau perubahan
yang dianggap membawa manfaat. Misalnya, dalam penerimaan
terhadap teknologi baru seperti media sosial atau aplikasi
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berbagi, budaya yang adaptif akan lebih cepat menerima dan
menggunakan teknologi ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-
hari, sementara budaya yang konservatif mungkin menunjukkan
sikap skeptis. Hal ini juga berlaku dalam penerimaan terhadap
kebijakan atau ide-ide baru, di mana budaya berperan dalam
menentukan sejauh mana masyarakat menerima atau menolak
perubahan.

Secara keseluruhan, pengaruh budaya pada pembentukan
opini publik sangat kuat dan beragam. Dari nilai-nilai kolektif,
agama, bahasa, hingga sikap terhadap perubahan, budaya
memengaruhi cara masyarakat memahami dan menanggapi isu-
isu publik. Dengan memahami pengaruh budaya, pemerintah,
media, dan organisasi lain dapat mengembangkan pendekatan
yang lebih sensitif terhadap budaya dalam mengkomunikasikan
pesan kepada masyarakat. Dalam era globalisasi, penting bagi
pemerintah dan organisasi untuk memperhatikan perbedaan
budaya ini dalam membentuk strategi komunikasi dan kebijakan
publik agar dapat mengelola opini publik secara lebih efektif dan
menghormati keragaman budaya yang ada.

9.2 Peran Nilai dan Norma Sosial dalam Opini Publik

Nilai dan norma sosial memainkan peran yang sangat
penting dalam membentuk opini publik. Nilai sosial merujuk pada
prinsip-prinsip atau standar yang dianggap baik, benar, atau
diinginkan oleh anggota masyarakat, sementara norma sosial
adalah aturan atau pedoman perilaku yang diharapkan untuk
diikuti oleh individu dalam konteks sosial tertentu. Dalam
membentuk opini publik, nilai dan norma sosial berfungsi sebagai
kerangka dasar yang memengaruhi cara pandang dan sikap
masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Baik nilai maupun norma
berperan sebagai filter, yang membantu individu dalam menilai
informasi dan membentuk opini yang sesuai dengan harapan dan
keyakinan masyarakat yang lebih luas (Schwartz, 2021).

Nilai sosial sering kali menjadi dasar dalam pembentukan
opini publik karena ia mencerminkan keyakinan yang mendalam
tentang apa yang dianggap penting atau berharga. Misalnya,
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dalam masyarakat yang menempatkan nilai tinggi pada
kesejahteraan bersama, seperti di banyak negara Skandinavia,
opini publik cenderung mendukung kebijakan-kebijakan yang
bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menyediakan
layanan publik yang baik. Sebaliknya, dalam masyarakat yang
lebih menekankan pada kebebasan individu, seperti di Amerika
Serikat, opini publik mungkin lebih mendukung kebijakan yang
membebaskan individu dari campur tangan pemerintah dalam
aspek-aspek pribadi. Nilai-nilai ini tidak hanya memengaruhi
preferensi kebijakan, tetapi juga membentuk sikap masyarakat
terhadap isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, hak-hak
minoritas, dan kebijakan lingkungan. Nilai-nilai yang mendasar
dalam suatu budaya akan membentuk persepsi masyarakat
terhadap apa yang dianggap sebagai “opini publik yang benar”
atau layak didukung (Inglehart & Norris, 2020).

Selain nilai, norma sosial juga berperan penting dalam
membentuk opini publik. Norma sosial berfungsi sebagai
pedoman yang menentukan perilaku yang diharapkan dalam
situasi tertentu, dan sering kali terkait dengan harapan kolektif
dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, norma sosial yang kuat
dapat menghalangi individu untuk mengungkapkan pandangan
yang berbeda dari mayoritas karena kekhawatiran akan sanksi
sosial atau pengucilan. Fenomena ini dikenal sebagai “spiral of
silence,” di mana individu lebih memilih untuk menyembunyikan
opini minoritasnya daripada mengungkapkannya secara terbuka
karena takut mendapat penolakan dari lingkungan sosial
Misalnya, dalam konteks isu sensitif seperti politik atau agama,
norma sosial yang kuat dapat membatasi diskusi terbuka dan
membentuk opini publik yang seakan-akan seragam, meskipun
mungkin ada perbedaan pandangan di tingkat individu (Schwartz,
2021).

Pengaruh nilai dan norma sosial terhadap media dan
komunikasi publik juga signifikan dalam pembentukan opini
publik. Media massa sering kali berperan dalam memperkuat
nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat melalui
cara mereka menyajikan informasi dan membingkai berita.
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Sebagai contoh, media di negara-negara dengan nilai kebebasan
pers yang kuat mungkin lebih cenderung mengkritik pemerintah
dan menyajikan pandangan yang beragam, sementara media di
negara-negara dengan kontrol pemerintah yang kuat cenderung
mendukung nilai dan norma yang diinginkan oleh penguasa.
Dengan cara ini, media berfungsi sebagai reflektor dan penguat
nilai serta norma yang sudah ada, yang pada gilirannya
memperkuat opini publik yang sesuai dengan harapan kolektif
masyarakat. Dalam beberapa kasus, media sosial juga
memfasilitasi penyebaran nilai dan norma sosial, namun dalam
bentuk yang lebih bebas dan desentralisasi, yang memungkinkan
opini-opini alternatif untuk muncul (Inglehart & Norris, 2020).

Norma sosial juga dapat beradaptasi seiring waktu dan
berkembang sesuai dengan perubahan nilai-nilai sosial. Misalnya,
di banyak masyarakat, nilai-nilai terkait dengan kesetaraan
gender atau hak-hak LGBTQ telah mengalami perubahan besar
dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan nilai-nilai ini
menyebabkan norma sosial yang dulu melarang atau membatasi
hak-hak kelompok tertentu menjadi lebih inklusif. Sebagai
akibatnya, opini publik terhadap isu-isu yang terkait dengan
kesetaraan gender atau hak-hak LGBTQ juga mengalami
perubahan, dan masyarakat menjadi lebih mendukung kebijakan
yang ramah terhadap kelompok-kelompok ini. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai dan norma sosial tidak selalu tetap,
tetapi dapat berubah dan mempengaruhi arah opini publik dalam
jangka panjang.

Di era globalisasi, nilai dan norma sosial juga dipengaruhi
oleh interaksi lintas budaya, yang memperkenalkan masyarakat
kepada ide-ide baru dan memungkinkan perubahan dalam
pembentukan opini publik. Misalnya, nilai-nilai seperti hak asasi
manusia, demokrasi, dan kebebasan berekspresi kini telah
menjadi nilai universal yang banyak diterima di berbagai negara,
meskipun mungkin ada variasi dalam cara implementasinya.
Nilai-nilai universal ini dapat membantu memperkuat opini publik
yang mendukung hak-hak individu dan memperluas ruang untuk
diskusi publik yang terbuka. Namun, ada juga ketegangan antara
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nilai lokal dan global, terutama dalam masyarakat yang berpegang
teguh pada nilai-nilai tradisional. Ketegangan ini menciptakan
dinamika yang unik dalam pembentukan opini publik, di mana
masyarakat berusaha menyeimbangkan antara mempertahankan
identitas budaya mereka dan mengadopsi nilai-nilai baru.

Secara keseluruhan, nilai dan norma sosial memiliki
pengaruh yang kuat dalam membentuk opini publik, baik dalam
konteks isu-isu lokal maupun global. Nilai yang mendasar dalam
masyarakat, seperti kesejahteraan bersama atau kebebasan
individu, membentuk preferensi masyarakat terhadap kebijakan
publik, sementara norma sosial menentukan bagaimana individu
mengekspresikan opini mereka di ruang publik. Dengan
memahami pengaruh nilai dan norma ini, pemerintah, organisasi,
dan media dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif
dalam membentuk opini publik. Penting juga untuk mengakui
bahwa nilai dan norma sosial terus berkembang, dan bahwa opini
publik yang dihasilkan mencerminkan interaksi dinamis antara
tradisi dan perubahan di era globalisasi.

9.3 Opini Publik dalam Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang
terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan bahasa.
Dalam konteks masyarakat seperti ini, pembentukan opini publik
menjadi kompleks karena adanya beragam perspektif, nilai, dan
norma yang berbeda. Perbedaan ini memengaruhi cara pandang
masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi, dan
menimbulkan tantangan tersendiri dalam membangun opini
publik yang seragam. Dalam masyarakat multikultural, opini
publik sering kali terbentuk dari interaksi antarbudaya, di mana
masing-masing kelompok membawa nilai dan perspektifnya
sendiri dalam menanggapi isu tertentu. Pemahaman yang
mendalam tentang opini publik dalam masyarakat multikultural
menjadi sangat penting, terutama dalam konteks negara seperti
Indonesia atau Amerika Serikat, di mana keragaman etnis dan
budaya menjadi salah satu ciri utama masyarakatnya (Berry,
2021).
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Salah satu tantangan utama dalam pembentukan opini
publik di masyarakat multikultural adalah perbedaan nilai dan
norma antara kelompok-kelompok yang ada. Misalnya, dalam isu
hak asasi manusia atau kebijakan ekonomi, pandangan dari
kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda mungkin
sangat bervariasi. Kelompok yang berasal dari budaya yang lebih
kolektivis mungkin lebih mendukung kebijakan yang menekankan
kesejahteraan bersama, sementara kelompok dari budaya
individualis mungkin cenderung mendukung kebebasan dan
otonomi individu. Perbedaan ini dapat menimbulkan gesekan
ketika isu-isu sosial dan politik diperdebatkan di ruang publik.
Dalam beberapa kasus, kelompok mayoritas mungkin mencoba
memaksakan pandangannya terhadap kelompok minoritas, yang
pada gilirannya dapat memengaruhi integrasi sosial dan harmoni
dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan
pemimpin opini untuk menghormati dan memahami perbedaan
ini agar opini publik yang terbentuk lebih inklusif dan adil bagi
semua kelompok (Triandis, 2020).

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam
membentuk dan mengarahkan opini publik di masyarakat
multikultural. Media dapat bertindak sebagai jembatan yang
menghubungkan berbagai kelompok dengan perspektif yang
berbeda, serta membantu membentuk narasi yang mencerminkan
keragaman budaya masyarakat. Dalam konteks masyarakat
multikultural, media yang bertanggung jawab akan menampilkan
pandangan dari berbagai kelompok tanpa memihak, sehingga
opini publik yang terbentuk lebih beragam dan representatif.
Namun, di sisi lain, media juga dapat berfungsi sebagai alat untuk
memperkuat stereotip atau bias tertentu terhadap kelompok
minoritas. Misalnya, jika media terus-menerus menampilkan
kelompok tertentu dalam konteks yang negatif, hal ini dapat
memengaruhi opini publik yang negatif terhadap kelompok
tersebut. Oleh karena itu, peran media yang adil dan seimbang
sangat penting dalam mengelola opini publik di masyarakat
multikultural (Park, 2019).
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Selain itu, interaksi antarbudaya di ruang publik juga
memengaruhi pembentukan opini publik di masyarakat
multikultural. Ketika individu dari latar belakang budaya yang
berbeda berinteraksi, mereka saling belajar dan beradaptasi, yang
dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap
perbedaan. Interaksi ini, baik dalam bentuk percakapan sehari-
hari, diskusi online, maupun partisipasi dalam kegiatan sosial,
dapat mengurangi prasangka dan stereotip, serta membentuk
opini publik yang lebih inklusif. Sebagai contoh, dalam isu seperti
toleransi terhadap agama atau hak-hak LGBTQ, interaksi
antarbudaya dapat membantu individu untuk lebih memahami
pandangan kelompok lain yang berbeda. Dengan demikian,
masyarakat multikultural memiliki potensi untuk membentuk
opini publik yang mendukung keragaman dan inklusi melalui
interaksi yang intensif antar kelompok. Namun, penting bagi
pemerintah dan organisasi sosial untuk memfasilitasi interaksi ini
secara positif agar opini publik yang terbentuk benar-benar
mencerminkan kebersamaan (Berry, 2021).

Tantangan lain dalam pembentukan opini publik di
masyarakat multikultural adalah potensi konflik antar kelompok.
Perbedaan pandangan, terutama terkait isu-isu sensitif seperti
agama, bahasa, atau kebijakan publik, dapat memicu ketegangan
atau bahkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Ketika isu-isu
yang kontroversial dibahas di ruang publik, kelompok-kelompok
yang berbeda mungkin mencoba untuk mempengaruhi opini
publik sesuai dengan perspektif mereka masing-masing, yang
kadang-kadang menimbulkan polarisasi. Dalam kasus ini,
pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola konflik dan
membangun jembatan di antara kelompok-kelompok tersebut
melalui dialog antarbudaya. Strategi ini tidak hanya membantu
mengurangi ketegangan, tetapi juga membentuk opini publik yang
lebih harmonis dan inklusif. Salah satu cara efektif untuk
mengelola konflik adalah melalui pendidikan multikultural, di
mana masyarakat diajarkan untuk menghargai perbedaan budaya
dan membangun kesadaran tentang pentingnya keragaman dalam
membentuk opini publik yang konstruktif (Triandis, 2020).
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Secara Kkeseluruhan, opini publik dalam masyarakat
multikultural merupakan hasil dari interaksi yang kompleks
antara nilai, norma, media, dan interaksi antarbudaya. Dalam
lingkungan yang beragam, penting bagi semua pihak untuk
menghormati perbedaan dan mendorong dialog terbuka, agar
opini publik yang terbentuk lebih inklusif dan mencerminkan
keragaman masyarakat. Peran media yang adil, pemerintah yang
mendukung dialog, dan pendidikan multikultural sangat penting
untuk memastikan bahwa opini publik yang terbentuk tidak
hanya mendukung kelompok mayoritas, tetapi juga memberikan
ruang bagi suara kelompok minoritas. Dengan pendekatan yang
inklusif ini, masyarakat multikultural dapat membentuk opini
publik yang tidak hanya harmonis tetapi juga mampu
mencerminkan realitas sosial yang kompleks dan beragam.

9.4 Studi Kasus: Budaya dan Opini Publik di Indonesia

Indonesia adalah negara multikultural yang terdiri dari
berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini
membuat opini publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh
faktor-faktor budaya, termasuk nilai dan norma yang ada di
masing-masing kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, opini
publik di Indonesia tidak terbentuk secara homogen tetapi
mencerminkan perspektif yang bervariasi sesuai dengan latar
belakang budaya masyarakatnya. Studi kasus mengenai budaya
dan opini publik di Indonesia memperlihatkan bagaimana
berbagai elemen budaya berinteraksi dan membentuk pandangan
masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini
penting untuk dipahami agar pemerintah dan pembuat kebijakan
dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dan
sensitif terhadap keberagaman budaya di Indonesia (Wijaya &
Ardianto, 2019).

Salah satu isu yang memperlihatkan peran budaya dalam
membentuk opini publik di Indonesia adalah penerimaan
terhadap keberagaman agama. Sebagai negara dengan populasi
Muslim terbesar di dunia, opini publik di Indonesia terhadap isu
agama sering kali sangat sensitif. Pandangan masyarakat tentang
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keberagaman agama sering dipengaruhi oleh ajaran agama serta
norma-norma sosial yang berlaku di daerah masing-masing. Di
wilayah yang homogen secara agama, seperti beberapa daerah di
Jawa Barat, opini publik cenderung lebih konservatif dan memiliki
preferensi yang lebih kuat terhadap penerapan nilai-nilai agama
tertentu dalam kehidupan publik. Sebaliknya, di wilayah-wilayah
dengan keberagaman agama yang tinggi seperti Bali atau Sulawesi
Utara, masyarakat cenderung memiliki pandangan yang lebih
inklusif. Perbedaan dalam penerimaan terhadap keberagaman
agama ini menunjukkan bahwa opini publik di Indonesia sangat
dipengaruhi oleh konteks budaya dan agama setempat (Wijaya &
Ardianto, 2019).

Isu gender dan peran perempuan dalam masyarakat juga
menunjukkan bagaimana budaya membentuk opini publik di
Indonesia. Dalam banyak budaya tradisional di Indonesia, seperti
di Jawa atau Sumatera, norma-norma sosial mengatur peran
perempuan dan laki-laki dengan cukup tegas. Masyarakat
cenderung mempertahankan pandangan bahwa perempuan
sebaiknya berperan di dalam rumah tangga, sementara laki-laki
bertanggung jawab atas ekonomi keluarga. Namun, seiring dengan
modernisasi dan pengaruh dari budaya global, pandangan ini
mulai berubah, terutama di kalangan generasi muda dan
masyarakat perkotaan. Data menunjukkan bahwa opini publik di
kota-kota besar cenderung lebih mendukung kesetaraan gender
dan partisipasi perempuan dalam ranah publik, termasuk dalam
politik dan ekonomi. Sementara itu, di daerah-daerah pedesaan
yang masih mempertahankan budaya patriarkal, opini publik
mengenai peran perempuan mungkin masih cenderung
konservatif. Perbedaan opini publik ini mencerminkan bagaimana
nilai-nilai budaya yang berbeda dapat mempengaruhi pandangan
masyarakat terhadap isu-isu sosial (Setiawan & Kusuma, 2020).

Media massa dan media sosial di Indonesia juga
memainkan peran penting dalam membentuk opini publik yang
dipengaruhi oleh budaya. Sebagai negara dengan pengguna media
sosial yang besar, Indonesia melihat perkembangan opini publik
yang sangat dinamis di platform-platform seperti Facebook,
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Twitter, dan Instagram. Media sosial sering kali menjadi tempat di
mana berbagai pandangan budaya berinteraksi, terkadang
memicu perdebatan mengenai isu-isu sensitif. Misalnya, dalam isu
seperti toleransi terhadap kelompok LGBTQ, media sosial
menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam antara
kelompok yang lebih liberal, terutama dari kota besar, dan
kelompok konservatif dari daerah yang cenderung religius. Media
sosial tidak hanya mencerminkan opini publik, tetapi juga
memperkuat nilai-nilai tertentu dan bahkan mempolarisasi
pandangan masyarakat. Di sisi lain, media sosial juga
memungkinkan terjadinya dialog antarbudaya yang memperluas
pemahaman masyarakat terhadap perbedaan pandangan yang
ada (Nugroho, 2021).

Pengaruh budaya dalam pembentukan opini publik di
Indonesia juga terlihat dalam konteks politik lokal. Di banyak
daerah, pemimpin politik yang dianggap mampu mewakili nilai-
nilai budaya setempat cenderung lebih populer dan mendapat
dukungan publik yang kuat. Misalnya, di daerah-daerah tertentu,
pemimpin yang menunjukkan penghargaan terhadap adat istiadat
lokal lebih disukai karena dianggap sejalan dengan identitas
budaya masyarakat. Dalam Pilkada, misalnya, kandidat yang
mengedepankan nilai-nilai budaya sering kali mendapat
dukungan luas. Namun, di daerah perkotaan yang lebih modern
dan plural, pandangan masyarakat terhadap pemimpin politik
mungkin lebih berfokus pada kompetensi dan kinerja daripada
kesesuaian budaya. Kasus ini menunjukkan bahwa konteks
budaya sangat memengaruhi bagaimana masyarakat membentuk
opini tentang pemimpin politik dan partai yang mereka dukung
(Wijaya & Ardianto, 2019).

Secara keseluruhan, studi kasus mengenai budaya dan
opini publik di Indonesia menunjukkan bahwa faktor budaya
sangat memengaruhi cara masyarakat membentuk pandangan
terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan nilai,
norma, serta interaksi antarbudaya menciptakan opini publik
yang beragam, yang mencerminkan identitas kolektif masyarakat
Indonesia yang plural. Pemahaman akan peran budaya dalam
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opini publik ini sangat penting, terutama bagi pemerintah dan
organisasi yang ingin menyusun strategi komunikasi yang efektif.
Dengan mengakui keberagaman budaya dan menghormati
perbedaan yang ada, opini publik dapat dikelola secara lebih
inklusif dan mendukung integrasi sosial dalam masyarakat yang
multikultural.
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BAB 10
MASA DEPAN OPINI PUBLIK
DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
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Gambar 10. Ilustrasi Al dan Algoritma Opini Publik

10.1 Pengaruh Teknologi Al dan Algoritma pada Opini
Publik

Teknologi kecerdasan buatan (Al) dan algoritma telah
mengubah cara opini publik terbentuk dan dipengaruhi dalam era
digital saat ini. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data
secara masif dan melakukan prediksi, teknologi Al memungkinkan
platform digital untuk menyusun informasi yang disesuaikan
dengan preferensi individu. Dalam proses ini, algoritma
memainkan peran penting dengan menentukan konten yang
dilihat oleh pengguna, yang pada akhirnya membentuk opini
publik. Penggunaan Al dan algoritma dalam pengelolaan informasi
ini membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi,
persepsi masyarakat, dan dinamika opini publik, baik secara
positif maupun negatif (Bakshy et al., 2020).

Salah satu pengaruh terbesar Al dan algoritma terhadap
opini publik adalah melalui personalized content atau konten yang
dipersonalisasi. Melalui algoritma yang canggih, platform media
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sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, mampu
menyesuaikan konten yang dilihat oleh setiap pengguna
berdasarkan data perilaku dan preferensi mereka. Konten yang
dipersonalisasi ini menciptakan filter bubble, di mana pengguna
hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan
atau minat mereka, sehingga memperkuat pandangan yang sudah
ada dan mengurangi kemungkinan mereka untuk melihat sudut
pandang yang berbeda. Dengan demikian, opini publik terbentuk
dalam ruang yang lebih homogen, yang berisiko memperkuat
polarisasi di masyarakat. Dalam konteks politik, misalnya,
pengguna yang sering melihat konten dari satu kelompok
ideologis tertentu akan cenderung membentuk opini yang lebih
ekstrem dan kurang toleran terhadap pandangan berbeda
(Pariser, 2021).

Selain filter bubble, algoritma juga mendorong fenomena
echo chamber yang memperkuat pandangan sekelompok individu
dengan membatasi informasi yang diterima sesuai dengan
kelompok sosial atau jaringan mereka. Dalam echo chamber,
pengguna media sosial lebih mungkin terlibat dalam diskusi
dengan individu yang memiliki pandangan serupa, sementara
pandangan yang berlawanan cenderung terisolasi. Echo chamber
memperkuat sikap dan keyakinan yang sama dalam satu
kelompok, yang pada akhirnya memengaruhi opini publik secara
signifikan. Dalam studi mengenai pengaruh algoritma terhadap
persepsi sosial, ditemukan bahwa individu yang lebih banyak
terpapar pada pandangan yang sama cenderung menganggap
pandangan mereka sebagai norma sosial yang dominan, meskipun
di luar kelompok tersebut mungkin ada pandangan yang beragam.
Hal ini menunjukkan bahwa algoritma bukan hanya memengaruhi
preferensi individu tetapi juga membentuk persepsi masyarakat
terhadap apa yang dianggap sebagai opini mayoritas (Bakshy et
al,, 2020).

Teknologi Al juga berperan dalam menciptakan konten
otomatis yang dapat memengaruhi opini publik. Salah satu
bentuknya adalah bot atau akun otomatis di media sosial yang
digunakan untuk menyebarkan informasi atau opini tertentu. Bot
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sering digunakan untuk memanipulasi percakapan publik dengan
menyebarkan konten yang berpihak pada isu tertentu, seperti
kampanye politik atau pemasaran produk. Dalam situasi tertentu,
bot dapat menyebarkan misinformasi atau disinformasi secara
besar-besaran, yang menyebabkan opini publik terbentuk
berdasarkan informasi yang tidak akurat. Fenomena ini terutama
terlihat dalam kampanye politik di mana bot digunakan untuk
membangun citra kandidat atau menyebarkan propaganda
melawan lawan politik. Penelitian menunjukkan bahwa bot di
media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat, terutama
ketika informasi yang disebarkan sejalan dengan bias atau
keyakinan mereka (Ferrara et al., 2021).

Meskipun Al dan algoritma memiliki dampak yang
signifikan terhadap pembentukan opini publik, ada pula potensi
positif yang dapat dimanfaatkan. Dengan penggunaan yang tepat,
Al dapat membantu memperkaya pemahaman masyarakat
terhadap isu-isu tertentu melalui analisis data yang lebih
komprehensif.  Misalnya, Al dapat digunakan untuk
mengidentifikasi tren atau pola dalam opini publik yang mungkin
tidak terlihat melalui analisis tradisional. Pemerintah dan
organisasi dapat memanfaatkan data ini untuk lebih memahami
kebutuhan dan pandangan masyarakat, serta merancang
kebijakan yang lebih responsif. Selain itu, Al juga dapat membantu
mengidentifikasi misinformasi dan memfilter konten yang tidak
akurat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih
berkualitas dan dapat dipercaya (Bakshy et al., 2020).

Tantangan etika juga muncul dalam penggunaan Al dan
algoritma dalam membentuk opini publik. Salah satunya adalah
terkait transparansi dalam cara algoritma bekerja. Saat ini, banyak
platform digital yang tidak mengungkapkan bagaimana algoritma
mereka menyeleksi konten untuk setiap pengguna, yang
menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa opini mereka
mungkin dibentuk oleh filter tertentu. Ketidaktahuan ini
berpotensi menyebabkan manipulasi opini publik tanpa disadari.
Selain itu, algoritma dapat diperkuat oleh data pengguna, yang
kadang-kadang diperoleh tanpa izin yang jelas atau diproses
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tanpa pemahaman yang memadai tentang privasi. Oleh karena itu,
transparansi dan regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa
penggunaan Al dan algoritma tetap etis dan mendukung
kebebasan beropini (Pariser, 2021).

Di masa depan, pengaruh Al dan algoritma terhadap opini
publik diperkirakan akan semakin besar, seiring dengan
berkembangnya teknologi yang lebih canggih dan kemampuan
analisis data yang semakin mendalam. Oleh karena itu, penting
bagi pemerintah, akademisi, dan organisasi sosial untuk
memperhatikan perkembangan ini dan menciptakan regulasi yang
mendukung penggunaan Al secara bertanggung jawab. Dengan
pendekatan yang tepat, teknologi Al dapat dimanfaatkan untuk
membentuk opini publik yang lebih terinformasi dan inklusif,
daripada memperkuat polarisasi atau disinformasi. Tantangan
yang dihadapi saat ini memerlukan perhatian bersama agar
teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi publik dapat
menjadi kekuatan positif dalam membangun masyarakat yang
lebih sadar informasi dan berdaya kritis.

10.2 Masa Depan Media Sosial dan Opini Publik

Media sosial telah menjadi salah satu kekuatan utama
dalam pembentukan opini publik di era digital. Dengan jangkauan
luas dan kecepatan penyebaran informasi, platform seperti
Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah mengubah cara
pandang masyarakat terhadap isu-isu politik, sosial, dan budaya.
Masa depan media sosial dalam memengaruhi opini publik
diperkirakan akan semakin besar, terutama dengan
perkembangan teknologi yang lebih canggih dan algoritma yang
semakin disesuaikan. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan
tantangan, mulai dari penyebaran misinformasi, polarisasi opini,
hingga privasi pengguna. Untuk memahami masa depan media
sosial dan perannya dalam opini publik, penting untuk mengkaji
bagaimana tren teknologi dan perilaku pengguna akan
membentuk lanskap informasi di tahun-tahun mendatang (Jones
& Pimlott, 2020).
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Salah satu aspek penting yang akan membentuk masa
depan media sosial adalah peran algoritma yang semakin kuat
dalam mengatur arus informasi. Algoritma media sosial
menentukan jenis konten yang dilihat pengguna berdasarkan
preferensi, perilaku, dan interaksi mereka di platform tersebut.
Algoritma ini tidak hanya memengaruhi konten yang dilihat,
tetapi juga membentuk persepsi pengguna terhadap suatu isu.
Dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, algoritma ini
akan semakin canggih dan mampu memprediksi konten yang
paling relevan bagi setiap pengguna. Meskipun personalisasi ini
memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih nyaman, hal ini
juga memperkuat risiko filter bubble dan echo chamber, di mana
pengguna hanya terpapar pada informasi yang mendukung
pandangan mereka dan cenderung mengabaikan sudut pandang
yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan bijak, perkembangan ini
dapat menyebabkan polarisasi opini publik yang lebih ekstrem
(Bakir & McStay, 2021).

Penyebaran misinformasi dan disinformasi juga menjadi
perhatian besar dalam melihat masa depan media sosial. Media
sosial telah menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi yang
tidak akurat atau sengaja disalahartikan untuk memengaruhi
opini publik. Dalam beberapa kasus, misinformasi ini dapat
menyebar lebih cepat daripada berita yang sebenarnya, terutama
karena konten yang emosional cenderung lebih mudah menarik
perhatian pengguna. Kecepatan dan skala penyebaran
misinformasi ini dapat membentuk opini publik yang salah dan
menghambat proses pengambilan keputusan yang rasional di
tingkat individu maupun kolektif. Untuk mengatasi tantangan ini,
platform media sosial harus berupaya memperkuat mekanisme
verifikasi informasi dan meningkatkan literasi digital pengguna,
sehingga masyarakat lebih kritis dalam mengonsumsi informasi
yang mereka temui di media sosial (Chadwick & Vaccari, 2020).

Selain tantangan, media sosial juga memiliki potensi
positif dalam memperkuat partisipasi publik dan memperluas
akses terhadap isu-isu penting. Dengan adanya media sosial,
masyarakat memiliki akses yang lebih besar untuk berpartisipasi
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dalam diskusi publik dan menyampaikan pendapat mereka
terhadap isu-isu yang relevan. Media sosial memungkinkan
pengguna dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam
percakapan yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti isu politik,
lingkungan, atau hak asasi manusia. Platform ini juga
memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi
langsung dari sumber-sumber yang beragam, termasuk lembaga
pemerintah, organisasi non-profit, dan tokoh masyarakat. Dalam
konteks ini, media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk
mempromosikan  keterbukaan dan transparansi, serta
memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan adanya keterbukaan ini, diharapkan opini publik yang
terbentuk lebih inklusif dan representatif (Jones & Pimlott, 2020).

Di masa depan, integrasi teknologi baru seperti augmented
reality (AR) dan virtual reality (VR) juga dapat mengubah cara
pengguna berinteraksi di media sosial dan memengaruhi opini
publik. Teknologi ini memungkinkan pengalaman yang lebih
imersif dan interaktif, di mana pengguna dapat merasakan
kehadiran yang lebih nyata dalam situasi tertentu. Misalnya,
melalui teknologi VR, pengguna dapat mengalami simulasi
mengenai dampak perubahan iklim atau krisis kemanusiaan, yang
dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap isu-isu tersebut.
Integrasi teknologi ini diharapkan akan memperkaya cara
masyarakat menerima dan memproses informasi, serta
memberikan pengalaman yang lebih dalam terhadap isu-isu
kompleks. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan
tantangan terkait etika dan privasi, terutama dalam hal
pengumpulan data pengguna dan potensi manipulasi persepsi
publik (Bakir & McStay, 2021).

Penguatan regulasi dan kebijakan privasi menjadi aspek
penting lain yang akan memengaruhi masa depan media sosial
dan opini publik. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk
mengontrol penyebaran misinformasi, mengatur algoritma, serta
melindungi  privasi pengguna. Beberapa negara telah
memperkenalkan undang-undang untuk mengatur konten di
media sosial dan melindungi hak-hak pengguna. Di Uni Eropa,
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misalnya, GDPR (General Data Protection Regulation) telah
menjadi model dalam melindungi data pribadi pengguna. Namun,
di beberapa negara, regulasi yang terlalu ketat juga dapat
menghambat kebebasan berekspresi dan berpotensi digunakan
sebagai alat untuk membatasi kebebasan berpendapat. Oleh
karena itu, regulasi yang ideal harus seimbang antara kebebasan
beropini dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari
dampak negatif media sosial. Pendekatan ini penting untuk
memastikan bahwa opini publik terbentuk berdasarkan informasi
yang benar dan akurat, serta melindungi hak-hak individu dalam
era digital (Chadwick & Vaccari, 2020).

Secara keseluruhan, masa depan media sosial dalam
pembentukan opini publik akan sangat dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi, pengelolaan konten, serta kebijakan
yang mendukung keterbukaan dan keamanan digital. Media sosial
memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi dan
keterlibatan publik, tetapi tantangan seperti misinformasi,
polarisasi, dan privasi harus diatasi secara bijak. Dengan
pendekatan yang tepat, media sosial dapat menjadi platform yang
memfasilitasi diskusi yang lebih sehat dan membentuk opini
publik yang lebih inklusif dan terinformasi.

10.3 Tantangan Etika di Era Digital

Di era digital, teknologi informasi dan komunikasi telah
mengalami perkembangan pesat yang memberikan dampak
signifikan terhadap opini publik dan interaksi sosial. Meskipun
teknologi ini membawa berbagai manfaat, terdapat pula
tantangan etika yang semakin kompleks. Tantangan-tantangan ini
mencakup privasi data, transparansi algoritma, dan penyebaran
misinformasi, yang semuanya memengaruhi cara masyarakat
membentuk dan menyampaikan opini publik. Di era digital,
perhatian terhadap etika sangat penting agar teknologi digunakan
dengan bertanggung jawab, mendukung hak-hak individu, dan
meminimalkan dampak negatif yang dapat muncul akibat
penyalahgunaan teknologi (Ess, 2020).

| 120



Privasi data adalah salah satu isu etika utama di era
digital. Platform media sosial, mesin pencari, dan aplikasi digital
lainnya mengumpulkan data pribadi dari pengguna untuk
berbagai tujuan, termasuk periklanan dan personalisasi konten.
Sementara personalisasi ini memberikan pengalaman yang lebih
sesuai dengan preferensi pengguna, privasi data sering kali
dikorbankan. Banyak pengguna tidak sepenuhnya menyadari
seberapa banyak data yang dikumpulkan dan bagaimana data
tersebut digunakan. Selain itu, beberapa perusahaan sering kali
tidak transparan tentang cara data pengguna disimpan dan dijaga
keamanannya. Dalam beberapa kasus, data pribadi pengguna
bahkan disalahgunakan atau dijual ke pihak ketiga tanpa izin yang
jelas, yang mengancam privasi dan hak-hak individu (Ess, 2020).
Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan regulasi yang ketat
dan transparansi dari pihak perusahaan agar pengguna dapat
memahami dengan jelas bagaimana data mereka dikelola.

Transparansi algoritma menjadi tantangan etika lainnya,
terutama terkait dengan cara informasi disajikan kepada
pengguna. Algoritma yang digunakan oleh platform digital
menentukan jenis konten yang dilihat pengguna berdasarkan data
preferensi, perilaku, dan interaksi mereka di platform. Meski
algoritma dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan
menyajikan konten yang relevan, kurangnya transparansi
mengenai cara algoritma bekerja menimbulkan kekhawatiran.
Pengguna sering kali tidak menyadari bahwa pandangan mereka
mungkin dipengaruhi oleh filter bubble dan echo chamber, di
mana mereka hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan
pandangan mereka sendiri. Hal ini berisiko memperkuat
polarisasi opini publik dan menghambat akses terhadap sudut
pandang yang berbeda. Untuk mengatasi tantangan ini, para ahli
menyarankan agar platform digital lebih transparan tentang cara
algoritma bekerja dan memungkinkan pengguna untuk mengatur
preferensi algoritma mereka sendiri (Floridi & Taddeo, 2021).

Penyebaran misinformasi dan disinformasi adalah
tantangan etika lainnya di era digital, yang memiliki dampak
serius terhadap opini publik. Di media sosial, konten palsu atau

| 121



menyesatkan dapat dengan mudah menyebar luas, terutama
ketika konten tersebut dirancang untuk memancing emosi atau
memicu kontroversi. Misinformasi yang menyebar dapat
membentuk opini publik yang salah dan bahkan menimbulkan
kerugian bagi masyarakat, seperti pada kasus pandemi COVID-19,
di mana berita palsu mengenai vaksinasi menyebabkan ketakutan
dan kebingungan di kalangan masyarakat. Fenomena ini
menimbulkan pertanyaan etika tentang tanggung jawab platform
digital dalam memfilter konten dan memverifikasi informasi yang
disebarkan di platform mereka. Beberapa platform telah
memperkenalkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan
menandai konten yang tidak valid, namun tantangan ini tetap
berlanjut karena keterbatasan teknologi dan kompleksitas
verifikasi konten yang begitu masif (Taddeo, 2020).

Etika kecerdasan buatan (Al) juga menjadi topik yang
semakin relevan di era digital, terutama terkait penggunaan Al
dalam mengolah data dan menyajikan informasi kepada publik. Al
telah digunakan secara luas untuk mendeteksi tren, menganalisis
preferensi pengguna, dan memprediksi perilaku konsumen.
Namun, penggunaan Al juga menimbulkan kekhawatiran etika
terkait bias algoritma, yang bisa memengaruhi keadilan dalam
pengambilan keputusan. Misalnya, jika algoritma Al digunakan
dalam sistem penegakan hukum atau proses rekrutmen
pekerjaan, bias yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan
diskriminasi. Untuk itu, penting bagi para pengembang teknologi
untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak hanya
efektif tetapi juga etis, dengan memperhatikan potensi bias dan
dampaknya pada masyarakat luas (Floridi & Taddeo, 2021).

Pendidikan literasi digital menjadi solusi penting untuk
menghadapi tantangan etika di era digital. Dengan meningkatkan
literasi digital, masyarakat dapat memahami lebih baik cara kerja
teknologi, termasuk cara mereka dapat melindungi privasi,
mengenali misinformasi, dan mempertimbangkan pengaruh
algoritma dalam mengonsumsi informasi. Literasi digital tidak
hanya diperlukan untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga
untuk membangun masyarakat yang lebih kritis dan terinformasi.
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Di banyak negara, pendidikan literasi digital telah diperkenalkan
dalam kurikulum sekolah sebagai upaya untuk membekali
generasi muda dalam menghadapi era digital yang kompleks ini.
Pendidikan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang
lebih siap dalam menghadapi tantangan etika yang muncul seiring
perkembangan teknologi (Ess, 2020).

Secara keseluruhan, tantangan etika di era digital
memerlukan perhatian dan kerja sama dari berbagai pihak,
termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan
masyarakat. Regulasi yang kuat, transparansi dalam pengelolaan
data, dan upaya untuk memperbaiki literasi digital merupakan
langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa
teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Dengan
pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang
mendukung opini publik yang lebih terinformasi dan inklusif,
serta membantu masyarakat untuk menghadapi tantangan di era
digital ini secara bijak.

10.4 Opini Publik sebagai Tantangan dan Peluang di Masa

Depan

Opini publik memainkan peran penting dalam membentuk
arah kebijakan, pandangan sosial, dan dinamika politik di seluruh
dunia. Di masa depan, opini publik akan semakin kompleks dan
dinamis seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan
digitalisasi yang semakin mendalam. Tantangan dan peluang yang
muncul terkait dengan opini publik di masa depan mencakup
aspek teknologi, etika, serta dinamika sosial dan politik.
Pahamiannya sangat penting bagi pemerintah, media, dan
masyarakat luas, agar opini publik dapat dikelola dengan baik
untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan terinformasi
(Dalton, 2021).

Salah satu tantangan besar dalam mengelola opini publik
di masa depan adalah dampak disinformasi dan penyebaran
informasi yang tidak akurat. Di era digital, informasi dapat
menyebar dengan sangat cepat melalui platform media sosial,
yang sering kali sulit untuk diawasi. Disinformasi, atau
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penyebaran informasi yang sengaja salah, dapat mengarahkan
opini publik ke arah yang tidak benar dan menghambat proses
pengambilan keputusan yang rasional. Misalnya, dalam konteks
politik, disinformasi dapat digunakan untuk memengaruhi
pemilih atau menciptakan polarisasi di masyarakat. Meskipun
teknologi juga menawarkan solusi untuk mengidentifikasi dan
mengurangi penyebaran disinformasi, tantangan ini tetap
signifikan dan memerlukan upaya kolektif dari pemerintah,
perusahaan teknologi, dan masyarakat untuk mengatasinya.
Literasi digital juga menjadi elemen penting untuk memastikan
bahwa masyarakat mampu mengenali informasi yang valid dan
membentuk opini publik yang terinformasi (Mason & Metzger,
2020).

Namun, tantangan dalam mengelola opini publik di masa
depan tidak hanya terbatas pada disinformasi. Polarisasi sosial
dan politik juga merupakan isu yang harus diperhatikan. Di era
digital, individu sering kali terpapar pada informasi yang hanya
sesuai dengan pandangan mereka, yang memperkuat bias mereka
dan menciptakan apa yang disebut sebagai echo chamber. Dalam
situasi ini, masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang
memiliki pandangan serupa dan sulit untuk menerima perspektif
berbeda. Hal ini dapat menghambat dialog sosial dan membuat
masyarakat lebih rentan terhadap konflik sosial. Polarisasi ini
menjadi tantangan besar bagi stabilitas sosial dan politik,
terutama ketika isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan
identitas budaya terlibat. Menjaga keseimbangan antara
kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan keharmonisan sosial
akan menjadi aspek krusial dalam mengelola opini publik di masa
depan (Cheng & Lee, 2021).

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan
peluang baru untuk mengelola opini publik secara lebih efektif.
Dengan kemajuan analisis data dan kecerdasan buatan,
pemerintah dan organisasi dapat lebih memahami tren opini
publik dan kebutuhan masyarakat secara real-time. Misalnya,
analisis big data memungkinkan identifikasi isu-isu yang menjadi
perhatian masyarakat, sehingga kebijakan dapat dirancang untuk
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menanggapi kebutuhan yang nyata. Dengan informasi yang lebih
komprehensif ini, pemerintah dan organisasi dapat menyusun
strategi komunikasi yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Selain
itu, data real-time dapat membantu mendeteksi potensi konflik
atau ketidakpuasan masyarakat lebih awal, sehingga langkah-
langkah preventif dapat diambil sebelum masalah berkembang
menjadi krisis. Dalam konteks ini, teknologi memberikan peluang
besar bagi pengambilan keputusan yang lebih transparan dan
partisipatif (Dalton, 2021).

Selain itu, masa depan opini publik juga dipengaruhi oleh
peran aktif masyarakat dalam ruang digital. Platform media sosial
memungkinkan masyarakat untuk secara langsung berpartisipasi
dalam diskusi publik, yang menciptakan peluang bagi inklusivitas
dan keterlibatan yang lebih luas. Individu sekarang memiliki akses
ke informasi yang lebih beragam dan kesempatan untuk
mengekspresikan pendapat mereka secara publik. Hal ini tidak
hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memberikan
masyarakat lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam
proses  pengambilan  keputusan. Tantangannya adalah
memastikan bahwa partisipasi ini produktif dan tidak hanya
terbatas pada pandangan ekstrem yang memperkuat polarisasi.
Pendidikan literasi digital yang memadai serta kebijakan yang
mendukung diskusi yang sehat dan inklusif akan membantu
memanfaatkan peluang ini secara maksimal (Mason & Metzger,
2020).

Namun, tantangan terkait etika dan privasi tetap menjadi
perhatian utama dalam memanfaatkan teknologi untuk
memengaruhi opini publik. Penggunaan teknologi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data publik  harus
memperhatikan aspek privasi dan hak-hak individu. Di masa
depan, regulasi yang lebih kuat mungkin diperlukan untuk
melindungi data pribadi dan memastikan bahwa teknologi tidak
digunakan untuk manipulasi yang melanggar etika. Dengan
regulasi yang tepat, opini publik dapat dikelola secara lebih
bertanggung jawab, dan masyarakat dapat merasa aman dalam
mengekspresikan pendapat mereka di ruang digital. Menjaga
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keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan
hak-hak individu adalah tantangan yang harus dijawab oleh
pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil (Cheng &
Lee, 2021).

Secara keseluruhan, opini publik di masa depan mencakup
tantangan dan peluang yang perlu dikelola dengan hati-hati.
Disinformasi, polarisasi, dan privasi menjadi tantangan besar,
sementara analisis data dan partisipasi digital memberikan
peluang baru untuk memperkuat demokrasi dan keterlibatan
publik. Melalui pendekatan yang beretika dan bertanggung jawab,
teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam membentuk opini
publik yang lebih terinformasi dan inklusif. Bagi pemerintah,
organisasi, dan individu, penting untuk memahami dan
menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang ini demi
menciptakan masyarakat yang lebih berdaya kritis dan terbuka
terhadap perbedaan.
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